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Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang se
ting kat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia.
Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintah

an Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui 
dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat 
khusus atau bersifat istimewa.  

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah 
Aceh terakhir diberikan melalui Undangundang Nomor 11 Tahun 
2006 Tentang Pemerintahan Aceh.  UU 11/2006, yang berisi 40 Bab 
273 pasal, merupakan Undangundang Pemerintahan Daerah bagi 
Aceh secara khusus. Materi UU ini, selain itu materi kekhususan dan 
keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari UU 11/2006, 
sebagian besar hampir sama dengan UU 32/2004 tentang Pemerin
tahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada UU 
Pemerintahan Daerah (sepanjang halhal yang telah diatur menurut 
UU Pemerintahan Aceh). Di dalamnya mencakup unsur peyeleng
gara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Pemerintah Aceh dalam 
hal ini Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Salah satu hal 
yang memegang peran penting dalam terselenggaranya pemerintah
an daerah yang baik, adalah adanya dukungan dari aspek kelem
bagaan, atau dalam hal ini perlu adanya organisasi perangkat dae
rah yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan se
cara optimal. 

Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat yang ada di ka
bupaten/kota yang berbasis dalam suatu kewilayahan, dimana pada 
saat ini kecamatan belum berfungsi secara optimal dalam menjalan
kan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayan an 
publik yang dilimpahkan kepadanya. Mengingat pentingnya pe ran 
kecamatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka 
perlu dikembangkan suatu konsep kelembagaan kecamatan yang 
ideal menyangkut pengorganisasian, kewenangan, penyelengga raan 
tugastugas pemerintahan, serta tata hubungan kerja yang jelas dan 
tepat, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat 

Kata Pengantar
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dalam memperoleh pelayanan. 
Berdasarkan urgensi peran kecamatan dalam proses penyeleng

garaan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Pusat Kajian 
dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV LAN melakukan Kajian 
Ke  dudukan dan Peran Kecamatan dalam UndangUndang No. 11 
Ta hun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Banda Aceh, Desember 2011
Kepala PKP2A IV LAN

Drs. Dermawan, MM
NIP. 195901261983031005
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Executive Summary

Otonomi daerah merupakan bagian dari perjalanan pemberi
an kewenangan yang dilaksanakan secara mandiri oleh dae
rah sehingga peluang pembangunan di daerah semakin luas 

dan besar. Peluang tersebut dapat mewujudkan pemerintahan ke 
arah good governance. Adapun  tujuan dari Otonomi Daerah  adalah 
men ciptakan kesejahteraan  dengan  menjadikan Pemerintah Daerah 
sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan. Di samping itu 
Otonomi Daerah diharapkan mendukung berlangsungnya proses  
demokrasi di tingkat lokal dengan  menjadikan Pemerintah Daerah 
sebagai instrumen pendidikan politik  untuk mendukung proses de
mokratisasi menuju civil society.

 Seiring dengan dinamika politik yang berkembang, bahwa ne
ga ra mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan dae
rah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang
undang (Pasal 18B ayat 1 UndangUndang Dasar 1945). Dengan de  
mikian otonomi khusus  yang diberlakukan di Aceh dan Papua ada
lah sejalan dengan prinsip universal yakni dilaksanakan dengan per
timbangan politik, secara yuridis konstitusional di Indonesia. Otono
mi Khusus Provinsi  Aceh pada awalnya diatur dalam UndangUn
dang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah 
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam 
pelaksanaannya, undangundang tersebut juga belum cukup mema
dai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan 
ekonomi dan keadilan politik. Hal demikian kemudian mendorong 
lahirnya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerin
tahan Aceh. dengan prinsip otonomi seluasluasnya. Pemberian 
otonomi luas kepada Pemerintah Aceh dalam bentuk otonomi khu
sus berdasarkan UUPA  menitik beratkan pada empat pondasi uta
ma yaitu pemberlakuan Syariat Islam, bagi hasil sumber daya alam, 
pemilihan langsung kepala daerah dan penerapan budaya lokal ke 
dalam struktur pemerintahan daerah. Dengan keluarnya UUPA 
maka susunan organisasi yang telah dibentuk disesuaikan kembali 
dengan semangat otonomi khusus yang diarahkan pada budaya lo
kal. Penyesuaiaan kembali yang dimaksud meliputi susunan orga
nisasi, tugas dan kewenangan serta penamaan pemerintahan terma
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suk penamaan jabatan pada tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamat
an, Mukim dan Gampong. 

Untuk Provinsi Aceh penyelenggaraan sistem pemerintahan 
daerah di kabupaten/kota diatur dalam UndangUndang Nomor 
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Pasal 100 ayat (2) 
menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas 
sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRK, dinas kabupa
ten/kota, lembaga teknis kabupaten/kota dan kecamatan. Selanjut
nya pada Pasal 112 menyatakan bahwa kecamatan dipimpin oleh ca
mat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan se
bagian wewenang dari bupati atau walikota untuk menangani seba
gian urusan otonomi daerah. 

Merujuk pada pasal 112 UUPA tersebut seharusnya peranan ca
mat menjadi sangat penting dan strategis karena camat merupakan 
sa tuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang berbasis kewi
layahan.  Hal ini sebenarnya dapat digunakan oleh Bupati/Walikota 
untuk memposisikan camat sebagai “Wakil Kepala Daerah di keca
matan”  karena sebagai perangkat daerah, camat berada digarda ter
depan. Pendelegasian kewenangan kepada kecamatan sesungguh
nya akan membawa manfaat tidak saja kepada kecamatan yang me
nerima pelimpahan wewenang, namun juga kepada kabupaten/kota 
yang bersangkutan. Kebijakan untuk melimpahkan kewenang an ke
pada kecamatan paling tidak berdampak pada  tiga bidang, yaitu:  

a. Politik, dapat menciptakan dan mewujudkan pemerintah yang 
demokratis (egalitarian governance) serta untuk mendorong per
wujudan good governance and good society.

b. Sosial ekonomi, dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah 
(regional disparity) atau ketimpangan (inequity) memacu pertum
buhan pembangunan (economic growth) dan mendorong prakar
sa ataupun partisipasi publik dan sebagainya.

c. Administratif, mendorong efisiensi dan efektifitas dari penye
lenggaraan pemerintahan dan juga mempercepat pelayanan pu
blik dan memperkuat kinerja pemerintahan secara umum.1

Kondisi ideal tersebut masih jauh dari kenyataan, karena dengan  
posisi kecamatan sebagai perangkat daerah  maka camat menjadi ke
hilangan beberapa kewenangan yaitu: 

1 Widodo, Tri. 2010.  Perspektif Kebijakan Dalam Peran dan Arah Pengembangan Ke
camatan Di Indonesia. disampaikan pada seminar “Model Kelembagaan Kecamatan 
Berbasis Pelayanan Publik” pada 5 Oktober 2010.
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a. kewenangan kecamatan terhadap pemerintahan atas hierarkhi 
penentuan di bawahnya  (pemerintah desa) yang selama ini ter
hubung baik secara struktural maupun fungsional. 

b. kewenangan untuk mengurus pelayanan publik karena terjadi 
pengalihan besarbesaran ke otoritas administrasi pemerintah 
kabupaten/kota. Kecamatan hanya menjadi lembaga pemberi 
re komendasi bagi masyarakat yang hendak mengurus segala 
macam perizinan, yang menyebabkan rantai birokrasi justru se
makin panjang.

c. hilangnya fungsifungsi kecamatan di dalam perancangan dan 
pe laksanaan pembangunan   akibat ketiadaan hak untuk menge
tahui atau menentukan halhal teknis operasional pembangunan 
karena telah menjadi hak dinas sektoral, maka kecamatan tidak 
lagi memantau dan melakukan quality assurance atas program 
dan proyek yang datang di wilayahnya.2

Untuk Provinsi Aceh dengan adanya UUPA memiliki peluang 
un tuk memformulasikan kembali struktur kecamatan sesuai dengan  
kekhususan Aceh, apalagi di Aceh ada lembaga Mukim yang bera
da di bawah kecamatan yang bertugas mengkoordinir beberapa 
Gam pong.  Namun sampai saat ini di Aceh belum ada regulasi khu
sus pengaturan kecamatan  untuk  memperjelas kembali mengenai 
kedudukan, kewenangan, kelembagaan,  SDM, persyaratan camat, 
hu bungan antar lembaga, pembinaan dan pengawasan. Demikian 
ju ga penegasan kedudukan kecamatan bahwa disamping perangkat 
daerah kabupaten/kota, kecamatan juga sebagai wilayah pelaksana
an otonomi khusus Aceh; 

Dari masalahmasalah tersebut di atas tampak bahwa penyeleng
garaan pemerintah kecamatan di Aceh perlu segera diberdayakan 
kem bali  kedudukan dan perannya  terutama dalam  menjalankan 
tu gas kekhususan Aceh yang bersifat asimetris. Oleh sebab itulah, 
Pu sat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga 
Ad ministrasi Negara (PKP2A IV LAN) di Aceh melakukan kajian 
dengan judul “Kedudukan dan Peran Kecamatan dalam Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.”

Kajian ini adalah penelitian terapan yaitu  penelitian yang diarah
kan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk me

2  Lihat Lala M. Kolopaking dalam Tulisannya “Kecamatan Di antara Desa Dinas 
dan Desa Adat di Kabupaten Bangli dan Karangasem Provinsi Bali. dalam buku 
“Kecamatan untuk kesejahteraan Rakyat” 2008 hal 101.
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mecahkan masalah. Jadi melalui penelitian terapan ini diharapkan 
dapat mengungkapkan gejala sosial dalam kecamatan yang dipan
dang perlu diperbaiki karena memiliki berbagai kelemahan baik dari 
sisi kedudukan kelembagaannya maupun tugas pokok dan fungsi 
ca mat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dalam Pro
vinsi Aceh dimana lokasi terpilih untuk pengambilan data lapang
an adalah  3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Aceh Timur, 
Ka bupaten Aceh Selatan dan Kota Banda Aceh. Pemilihan ketiga lo
kasi tersebut didasarkan pada pertimbangan: representasi letak geo
grafis, perbedaan kultur dan heterogenitas masyarakat sehingga ada 
persamaan persepsi tentang sistem pelaksanaan pemerintahan di 
tingkat kecamatan. Kabupaten Aceh Timur mewakili wilayah Aceh 
ba gian timur, Aceh Selatan mewakili Aceh bagian selatan sedangkan 
Kota Banda Aceh sebagai ibukota Pemerintahan Aceh yang memi
liki karakteristik beragam dalam pelaksanaan di tingkat kecamatan.  

TEMUAN LAPANGAN
a. Pemerintah kabupaten/kota  terkesan membiarkan kecamatan 

berjalan apa adanya, tanpa ada upaya sungguhsungguh untuk 
mem berdayakan fungsi kecamatan;

b. Belum ditetapkan regulasi sebagai implementasi UUPA pada 
tingkat kabupaten/kota,  sehingga camat raguragu dalam ber
tindak;

c. Belum adanya petunjuk teknis sebagai pedoman khusus penye
lenggaraan pemerintah kecamatan di Aceh;

d. Manajemen Pemerintahan di kecamatan belum tertata dengan 
baik, sehingga pelayanan masyarakat pada tingkat kecamatan 
be lum optimal;

e. Alokasi Dana  untuk kecamatan dari kabupaten/kota belum me
rata, bahkan masih ada  kabupaten/kota yang belum mengaloka
sikan dana untuk kecamatan; Dukungan dana APBK sangat mi
nim, dimana selama ini sebagian kecamatan hanya menerima 
da na operasional rutin, sementara persoalan di masyarakat sa
ngat kompleks dan spesifik dihadapi oleh camat yang sangat 
jauh berbeda dengan persoalan SKPD lainnya.

f. Belum ada alokasi Dana dari APBA sebagai konsekuensi pelak
sa  naan dan koordinasi program Pemerintah Aceh di kecamatan ;

g. Belum seluruhnya Bupati/walikota melimpahkan sebagian we
wenang kepada camat, kalaupun ada pelimpahan sebagian we
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wenang bupati/walikota kepada camat dilapangan tidak dapat 
di operasionalkan karena tidak disertai juklak dan juknis yang 
je las demikian juga dukungan sarana, prasaran dan SDM yang 
ku rang memadai.

h. Struktur organisasi kecamatan belum berjalan optimal karena 
ku  rangnya dukungan pendanaan operasional kegiatan/dana 
pem  bangunan.

i. Penempatan pegawai di kecamatan kurang mempertimbangkan 
profesionalisme PNS, bahkan terkesan kecamatan sebagai tem
pat penampungan PNS bermasalah atau “buangan”.

j. Peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan sangat minim, 
ter utama kesempatan mengikuti diklatdiklat teknis hampir ti
dak ada

k. Masih ditemukan adanya camat yang berlatar belakang non ilmu  
pemerintahan dan belum pernah mendapatkan diklat kepeme
rintahan untuk mendukung tugastugas camat dilapangan.

l. Belum ada format yang baku mengenai pembinaan dan penga
wasan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang  dilak
sanakan oleh bupati/walikota sehingga dilapangan  pembinaan 
dan pengawasan  belum berjalan effektif.

m. Belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas hubungan 
kewenangan antara kecamatan dengan lembaga teknis daerah, 
lembaga teknis otonomi khusus (MAA, MPU, MPD, Baital Mal), 
Mus pika, Mukim dan  Gampong. Dampak dari itu  tidak dapat 
di hindari terjadi tumpang tindih kewenangan.

PELUANG MENATA KEMBALI KECAMATAN DI ACEH
Didalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Peme

rintahan Aceh pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “ Pemerintah 
Aceh dan kabupaten/ kota berwenang mengatur dan mengurus  
urus  an pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan  pe
merintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah”. Dengan demi
kian peluang untuk menata kembali lembaga kecamatan  sesuai de
ngan kekhususan  Aceh sesungguhnya dapat dilakukan oleh Peme
rintah Aceh.  Dalam penataan kelembagaan kccamatan di Aceh, Tim 
ber pendapat ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan yaitu: 

a. Pelimpahan kewenangan 
Pelimpahan kewenangan ini sesuai dengan amanat pasal 112 

UU PA yang menyatakan bahwa camat dalam melaksanakan tugas



xixi

Executive Summary

nya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati/waliko
ta untuk menangani urusan pemerintah kabupaten/kota. Dalam 
prak teknya selama ini ketika pelimpahan sebagian kewenangan 
akan diberikan kepada camat maka timbul permasalahan yaitu pe
ngambilan atau pengurangan sebagian kewenangan SKPD. Inilah 
yang menyebabkan mengapa peraturan bupati/walikota yang me
nyerahkan sebagian kewenangan kepada camat tidak berjalan dila
pangan. 

Tim melihat bahwa selama ini pelimpahan wewenang peme
rintah kabupaten/kota kepada kecamatan sekedar formalitas untuk 
menjalankan isi undangundang apakah UU 32 maupun UU 11 2006. 
Pelimpahan wewenang terkesan tidak pernah dikaji secara men
dalam dengan melibatkan segala unsur terkait, termasuk para ca
mat.  Dengan demikian upaya pelimpahan kewenangan bupati/wa
likota kepada camat melalui peraturan bupati/walikota tidak akan 
effektif sebelum ada kejelasan pola penyerahan kewenangan yang 
meliputi rinciaan kewenangan yang akan didelegasikan, termasuk 
dukungan sarana, prasarana, SDM dan pendanaan. 

Untuk menghasilkan suatu peraturan bupati/walikota terkait  
dengan pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat yang kom
prehensif dan menjamin effektivitasnya, dapat diadopsi model yang 
ditawarkan oleh Prof. Sadu Wisistiono. Kalau kita lihat Alur Pikir 
Delegasi Kewenangan yang ditawarkan Prof Sadu sangat logis, di
awali dengan membuat konsep rincian kewenangan apa saja yang 
akan didelegasikan. Konsep tersebut kemudian dibahas dengan 
melibatkan semua unsur terkait diantaranya dinas teknis dan ca
mat. Dalam pembahasan tersebut dibuat kesepakatan mana bidang 
yang dilimpahkan, yang tidak dilimpahkan, yang belum disepakati 
pelimpahannya dengan mempertimbangkan effektifitasnya dan eks
ternalitasnya. Dari hasil pembahasan tersebut akan melahirkan titik 
temu  yang melahirkan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota. Se
lanjutanya ranganan Peraturan Bupati/Walikota ini diproses diting
kat sekteratiat daerah untuk menjadi Peraturan Bupati/Walikota.  

Mekanisme pelimpahan kewenangan seperti yang dibahas di  
atas, baru akan effektif dan menjadi acuan yang seragam pada se
mu a  pemerintah kabupaten/kota apabila didukung oleh Peraturan 
Pe merintah (PP). Untuk Aceh  tanpa harus menunggu PP  sudah bi
sa  dilaksanakan  sesuai dengan kewenangan Provinsi yang diatur 
dalam UU PA Pasal 14 terkait dengan  menjaga keserasian hubung
an an tar pemerintah di Aceh, maka Gubernur dapat mengeluarkan 
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Konsep Rincian 
Kewenangan Yang 

Akan Didelegasikan 

Dinas Teknis 

Didiskusikan 

Camat 

Titik Temu 

Peraturan 
Bupati 

Rancangan 
Peraturan 

Bupati 

 

Peraturan Gubernur (Pergub). Sehingga dengan Peraturan Guber
nur ter sebut akan ada keseragaman yang mencerminkan keserasian 
antar pemerintah di Aceh dalam hal mekanisme pelimpahan seba
gian kewenangan bupati/walikota kepada camat. Perlu ditekankan 
bahwa substansi pelimpahan tetap menjadi kewenangan masing
masing  kabupaten/kota sesuai dengan tipologi kecamatan dan per
timbangan kekhususan lainnya yang hanya difahami secara men
dasar oleh masingmasing daerah.  

ALUR PIKIR DELEGASI KEWENANGAN

b. Pendanaan 
Penyelenggaraan urusan pemerintah di Aceh dan kabupaten/

ko ta menurut UUPA pasal 178 ayat 1 diikuti dengan pemberian 
sum ber pendanaan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabu
paten/kota. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan Penyelenggaraan 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Aceh dan kabupa
ten/kota dalam rangka  pelaksanaan desentralisasi didanai dari dan 
atas beban APBA dan APBK.  Sesuai dengan kekhususannya maka 
Aceh mendapatkan tambahan dana yang bersumber dari Tambahan 
Dana Bagi Hasil Migas (TDBH Migas) dan Dana Otonomi Khusus, 
tentang hal ini diatur dalam UU PA pada pasal 179 sampai pasal 185. 
Dan dalam Qanun Aceh  Nomor   2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi 
Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus,  pada konsideran Menim
bang butir (d) bahwa pengalokasian tambahan dana bagi hasil mi
nyak dan Gas Bumi dan penggunaan dana otonomi khusus untuk 
me wujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan ke
seimbangan pembangunan antara Kabupaten/Kota dalam wilayah 
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Aceh;  Pada Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tersebut mengenai penggu
naan Dana Otsus di tambah yakni dapat juga digunakan untuk mem
biayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan ke is ti me
waan Aceh. Sesuai Pasal 10 ayat 1: “Selain ditujukan untuk mem
biayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dana Otonomi Khusus dapat juga dialokasikan untuk 
membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keis
timewaan  Aceh”. 

Dari gambaran diatas jelas bahwa Aceh memiliki kekhususan 
dalam hal pendanaan, dengan demikian sangat tepat kalau persoalan  
pendanaan  kecamatan di kabupaten/kota di Aceh tidak simetris se
bagaimana pendanaan pada kecamatan lain di Indonesia yang ha
nya bersumber dari APBD kabupaten/kota. Maka untuk Aceh perlu  
dibuat aturan dan mekanisme pendanaan untuk kecamatan yang 
bersumber dari APBA, hal ini sejalan dengan semangat adanya dana 
TDBH Migas dan Otsus adalah untuk mewujudkan kesejahteraan 
ma syarakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan 
an tara Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh;

SARAN DAN REKOMENDASI
Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat yang ada di ka

bupaten/kota yang berbasis dalam suatu kewilayahan, dimana pada 
saat ini kecamatan belum berfungsi secara optimal dalam menjalan
kan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan  
publik.

Mengingat pentingnya peran kecamatan dalam pemberian pe
layanan kepada masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu kon
sep kelembagaan kecamatan yang ideal menyangkut pengorganisa
sian, kewenangan, penyelenggaraan tugastugas pemerintahan, ser  ta 
tata hubungan kerja yang jelas dan tepat. Sebagai upaya untuk  mem
formulasikan kembali struktur kecamatan sesuai dengan kekhusu
san Aceh maka beberapa saran dan rekomendasi  kepada Pemerin
tah Aceh sebagai berikut:

Saran:
1. Perlu penegasan tentang kedudukan kecamatan disamping pe

rangkat daerah kabupatern/kota, kecamatan juga sebagai wila
yah pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh; 

2. Perlu penegasan  kewenangan kecamatan yang bersifat asimetris  
dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus sebagai implemen
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tasi UUPA
3. Perlu pengaturan hubungan kewenangan antara kecamatan de

ngan lembaga teknis otonomi khusus (MAA, MPU, MPD, Baitul 
Mal), Muspika, Mukim dan  Gampong perlu diperjelas agar ti
dak  terjadi tumpang tindih kewenangan, hubungan camat de
ngan Pemerintah Aceh juga perlu di atur agar  pelaksanaan pro
gram Pemerintah Aceh di kecamatan berjalan baik dan lebih 
efek tif; 

4. Untuk mengoptimalkan fungsi kecamatan sebagai ujung tombak 
pelayan publik agar Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupa
ten/Kota  menyusun pendanaan untuk   kepentingan kecamat an 
yang didukung melalui APBA dan APBK. 

5. Agar manajemen pemerintah kecamatan dapat  berjalan sebagai
mana yang  diharapkan, Pemerintah Aceh/Kab/Kota agar me
nyusun format perencanaan, pengawasan, pembinaan maupun 
pendanaan untuk  kepentingan kecamatan yang didukung me
lalui APBA dan APBK. 

6. Perlunya persyaratan camat  disamping memahami pengetahu
an teknis pemerintahan juga budaya dan adat istiadat Aceh;

Rekomendasi:
1. Perlu dibuat Peraturan Gubernur tentang mekanisme pelimpah

an sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat,  sesuai 
dengan kewenangan Provinsi yang diatur dalam UU PA Pasal 
14 terkait dengan  menjaga keserasian hubungan antar pemerin
tah di Aceh. Sehingga dengan Peraturan Gubernur tersebut akan 
ada keseragaman yang mencerminkan keserasian antar peme
rintah di Aceh dalam hal mekanisme pelimpahan sebagian ke
wenangan bupati/walikota kepada camat. Perlu ditekankan 
bah wa substansi pelimpahan tetap menjadi kewenangan ma
singmasing kabupaten/kota sesuai dengan tipologi kecamatan 
dan pertimbangan kekhususan lainnya yang hanya difahami se
cara mendasar oleh masingmasing daerah.  

2. Perlu dibuat Qanun atau setidaknya Peraturan Gubernur ten
tang pendanaan kepada kecamatan yang bersumber dari APBA, 
ka rena Aceh memiliki kekhususan dari sumber dana yang tidak 
ada pada provinsi lain kecuali Papua. Dengan demikian sangat  
tepat kalau persoalan pendanaan  kecamatan di kabupaten/kota 
di Aceh tidak simetris sebagaimana pendanaan pada kecamatan 
lain di Indonesia yang hanya bersumber dari APBD kabupaten/
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kota.  Hal ini sejalan dengan semangat adanya dana TDBH Mi
gas dan Otsus adalah   untuk mewujudkan kesejahteraan masya
rakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan an
tara kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;

3. Perlu dibuat Qanun Aceh yang mengatur tentang grand design  pe
nataan kembali lembaga kecamatan di Aceh, hal ini untuk  mem
perjelas kembali mengenai kedudukan, kewenangan, kelemba
gaan kecamatan yang sesuai dengan semangat UndangUndang 
No mor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan Aceh.
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1.1 Latar Belakang

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan ma
syarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewena
ngan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pe merintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
pe raturan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara 
Ke satuan Republik Indonesia.berdasarkan UndangUndang Dasar 
Ne gara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang 
Gu bernur.3 

 Aceh selain bersifat khusus, Aceh juga daerah yang bersifat isti
mewa. Keistimewaan Aceh diatur dengan UndangUndang Nomor 
44  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi 
Dae rah Istimewa Aceh. Sedangkan kekhususan Aceh ditandai de
ngan pemberian otonomi khusus bagi Aceh yang dimulai dari Un
dangUndang Nomor  18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Da
russalam, dan selanjutnya dicabut dan digantikan dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). 

Dengan adanya UUPA maka pada prinsipnya mengatur kewe
nangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Aceh yang berbeda  
dari kewenangan pemerintah daerah lainnya sebagaimana diatur da
lam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah. Oleh karena itu kedudukan UUPA bersifat lex specialis terha
dap UU Pemerintahan Daerah. Dengan demikian walaupun Provinsi 
Aceh mempunyai kedudukan setingkat dengan pemerintahan pada 
Provinsi lainnya di Indonesia, namun memiliki keistimewaan dan 
ke khususan tersendiri. Keistimewaan dan kekhususan tersebut me
nyangkut kewenangan Pemerintahan Aceh dalam mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyara
kat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB I
PENDAHULUAN

3 Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.



22

Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan

Dalam UUPA disebutkan bahwa Pemerintahan Aceh dan kabu
paten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah
an dalam semua sektor publik kecuali yang menjadi kewenangan pe
merintahan pusat yaitu urusan pemerintahan yang bersifat nasional, 
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fis
kal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.  

Lahirnya UUPA ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Me
mo randum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh 
Mer deka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 
di Helsinki, Finlandia.  Nota Kesepahaman ini merupakan suatu 
ben tuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, 
eko nomi serta politik di Aceh secara berkelanjutan. 

Pengaturan di dalam UUPA, salah satunya mencakup unsur pe
nyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Pemerintah Aceh  
dalam hal ini Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DP
RA).4 Dimana keduanya memegang peran penting dalam terseleng
garanya pemerintahan daerah yang baik di Aceh. Oleh karena itu, di
perlukan dukungan dari aspek kelembagaan lainnya, atau dalam hal  
ini perlu adanya organisasi perangkat daerah yang mampu mendu
kung penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.

Pasal 100 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa perangkat daerah 
Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas 
Aceh, Lembaga Teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh. Se
dangkan Pasal 100 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa perangkat 
daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah kabupaten/
ko ta,  sekretariat DPRK, dinas kabupaten/kota, lembaga teknis kabu
paten/kota, dan kecamatan yang diatur dengan qanun kabupaten/
ko ta. 

Qanun yang mengatur tentang perangkat daerah Aceh adalah 
Qa nun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan 
Tat a Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Pro
vinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan Qanun yang menga
tur tentang perangkat daerah kabupaten/kota diatur secara terpisah 
oleh masingmasing pemerintahan kabupaten/kota.  

Latar belakang lahirnya pedoman yang mengatur organisasi pe
rangkat daerah beranjak dari pemikiran bahwa keberhasilan suatu 
dae rah dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan 
oleh  kemampuan organisasi perangkat daerahnya dalam mengem

4 Lihat Pasal 21 ayat (1) UUPA
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ban visi dan misi serta tujuan pemerintah daerah. Salah satu indika
tor keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah ter
se lenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, opti
mal dan tidak diskriminatif. Agar hal ini dapat terwujud maka pem
berian pelayanan perlu dilakukan oleh organisasi perangkat daerah 
yang kedudukannya sedekat mungkin dengan masyarakat, dalam 
hal ini adalah kecamatan. 

Kehadiran UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe
me rin tah Daerah, merupakan terobosan baru dalam penyelenggara
an hubungan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat  dan Peme
rintahan Daerah, karena undangundang 32 Tahun 2004 memiliki fi
losofi dan paradigma yang berbeda dengan undangundang sebel
umnya. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PokokPokok 
Pemerintahan Di Daerah menggunakan filosofi “keseragaman da lam 
kesatuan”, sedangkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 ten
tang Pemerintahan Daerah menggunakan filosofi “keanekara gaman 
dalam kesatuan”, demikian pula dengan Undangundang sebelum
nya yaitu UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemer
intahan Daerah. Perubahan filososfi tersebut menjadikan  daerah 
memi liki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus ke
pentingan masyarakat di daerah sesuai dengan aspirasi dan kepent
ingan masyarakat, termasuk dalam hal ini pengaturan kelemba gaan. 
Demikian juga pola otonomi yang digunakan berubah dari pola si
metris menjadi pola asimetris, hal ini tercermin dari adanya otonomi 
khusus bagi  Aceh dengan Undangundang No. 11 Tahun 2011 ten
tang Pemerintahan Aceh (UUPA), demikian juga dengan Papua se
suai Undangundang Nomor 21 Tahun 2001.  

Pergeseran paradigma tersebut juga berimbas pada kondisi pe
merintah kecamatan, yang meliputi perubahan kedudukan organi
sasi kecamatan itu sendiri, kewenangan camat serta hubungan kerja 
kecamatan. Kedudukan kecamatan telah mengalami proses “evolu
si”,  dari kedudukan sebagai perangkat wilayah yang  menyelengga
rakan azas dekonsentrasi  berubah kedudukannya sebagai perang
kat daerah yang melaksanakan azas desentralisasi.  Walaupun secara 
formal kedudukan kecamatan telah berubah dari kepala wilayah ad
ministratif kecamatan  menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. 
Namun perubahan kedudukan tersebut tidak serta berdampak pada 
membaiknya kinerja kecamatan dalam memberikan/mendekatkan 
pelayanan publik kepada masyarakat. 

Sebelum lahirnya UUPA, kecamatan di Aceh diatur dalam Qa
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nun Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan 
Ke wenangan  Pemerintahan Kecamatan Dalam Provinsi Nanggroe  
Aceh Darussalam. Qanun ini merupakan penjabaran dari Undang
Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Pro
vinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darus
salam. Melihat dinamika perkembangan pemerintahan di Aceh saat 
ini dengan pemberlakuan UUPA seyogyanya Qanun ini perlu ditin
jau kembali untuk dilakukan penyesuaiaan atau revisi dengan sema
ngat UUPA. Salah satu contoh perlunya Qanun tersebut direvisi 
ada lah mengenai kedudukan camat  pada Pasal 3 Qanun Nomor 3 
Ta hun 2003 menyebutkan bahwa camat adalah Kepala Pemerintahan 
Ke camatan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati atau kepada Walikota. Sementara berdasarkan UUPA  
pasal 1 huruf 18  disebutkan bahwa Kecamatan adalah suatu wilayah 
ker ja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, hal ini selaras 
de ngan UU 32 Tahun 2004. Akibat belum adanya  Qanun Aceh yang 
me ngatur  kecamatan sesuai dengan  UUPA menjadi salah satu se
bab tidak jelasnya penataan kecamatan di  kabupaten/kota karena 
ti dak memiliki kesamaan pemahaman. Hingga saat ini belum semua 
ka bupaten/kota di Aceh melimpahkan sebagian kewenangannya 
ke pada kecamatan, Tim baru mendapatkan data hanya sepuluh ka
bupaten/kota  yang melimpahkan sebagian wewenangnya ke keca
matan. 

Data tersebut mengindikasikan bahwa peran dan kedudukan 
ke ca matan di sebagian daerah di Provinsi Aceh belum memperoleh 
apre siasi yang wajar. Padahal kecamatan sebagai posisi sentral di 
Aceh yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membawahi 
mu kim dan gampong dapat dimanfaatkan kabupaten/kota untuk 
mem fasilitasi pelayanan kepada warganya. Apalagi daerah tertentu  
yang memiliki lingkungan geografis yang luas dan akses terhadap 
pu sat pemerintahan kabupaten sangat sulit, kecamatan dapat menja
di salah satu agen pelayanan publik dan intermediasi dalam hubu
ngan antara pemerintah kabupaten dengan warganya. Untuk Aceh 
saat ini  terdapat 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten  
dan 5 kota, 284 kecamatan,  755 mukim dan 6.450 gampong5.  

5 Lihat Makalah Husni Bahri TOB Peran dan Kedudukan Pemerintah Kecamatan 
Pasca UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974. Seminar  Revitalisasi Peran dan 
Kedudukan Pemerintah Kecamatan dalam Perspektif UndangUndang Pemerintah 
Aceh, Banda Aceh, 29 September 2011 
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Tabel 1.1
Daftar Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati/Walikota 

Kepada Camat

Kabupaten/Kota Regulasi Pelimpahan sebagian kewenangan

Lhokseumawe Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
  Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Camat  
  dalam Wilayah Kota Lhokseumawe
Langsa  Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan  
  sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat
Aceh Tamiang n Instruksi Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
      Penyiapan Prosedur Tetap (Protap) dalam Rangka Pelaksanaan 
      Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam 
      Kabupaten Aceh Tamiang.
	 	 n Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
      Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
Bireun  Peraturan Bupati Bireun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan  
  Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Camat dalam  
  Kabupaten Bireun
Pidie  Keputusan Bupati Pidie Nomor 385 Tahun 2010 tentang Pelimpahan  
  Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Pidie kepada Wakil Bupati Pidie  
  untuk dan Atas Nama Bupati Pidie menandatangani Qanun, Peraturan  
  Bupati dan Keputusan Bupati.
Aceh Tengah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 173 Tahun 2009 tentang 
  Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Aceh Tengah kepada Camat  
  dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
Aceh Selatan  Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 2009 tentang 
  Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan  
  kepada Camat di Wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
Pidie Jaya  Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelimpahan  
  sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Wilayah Kabupaten  
  Pidie Jaya.
Aceh Besar Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelimpahan  
  sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada Camat  
  di Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
Banda Aceh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2010 tentang 
  Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.

Sumber: Bagian Organisasi Setda Provinsi Aceh



66

Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan

Pasal 112 UUPA menyebutkan bahwa camat melaksanakan tu
gas umum pemerintahan dan dalam pelaksanaan tugasnya camat 
memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota. 
Dalam UUPA secara tegas disebutkan bahwa tugas kecamatan di bi
dang umum pemerintahan yang menjadi kewenangan atributifnya 
meliputi:

a. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat keca
matan,

b. Membina penyelenggaraan pemerintahan mukim, kelurahan 
dan gampong

c. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang ling
kup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemer
intahan mukim dan gampong,

d. Mengkoordinasikan:
1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat
2) Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3) Penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan,  
4) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
Sedangkan bentuk/jenis tugas dari kewenangan delegatif ti

dak dengan tegas disebutkan dalam dalam UUPA. Namun begitu 
mengingat kecamatan berada pada level kabupaten/kota, maka se
bagaimana penekanan penyelenggaraan otonomi daerah berada di 
tingkat kabupaten/kota maka bentuk dan jenis kewenangan dele
gatif yang dilimpahkan kepada kecamatan dapat berpedoman pada 
ketentuan nasional. 

Jenisjenis kewenangan delegatif tersebut meliputi aspek6:
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Di Provinsi Aceh, kecamatan dibagi atas beberapa mukim. Mu
kim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang 

6 Pasal 15 ayat 2 PP No 19 tahun 2009 tentang Kecamatan.
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ter diri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas 
wi layah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain 
dan berkedudukan langsung di bawah camat.7 

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pe
laksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pening
kat an pelaksanaan Syari’at Islam. Mukim berkedudukan sebagai 
unit  pemerintahan yang membawahi beberapa gampong.8 Gampong  
atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di 
ba wah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang ber
hak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ber 
basis kewilayahan, masih ada beberapa kecamatan yang belum  ber
fungsi secara optimal baik dalam hal penyelenggaraan pemerintah
an, penyelenggaraan pelayanan publik, tugas pembinaan maupun  
tugas koordinasi yang dilimpahkan kepadanya. Misalnya sejak di
ber lakukan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 
tahun 2010, kabupaten/kota di Aceh belum semuanya meres pon. Pa
da  hal PATEN seyogyanya mendorong terciptanya ke profesionalan 
tingkat kecamatan dalam memberikan pelayanan pu blik kepada ma
syarakat. Seharusnyalah potensi yang tersedia di kecamatan dapat 
di berdayakan untuk menjadi salah satu pilihan bagi kabupaten/ko
ta untuk memperbaiki kinerja pelayanan dan peme rintahannya.  

Penataan kelembagaan kecamatan belum sesuai dengan potensi 
wilayah dan keistimewaan Aceh. Pada struktur organisasi pemerin
tah kecamatan, jabatan kepala seksi yang khusus menangani keisti
mewaan Aceh belum semua terisi.  Dari segi keuangan, sember pen
danaan kecamatan berasal dari APBK, namun sebagai institusi yang 
menjalankan tugas asimetris (keistimewaan dan kekhususan) seyog
yanya  kecamatan dapat juga dibiayai oleh APBA, hanya peraturan 
ten tang itu belum ada. 

Berbagai hal dan masalah yang terungkap dalam bahasan diatas  
menjadi landasan  bagi  Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatih
an Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara (PKP2A IV LAN) di 
Aceh untuk melakukan kajian dengan judul “Kedudukan dan Peran 

7 Lihat Pasal 1 angka 19 UUPA
8 Lihat Pasal 267 ayat (1) dan (2) UUPA Kelurahan di Aceh dihapus secara ber

tahap menjadi gampong atau nama lain dalam kabupaten/kota. Penghapusan ke
lurahan dan pengalihan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen 
kepegawaian dilakukan paling lambat dua tahun sejak UUPA diundangkan.
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Ke camatan dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pe merintahan Aceh.”

1.2 Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah kedudukan dan peran pemerintah kecamatan 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sehubungan de
ngan berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 ten
tang Pemerintahan Aceh?

2. Bagaimana manajemen penyelenggaraan pelayanan publik 
di kecamatan?

3. Bagaimana pola hubungan kerja antara kecamatan dengan 
ins tansi pemerintah daerah lainnya?

4. Apakah kendala yang dihadapi kecamatan dalam menjalankan  
tugas pokok dan fungsinya dalam hal pelayanan publik kepa
da masyarakat?

1.3 Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dan sasar an 

yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah:
1. Mengkaji kedudukan dan peran pemerintah kecamatan da

lam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sehubungan de
ngan berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 ten
tang Pemerintahan Aceh.

2. Mengetahui manajemen penyelenggaraan pelayanan publik 
di kecamatan.

3. Merumuskan pola hubungan kerja antara kecamatan dengan 
instansi pemerintah daerah lainnya.

4. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi kecamatan dalam 
men jalankan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pelayanan  
publik kepada masyarakat.

1.4 Hasil yang Diharapkan
1. Terpetakannya kondisi ideal penyelenggaraan kecamatan di 

Aceh sesuai dengan kekhususan Aceh.
2. Terciptanya sinkronisasi pola hubungan antara kelembagaan, 

sumber daya aparatur dan manajemen yang baik di tingkat 
ke camatan.

3. Adanya rekomendasi kepada Pemerintah Aceh untuk pe
nataan Kedudukan dan Peran Kecamatan sesuai semangat 
UUPA.  
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2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, kajian ini merupakan penelitian terap
an. Penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk 
men dapatkan informasi yang dapat digunakan untuk meme

cahkan masalah.9 Jadi melalui penelitian terapan ini diharapkan da
pat mengungkapkan gejala sosial dalam kecamatan yang dipandang 
per lu diperbaiki karena memiliki berbagai kelemahan baik dari sisi 
ke dudukan kelembagaannya maupun tugas pokok dan fungsi ca
mat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan 
pen dekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif menggam
barkan dan mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti berdasar
kan bahan dan masukan yang ada. Sedangkan pendekatan kualitatif, 
menggambarkan fenomena di lapangan secara terperinci dan lebih 
peka dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengaruh data atau 
nilainilai yang akan dihadapi.10 Melalui pendekatan ini, akan men
deskripsikan secara jelas kedudukan dan peran kecamatan sehu
bungan dengan berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya juga akan mendeskripsi
kan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, 
pola hubungan kerja antara pemerintah kecamatan dengan instansi 
pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya serta dengan pemerin
tahan mukim dan gampong. Selain itu, penelitian ini juga akan me
ngidentifikasi dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi kecamat
an dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pela
yanan publik kepada masyarakat.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

9 Lihat Humam Santoso Utomo, Materi Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Sosial 
(Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

10 Lihat Hasil Kajian Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Penataan Jabatan Politik 
dan Karir Dalam Birokrasi (Jakarta : LAN, 2011) hal, 34. 
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2.2 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam Provinsi Aceh dimana lokasi ter

pilih untuk pengambilan data lapangan adalah  3 (tiga) kabupaten/
kota, yaitu: Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Selatan dan 
Ko ta Banda Aceh. Pemilihan ketiga lokasi tersebut didasarkan pada 
pertimbangan: representasi letak geografis, perbedaan kultur dan 
he terogenitas masyarakat sehingga ada persamaan persepsi tentang 
sistem pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan. Kabupaten  
Aceh Timur mewakili wilayah Aceh bagian timur, Aceh Selatan me
wakili Aceh bagian selatan sedangkan Kota Banda Aceh sebagai ibu
kota Pemerintahan Aceh yang memiliki karakteristik beragam da
lam pelaksanaan di tingkat kecamatan. Penelitian dilakukan terha
dap beberapa kecamatan yang terdapat dalam kabupaten/kota. 

Kabupaten Aceh Timur terdiri dari dua puluh empat kecamatan 
yaitu:

1. Kecamatan Serba Jadi
2. Kecamatan Simpang Jernih
3. Kecamatan Peunaron
4. Kecamatan Birem  Bayeun
5. Kecamatan Rantau Selamat
6. Kecamatan Sungai Raya
7. Kecamatan Peureulak
8. Kecamatan Peureulak Timur
9. Kecamatan Peureulak Barat
10. Kecamatan Rantau Peureulak
11. Kecamatan Idi Rayeuk
12. Kecamatan Peudawa
13. Kecamatan Banda Alam
14. Kecamatan Idi Tunong
15. Kecamatan Darul Ihsan
16. Kecamatan Idi Timur
17. Kecamatan Darul Aman
18. Kecamatan Nurussalam
19. Kecamatan Darul Falah
20. Kecamatan Julok
21. Kecamatan Indra Makmur
22. Kecamatan Bidari
23. Kecamatan Simpang Ulim
24. Kecamatan Madat
Berdasarkan teknik purposive random sampling, dengan indikator 
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letak geografis berdasarkan jarak jauh dekat dari pusat ibukota Ka
bupaten Aceh Timur, maka penelitian ini dipusatkan di Kecamatan: 
Idi Rayeuk, Ranto Peureulak dan Madat

Kabupaten Aceh Selatan  terdiri enam belas kecamatan yaitu 
1. Kecamatan Trumon 
2. Kecamatan Trumon Timur
3. Kecamatan Bakongan
4. Kecamatan Bakongan Timur
5. Kecamatan Kluet Selatan
6. Kecamatan Kluet Timur
7. Kecamatan Kluet Utara
8. Kecamatan Pasie Raja
9. Kecamatan Kluet Tengah
10. Kecamatan Tapaktuan
11. Kecamatan Samadua
12. Kecamatan Sawang
13. Kecamatan Meukek
14. Kecamatan Labuhan Haji
15. Kecamatan Labuhan Haji Timur
16. Kecamatan Labuhan Haji Barat
Berdasarkan teknik purposive random sampling, dengan indikator 

le tak geografis berdasarkan jarak jauh dekat dari pusat ibukota Ka
bupaten Aceh Selatan, maka penelitian ini dipusatkan di Kecamatan: 
Ta paktuan, Meukek dan Trumon Timur. 

Sedangkan Kota Banda Aceh terdiri dari sembilan kecamatan:
1. Kecamatan Baiturrahman
2. Kecamatan Kuta Alam
3. Kecamatan Meuraxa
4. Kecamatan Syiah Kuala
5. Kecamatan Lueng Bata
6. Kecamatan Kutaraja
7. Kecamatan Banda Raya
8. Kecamatan Jaya Baru
9. Kecamatan Ulee Kareng
Berdasarkan teknik purposive random sampling, dengan indikator  

letak geografis berdasarkan jarak jauh dekat dari pusat ibukota Kota 
Ban da Aceh, maka penelitian ini dipusatkan di Kecamatan: Kuta 
Alam, Ulee Kareng dan Kutaraja.

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah lima 
bulan  dimulai pada Juni 2011 sampai Desember 2011. 
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2.3 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data: 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer.
 Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh me

lalui kegiatan penelitian langsung di lapangan untuk mencari da
tadata yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteli
ti. Teknik ini dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth 
in terview), yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung 
ke pada sejumlah pihak terkait yang didasarkan pada percakapan 
secara intensif dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan. Metode wawancara ditujukan untuk respon
den penelitian yang telah ditetapkan.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.
a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan datadata yang dipe

roleh dengan mempelajari sejumlah literatur (buku, hasil pe
ne litian dan karya ilmiah lainnya) yang berhubungan dengan 
ma salah yang diteliti. 

b. Penelaahan terhadap dokumen tertulis. Data yang diperoleh 
me lalui metode ini berupa peraturan perundangundangan  
yang relevan dengan objek penelitian, data statistik, dan ca
tatancatatan organisasi atau program, memorandum dan ko
respondensi.

2.4 Sumber Data dan Informasi 
Sumber data primer diperoleh  melalui wawancara, observasi 

dan diskusi terhadap responden dan informan yang dipilih dengan 
mempertimbangkan kriteriakriteria tertentu yang telah dibuat agar 
men dapatkan data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan 
pe nelitian. 

Penentuan responden ini menggunakan metode purposive sam
pling. Metode purposive sampling  memberikan kebebasan kepada pe
neliti dari keterikatan proses formal dalam mengambil sampel, ar
tinya peneliti dapat menentukan berapa saja jumlah sampel yang di
bu tuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.11 Informan dalam peneli
tian ini ditampilkan pada Tabel 2.1. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari sejumlah literatur (bu
ku, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya) yang berhubungan de

11 Lihat http://www.fica.org/persecution/bp/B/Bab134.html
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ngan masalah yang diteliti serta peraturan perundangundangan 
yang relevan dengan objek penelitian, data statistik, dan catatan
cata t an organisasi atau program, memorandum dan korespondensi.

Tabel 2.1
Informan Penelitian

Kabupaten Aceh Timur  
1. Asisten I Bidang Pemerintahan 
2. Kabag Pemerintahan 
3. Camat Idi Rayeuk 
4. Camat Rantau Peureulak 
5. Camat Madat
6. Sekcam Idi Rayeuk 

Kabupaten Aceh Selatan
1. Asisten III Bidang Administrasi 
2. Kabag Pemerintahan
3. Kasubbag Pemerintahan Mukim dan Gampong
4. Camat Tapaktuan
5. Camat Meukek
6. Camat Trumon Timur

Kota Banda Aceh
1. Asisten III Bidang Administrasi
2. Kabag Pemerintahan
3. Camat Kuta Alam
4. Camat Ulee Kareng
5. Camat Kutaraja

2.5 Analisis Data
Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang 

bermakna sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Terdapat tiga 
jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan 
panarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data 
adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, menga
rahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data se
hingga mudah dipahami. Penyajian data adalah kegiatan ketika se
kumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan 
adanya penarikan kesimpulandan pengambilan tindakan. Sedan
gkan upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus 
menerus selama melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mendeskrip
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sikan secara sistematis dan argumentatif berbagai hal penting men
genai kedudukan dan peran kecamatan sehubungan dengan berkedudukan dan peran kecamatan sehubungan dengan ber
lakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerinUndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerin
tahan Aceh. Selanjutnya juga menganalisis manajemen penyeleng manajemen penyelengmanajemen penyeleng
garaan pelayanan publik di kecamatan, pola hubungan kerja antara 
pemerintah kecamatan dengan instansi pemerintah daerah kabupat
en/kota lainnya serta dengan pemerintahan mukim dan gampong. 
Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dan menganalisis ken kenken
dala yang dihadapi kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat.
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3.1 Otonomi Khusus Di Aceh

Otonomi daerah merupakan bagian dari perjalanan pemberian  
kewenangan yang dilaksanakan secara mandiri oleh daerah.  
Peluang pembangunan di daerah semakin luas dan besar. 

Pe luang tersebut dapat mewujudkan pemerintahan ke arah good go
ver nance. Sesuai dengan pendapat Kaho: “Prinsip otonomi yang luas,  
nyata dan bertanggung jawab adalah otonomi daerah itu harus  meru
pakan otonomi yang bertanggung jawab, dalam arti bahwa pemberi
an otonomi itu harus benarbenar sejalan dengan tujuannya, yaitu 
me lancarkan pembangunan yang tersebar di pelosok negara dan se
rasi atau tidak bertentangan dengan peraturanperaturan, pembina
an politik dan kesatuan bangsa serta menjadi hubungan yang serasi 
an tara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuh
an negara kesatuan.”12

Secara teoritis pelaksanaan otonomi daerah berlatar belakang 
da ri adanya tujuan politis dan tujuan administratif yang ingin dica
pai oleh pemerintah suatu negara. Maddick menyatakan bahwa se
cara rasional tujuan politisnya ialah adanya kebutuhan untuk men
ciptakan civic consciousness and political maturity melalui pemerintah 
dae rah. Lebih lanjut Maddick berargumen bahwa “The spread of poli
ti cal maturity can be affected through popular participation and a responsi
ve government that can convert local needs into policies and be accountable 
to the people”.13

Argumen senada juga dinyatakan oleh Loughlin. Ia me ngatakan 
bahwa sistem pemerintahan daerah perlu untuk mengakomodasikan  
pluralisme dalam suatu negara modern yang demokratis.14 Sedang

BAB III
PEMERINTAH KECAMATAN DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH

12 Kaho, Josefriwu. 1988. Prospek Otonomi di Negara Indonesia. Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada.

13 Riyadmadji, Dodi. 2007. “Mengapa Otonomi Khusus?”, artikel dalam http://
www.ditjenotda.go.id

14 Ibid
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kan Smith (1985) berargumen bahwa keberadaan pemerintah dae
rah perlu untuk mencegah munculnya kecenderungan sentrifugal 
ka rena perbedaan etnis, agama dan unsurunsur primordial lainnya 
da lam daerahdaerah yang berbeda. 

Sementara itu dari tujuan administratif alasan rasional memben
tuk pemerintahan daerah adalah untuk mencapai efisiensi ekonomis 
melalui desentralisasi perencanaan, pengambilan keputusan, penga
daan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kegiatankegiatan 
pem bangunan. Dari sini lahir suatu kebutuhan untuk membentuk 
unitunit pemerintahan di tingkat lokal (sub national governments) baik 
atas prinsip desentralisasi maupun atas dasar prinsip dekonsentra si. 
Kedua jenis pilihan tersebut akan mempunyai implikasi yang sangat 
berbeda dan menurut Rondinelli (1984), adanya kecenderungan dari 
pe merintah negaranegara di dunia untuk mengkombinasikan pilih
anpilihan tersebut walaupun dengan memberikan titik berat pada 
sa lah satu prinsip (desentralisasi atau dekonsentrasi).

Seiring dengan dinamika politik yang berkembang, Pasal 18B 
ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 (yang merupakan salah satu 
ba gian dari amandemen kedua UUD 1945) mengatur bahwa negara  
mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah 
yang  bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undangun
dang. Dari uraian tersebut maka otonomi khusus di Indonesia sejalan 
dengan prinsip universal yakni dilaksanakan dengan pertimbang an 
politik, secara yuridis konstitusional di Indonesia diberlakukan di 
Aceh dan Papua. Papua diberikan otonomi khusus melalui Undang
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua 
dan Provinsi Aceh melalui UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 
ten tang Pemerintahan Aceh. 

UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khu
sus Bagi Papua, menjelaskan halhal mengenai: 15

1. Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan 
Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan terse
but di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;

2. Kedua, pengakuan dan penghormatan hakhak dasar orang as
li Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan menda
sar; dan 

3. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik yang berciri:

15 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus
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a. partisipasi rakyat sebesarbesarnya dalam perencanaan, pe
lak sanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan peme
rintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikut
sertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;

b. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesarbesar
nya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Pa
pua  pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada 
umumnya dengan berpegang teguh pada prinsipprinsip  
pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, ber
ke a dilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan

c. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemba
ngunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada 
ma syarakat.

4. Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab 
yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudi
katif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural 
pen duduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh, berisi halhal mendasar tentang kekhususan Aceh antara lain:16 

1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi da
lam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menye
lenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pe
merintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing.

2. Tatanan otonomi seluasluasnya yang diterapkan di Aceh ber
dasarkan UU Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem da
lam sistem pemerintahan secara nasional.

3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/kota yang 
banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupa
kan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitu
sional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

4. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercer
min melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sum
ber pendanaan yang ada.

5. Implementasi formal penegakan syari’at Islam dengan asas 
per sonalitas keIslaman terhadap setiap orang yang berada di  

16 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus
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Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan 
status dalam wilayah sesuai dengan batasbatas daerah Pro vin
si Aceh.

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Aceh merupakan satu
an  pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Diberi
kannya otonomi khusus kepada Aceh karena kekhasan karakter 
yang dimiliki masyarakat Aceh, selain itu juga sebagai wujud peng
hargaan negara terhadap dedikasi dan perjuangan yang sangat luar 
bia sa dari Aceh selama perang kemerdekaan dan hingga kini Aceh 
te tap sebagai salah satu daerah penyumbang minyak bumi dan gas 
alam yang cukup besar kepada Republik Indonesia. Berdasarkan  
pada pertimbangan itulah maka Aceh diberikan otonomi khusus. 
Terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masya
rakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi itu 
bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syariat Islam 
yang kuat sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan 
dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesat
uan Republik Indonesia. Pandangan Hidup yang berlandaskan Sya
ri at Islam itulah yang kemudian dijadikan dan diberlakukan sebagai 
ta tanan hidup dalam bermasyarakat saat ini. 

Otonomi khusus Pemerintahan Aceh pada awalnya diatur dalam 
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khu
sus Ba gi Daerah Istimewa Aceh Dalam pelaksanaannya, undang
undang  tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung as
pirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik. 
Hal demikian mendorong lahirnya UndangUndang Nomor 11 Ta
hun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. dengan prinsip otonomi se
luasluasnya. 

Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh 
pa da akhir Desember 2004, telah menumbuhkan solidaritas seluruh 
potensi bangsa untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah 
Aceh. Begitu pula telah tumbuh kesadaran yang kuat dari Pemerin
tah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menyelesaikan kon
flik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat 
yang permanen dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indone
sia.

Beberapa pertimbangan yang menjadi konsideran UndangUn
dang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah :

1. Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indo



1919

Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan

nesia menurut UndangUndang Dasar Negara Republik Indo
nesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuansatuan 
pe merintahan  daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat 
is timewa yang diatur dalam undangundang.

2. Bahwa berdasarkan perjalanan ketata negaraan Republik Indo
ne sia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang ber
sifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter 
khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki keta
hanan dan daya juang tinggi.

3. Bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber 
dari pandangan hidup yang berlandaskan Syariat Islam yang 
melahirkan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi 
dae rah modal bagi perjuangan dalam merebut dan memperta
hankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pem
bangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan ke
sejahteraan Rakyat,  keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan 
per lindungan hak asasi manusia sehingga pemerintahan Aceh 
per lu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan pada prinsip
prinsip pemerintahan yang baik.

5. Bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di 
Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa 
In donesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah 
Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, 
ber kelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka NKRI.

UUPA dengan jelas memperlihatkan segala upaya yang dilaksa
nakan secara serius dengan memperhatikan seluruh aspirasi masya
rakat, khususnya yang berada di wilayah Aceh. Terlepas masih ada
nya kekurangan, namun semangat yang mendasari UndangUn
dang Pemerintahan Aceh (UUPA) inilah yang patut menjadi acuan 
ber sama, yakni membangun Aceh yang lebih berkeadilan, sejahtera, 
de mokratis dan bermartabat.

3.1.1 Struktur Pemerintahan Aceh Dalam Bingkai Otonomi Khusus. 
Pemberian otonomi luas kepada Pemerintah Aceh dalam bentuk 

otonomi khusus berdasarkan UUPA merupakan kebijakan yang te
pat untuk memberdayakan daerah. Otonomi khusus menitikberat
kan pada empat pondasi utama yaitu pemberlakuan Syariat Islam, 
bagi hasil sumber daya alam, pemilihan langsung kepala daerah dan 
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penerapan budaya lokal ke dalam struktur pemerintahan daerah. 
Dengan keluarnya UUPA maka susunan organisasi yang telah 

di bentuk disesuaikan kembali dengan semangat otonomi khusus 
yang diarahkan pada budaya lokal. Penyesuaiaan kembali yang di
maksud meliputi susunan organisasi, tugas dan kewenangan serta 
pe namaan pemerintahan termasuk penamaan jabatan pada tingkat 
Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Mukim dan Gampong. Perubahan 
lainnnya selama diberlakukan otonomi khusus yaitu perubahan se
but an Lembaga Masyarakat Daerah (LMD) menjadi Tuha Peuet, pe
r  aturan daerah/peraturan desa menjadi qanun daerah/qanun gam
pong dan penulisan papan nama lembaga/kantor yang sebelumnya 
di tulis dengan huruf latin berubah penulisan dalam Bahasa Arab
Me  layu (huruf jawi). 

Struktur organisasi Pemerintahan Aceh dibentuk dalam rangka 
me nunjang atau mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi  da e
r ah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di mana daerah dibe
rik an kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan ma
syarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
ma syarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Djohan yang menya
ta kan bahwa dalam rangka otonomi daerah, lembaga daerah meru
pakan salah satu faktor penunjang tercapainya otonomi daerah, se
bab kehadirannya dapat memacu percepatan laju perjalanan otono
mi daerah sebagai langkah yang tepat dalam menghargai hakhak 
adat masyarakat17. 

Perubahan susunan organisasi Pemerintah Aceh sesuai dengan 
semangat otonomi khusus dapat dilihat pada table 3.1. Dari tabel ter
sebut terlihat bahwa secara umum struktur Pemerintahan Aceh se
jak berlakunya UndangUndang Pemerintahan Aceh sama dengan 
pe merintahan daerah lainnya di Indonesia. Hanya saja yang membe
dakan adalah pemerintah mukim yang berada di bawah kecamatan 
dan penyebutan nama Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan 
Gam pong.

Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota berwe
nang  mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua 
sek  tor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenang

17 Djohan, D, 2000, Reformasi Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional 
Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Tanggal 21 Septem
ber 2000.
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an Pemerintah Pusat yaitu urusan pemerintahan yang bersifat nasio
nal, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan 
fis kal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota menye
lenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya 
yang diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintahan Aceh dan Peme
rintahan Kabupaten/kota. Pemerintah Pusat menetapkan norma, 
stan dar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelak
sanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota dan tidak dimaksudkan un
tuk mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Aceh 
dan Pemerintahan Kabupaten/kota

Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri  
atas urusan wajib dan urusan pilihan, baik pada Pemerintahan di 
ting kat provinsi maupun pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, 
di lakukan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efi
sien si dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerin
tah an di Aceh. Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan de
ngan Syari’at Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan 
Ka bupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh 
yang merupakan pelaksanaan Keistimewaan Aceh:18

1. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksa
naan Syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap 
men jaga kerukunan hidup antar umat beragama;

2. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Is
lam;

3. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah  
materi muatan lokal sesuai dengan Syari’at Islam;

4. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
5. penyelenggaraan dan pengelolaan Ibadah Haji sesuai dengan 

per aturan perundangundangan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan 

Kabupaten/kota adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh, meliputi:
1. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksa

naan Syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap 
men jaga kerukunan hidup antarumat beragama;

18 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh
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2. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Is
lam;

3. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah  
materi muatan lokal sesuai dengan Syari’at Islam; dan

4. peran ulama dalam penetapan kebijakan Kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten/kota mempunyai kewenangan tambah
an dalam hal: 

1. menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Ma
drasah Tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional 
pen didikan dan

2. mengelola pelabuhan dan bandar udara umum. 

 Dalam wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dibentuk mu
kim yang terdiri atas beberapa gampong.19 Sejak berlakunya UUPA, 
eksistensi mukim dimunculkan kembali setelah sekian lama sekitar 
32 tahun hilang dari regulasi yang terkait dengan kelembagaan ma
syarakat. Kebijakan menghidupkan kembali lembaga mukim meru
pakan suatu kebijakan yang menyentuh harapan masyarakat Aceh 
karena secara de facto eksistensi lembaga mukim masih sangat dibu
tuhkan oleh masyarakat baik dalam mengkoordinir urusan pemerin
tahan gampong, pengaturan adat istiadat maupun dalam mengadili 
dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana yang tidak mampu  
diselesaikan oleh keuchik. Jika permasalahan tidak dapat diselesai
kan maka barulah masyarakat membawa permasalahan itu ke level 
ke lembagaan yang lebih tinggi, yaitu kecamatan. 

Eksistensi mukim inilah yang membedakan keberadaan kecamat
an di Aceh dibandingkan dengan kecamatan di daerah lain di Indo
nesia. Fungsi mukim pada awalnya adalah tempat menkoordinasi
kan pendudukpenduduk gampong ketika akan melaksanakan sha
lat Jumat yang dikepalai oleh seorang imuem mukim.20 Namun de
mi kian, dalam perkembangannya imuem mukiem berubah menjadi 
ke pala pemerintahan.

3.1.2 Perkembangan Struktur Pemerintah Kecamatan Di Aceh
Sejak zaman Kerajaan Aceh Raya Darussalam, dalam Qanun 

19  Lihat Pasal 114 ayat (1)
20 Lihat Hasanuddin Yusuf Adan, Sejarah Aceh dan Tsunami, (Yogyakarta: Ar 

Ruzz Media, 2005), halaman 27.
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Meukuta Alam Al Asyi disebutkan bahwa Kerajaan Aceh Raya Da
russalam tersusun dari gampong (kampong/kelurahan), mukim 
yang merupakan federasi gamponggampong, nanggroe (kecamat
an), sagoe (federasi dari beberapa nanggroe dan kerajaan/negara.21 
Nanggroe (kecamatan) dikepalai oleh ulee balang (kepala nanggroe) 
yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin masyarakat dan 
me miliki otoritas pemerintahan yang bersifat atributif untuk mela
yani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ulee Balang menerima 
ke kuasaan langsung dari Sultan Aceh dan memerintah secara turun 
temurun. Meskipun turun temurun  tetapi sebelum memangku ja
batan, ulee balang harus disahkan pengangkatannya melalui surat pe
ngangkatan yang dibubuhi stempel kerajaan.22  

Pada masa orde lama, kelembagaan kecamatan diwarnai atau 
di pengaruhi oleh kondisi pada masa kolonial dan kekuatankekuat
an nasionalisme ke dalam kekuatankekuatan partai politik. Indika
torindikator yang muncul dalam mengukur kekuatan kelembagaan 
ke camatan lebih berlandaskan pada penilaian atau akreditasi  yang 
di berikan kekuatan politik, yakni sampai sejauh mana dapat meme
nuhi kepentingan politis.

Pemerintahan masa orde baru pada tahun 70an, sistem norma 
dan nilai kecamatan diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah. Menurut keten
tuan Pasal 72 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa dalam rangka 
pe laksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi dalam wilayahwilayah provinsi dan ibukota ne
gara. Selanjutnya untuk wilayah kabupaten dan kota dibagi dalam 
wilayahwilayah kecamatan. Pasal 76 dan Pasal 77 Undang Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap wilayah dipimpin 
oleh seorang kepala wilayah dan untuk kecamatan, kepala wilayah
nya disebut dengan Camat. Camat bertanggung jawab kepada kepa
la wilayah Kabupaten atau Kotamadya atau Kota Administratif yang 
bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan posisi sebagai 
kepala wilayah tersebut, kemampuan berkoordinasi yang diperan

21 M Mansur Amin, dkk, “Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan”, PT 
Pustaka Grafika Kita, Jakarta, 1988, hal 4142

22 Hasanuddin Yusuf Adan, Sejarah Aceh dan Tsunami, (Yogyakarta: Ar Ruzz 
Media, 2005), halaman 66
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kan camat sangat kuat untuk mengkoordinasikan pekerjaanpeker
jaan dinas pemerintahan yang bekerja dalam kecamatannya. Pada 
masa diberlakukannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 ten
tang PokokPokok Pemerintahan di Daerah, Pasal 81, pemerintah
an desa seratus persen berada di bawah kendali kecamatan. Sehing
ga seorang kepala desa sekalipun bisa kehilangann jabatan apabila 
camat memutuskan atas dasar penilaian yang rasional. Peran me
ngontrol desa serta kekuasaan kecamatan di bidang kontrol keaman
an, ketertiban yang dianggap sebagai fungsi prestisius kecamatan, di
anggap sebagai salah satu fungsi penting kecamatan yang menum
buhkan kewibawaan camat di hadapan masyarakat.

Era reformasi ditandai dengan perkembangan pemerintahan  
daerah yang dekonsentrasi menuju desentralisasi. Desentralisasi  
ber tujuan membangun good governance mulai dari akar rumput po li
tik. Desentralisasi inilah yang menghasilkan local government (peme
rintah daerah)23. Setelah lahir  UndangUndang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat perubahan atas 
struk tur Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah setingkat di ba
wah provinsi adalah kabupaten atau kota. Tidak ada lagi Kotama
dya atau Kota Administratif. Pasal 120 ayat (1) UndangUndang No
mor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa perangkat daerah kabupaten  
atau kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas dae
rah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan 
ketentuan tersebut, maka kecamatan merupakan perangkat daerah 
ka bupaten atau kota yang bertugas membantu kepala daerah dalam 
me laksanakan sebagian tugastugas kepala daerah.

Untuk Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam sistem 
pe nyelenggaraan sistem pemerintahan daerahnya diatur dalam Un
dangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
Pa da Pasal 100 ayat (2) menyebutkan bahwa perangkat daerah kabu
paten/kota terdiri atas sekretariat daerah kabupaten/kota, sekreta
riat DPRK, dinas kabupaten/kota, lembaga teknis kabupaten/kota 
dan kecamatan. Selanjutnya Pasal 112 menentukan bahwa kecamat
an dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya mempe
roleh pelimpahan sebagian wewenang dari bupati atau walikota un
tuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

23 Grosroos, C. 2001. Manajemen Pelayanan dan Pemasaran. Terjemahan Maskur. 
Jakarta: Rineka Cipta.
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Perubahan kedudukan dan peran camat dari kepala nanggroe 
atau kepala wilayah menjadi perangkat daerah sangat jelas telah me
ngurangi sebagian besar otoritas camat karena pendelegasian tugas  
yang dilimpahkan kepadanya sangat terbatas. Ironisnya dalam prak
tek dilapangan masyarakat  masih beranggapan camat saat ini sa ma 
dengan camat masa lalu yaitu sebagai Kepala Wilayah. Persoal an 
yang muncul, manakala pemenuhan harapan masyarakat tersebut  
ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengopera
sionalkannya di lapangan. Kebutuhan dana operasional tersebut ki ni 
tidak dapat lagi dipenuhi oleh instansi kecamatan karena semua ken
dali aktivitas/dana pembinaan kemasyarakatan dan pembangun an 
telah berada di bawah kendali pemerintah kabupaten/kota.

Secara diagram posisi kecamatan dapat digambarkan sebagai 
be rikut:

Gambar 3.1
Posisi Kecamatan Menurut UUPA

 Pemerintah Aceh 

Kabupaten/kota 

Kecamatan 

Mukim 

Gampong 

Pada gambar di atas terlihat bahwa kecamatan posisinya berada 
di bawah kabupaten/kota dan sebagai perpanjangan tangan dari Bu
pati. Kemudian kecamatan juga membawahi mukim, kelurahan dan 
gampong. Kelurahan di Aceh akan dihapus secara bertahap menjadi 
gampong atau nama lain dalam kabupaten/kota. Penghapusan ke
lurahan dan pengalihan sumber pendanaan, sarana dan prasarana 
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serta dokumen kepegawaian dilakukan paling lambat dua tahun se
jak UUPA diundangkan.24 Gampong yang telah berubah nama men
jadi desa pada masa pemerintahan orde baru adalah tingkat pe me
rintahan terendah di Aceh. Mengangkat gampong sebagai unit pe
me rintahan terendah dalam Pemerintahan Aceh pasca MoU Helsin
ki adalah salah satu usaha untuk mengembalikan gampong sebagai 
unit komunalisme asli masyarakat Aceh. 

3.2 Pemerintah Kecamatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.
Posisi kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah di Aceh 

me rupakan sesuatu hal yang menarik jika dilihat dari perspektif un
dangundang yang mengaturnya. Idealnya ketika Aceh ditetapkan 
se bagai daerah otonomi khusus maka yang menjadi pegangan tata 
pemerintah kecamatan adalah qanun yang  merupakan penjabaran 
da ri UUPA. Namun yang berlaku di Aceh adalah   UndangUndang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini berda
sar  kan bahwa sampai saat ini regulasi yang mengatur tentang keca
matan di Aceh adalah PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
yang merupakan peraturan pelaksana UndangUndang Nomor 32 
Ta hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat general un
tuk semua kecamatan yang ada di Indonesia. 

Jika dibuat diagram alir (flowchart), maka regulasi yang berlaku 
dan terkait dengan posisi kecamatan di Aceh dapat dilihat pada 
gam bar:

Gambar 3.2
Flowchart regulasi yang menjadi landasan 

bagi eksistensi kecamatan di Aceh

24 Pasal 267 ayat (1) dan (2) UUPA 

 
UU No. 
11/2006 

UU No. 
32/2004 

UU No. 
18/2001 

UU  No. 
22/1999 

UU No. 
5/1974 

Belum diatur dengan  
Qanun tentang 

Kecamatan 

Qanun No. 3/2003 
tentang Kecamatan 
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3.2.1 Kewenangan Pemerintah Kecamatan.
Menurut Pasal 1 Ketentuan Umum UUPA, kecamatan adalah 

su a tu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/
ko ta dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Kecamatan 
dipimpin oleh seorang Camat yang diangkat oleh bupati atau wali
ko ta atas usul dari sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai 
Ne geri Sipil yang memenuhi syarat. Kecamatan sebagai pelaksanan  
teknis kewilayahan bertanggungjawab kepada bupati/walikota me
lalui sekretaris daerah. menjadi penyambung kebijakan pemerintah 
daerah dengan masyarakat luas, fungsifungsi koordinatif dan pem
binaan pada level desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab Ke
camatan.25 Dalam pelaksanaannya, camat memiliki dua tugas sekali
gus yang menjadi tanggung jawabnya yaitu tugas atributif dan tugas 
delegatif. Tugas atributif berarti camat memperoleh perintah dari un
dangundang untuk menyelenggarakan  tugas umum pemerintahan. 
Sedangkan tugas delegatif berarti bahwa camat memperoleh pelim
pahan sebagian wewenang dari bupati/walikota untuk menangani 
se bagian urusan otonomi daerah. Secara eksplisit pembagian tugas 
atributif dan delegatif kecamatan diatur dalam Peraturan Pemerin
tah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
pada Pasal 15 menyebutkan bahwa camat menyelenggarakan tugas 
umum pemerintahan yang meliputi:

a.  mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ke tertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per

undangundangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pela

yanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelu

rahan; dan 
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang ling

kup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan peme
rintahan desa atau kelurahan.

25 Mangku Purnomo. Pembaharuan Desa.(Yogyakarta: Pustaka Yogya Mandiri 
2004) Hal 28.
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Dalam Pasal 1622, peraturan pemerintah ini juga menjabarkan 
secara lebih jelas apa yang menjadi tugas umum pemerintahan yang 
diemban oleh kecamatan. Tugas umum pemerintahan tersebut meli
puti:

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meli
puti:
a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fo
rum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ke
lurahan dan kecamatan;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keselu
ruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang 
mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan 
ma syarakat di wilayah kerja kecamatan;

c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pember
dayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang di
lakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

d. melakukan tugastugas lain di bidang pemberdayaan ma
syarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan; 
dan

e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat  
di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota de
ngan  tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang 
membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

2. mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan 
ke tertiban umum, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik 

In donesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai 
pro gram dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan 
ke tertiban umum di wilayah kecamatan;

b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada 
di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteram
an dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; 
dan

c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ke
tertiban kepada bupati/walikota.

3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perun
dangundangan, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat dae

rah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peratur
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an perundangundangan;
b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat dae

rah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan per
aturan perundangundangan dan/atau Kepolisian Negara 
Re publik Indonesia; dan

c. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan pera
turan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada 
bu pati/walikota.

4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pela
yanan umum, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat dae

rah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya 
di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum;

b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelak
sa na an pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum;  dan 

c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasi
litas pelayanan umum  di wilayah kecamatan kepada bupa
ti/walikota.

5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat kecamatan, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat dae

rah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiat
an pemerintahan;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan de
ngan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di 
bi dang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah
an di tingkat kecamatan; dan

d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
ting kat kecamatan kepada bupati/walikota.

6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelu
rahan (dalam hal kekhusussan Aceh adalah mukim dan gam
pong), meliputi:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala 
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de sa dan/atau lurah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perang

kat desa dan/atau kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pe

nyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di 
tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang ling
kup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan peme
rintahan desa atau kelurahan (dalam hal kekhusussan Aceh 
ada lah mukim dan gampong), meliputi:
a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masya

rakat di kecamatan;
b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan mini

mal di wilayahnya;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksa

naan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepa

da masyarakat di wilayah kecamatan;
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada ma

syarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/walikota.
Selain tugas umum pemerintahan tersebut, camat juga melaksa

nakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/
wa likota untuk menangani sebagaian urusan otonom daerah, yang 
me liputi aspek:

a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e.  pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan tugas delegatif, dilaksanakan berdasarkan kriteria  
eksternalitas dan efisiensi.26 Eksternalitas maksudnya adalah kriteria 
pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak 

26 Lihat PP no 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 15
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yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pe
merintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal ke
camatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenang an 
camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria 
pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya gu
na tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urus
an pemerintahan di lingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintah
an lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan terse
but menjadi kewenangan camat. 

3.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan
Pemerintahan daerah yang sekarang berasal dari perkembangan 

praktek pemerintahan di Eropa pada abad ke 11 dan 12. Pada saat itu 
muncul satuansatuan wilayah di tingkat dasar yang secara alamiah  
membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan
satuan  wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari 
ke  lompok penduduk. Satuansatuan wilayah tersebut diberi nama 
mu  nicipal (kota), country (kabupaten), commune/gementee (desa). Fe
no  mena tersebut mirip dengan satuan komunitas asli penduduk In
donesia yang disebut dengan gampong (Aceh), desa (Jawa), nagari 
(Sumatera Barat), huta (Sumatera Utara), marga (Sumatera Selatan),  
kampong (Kalimantan Timur). Satuan komunitas tersebut merupa
kan entitas kolektif yang didasarkan pada hubungan saling menge
nal dan saling membantu dalam ikatan geneologis maupun territo
rial. Satuan komunikasi ini membentuk kesatuan masyarakat hukum  
yang pada asalnya bersifat komunal27. 

Kesatuan masyarakat hukum tersebut berhubungan erat satu sa
ma lain dan memiliki struktur yang beraturan. Menurut Soehardi, 
struktur organisasi merupakan susunan hubunganhubungan antar 
satuansatuan organisasi, jabatanjabatan, tugastugas, wewenang 
dan   pertanggungjawabanpertanggungjawaban dalam organisasi28. 
Se  dangkan menurut Robbins, struktur organisasi adalah suatu susu
n  an dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada sua
tu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan opera

27 Hanif Nurcholis. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. (Jakarta: 
Gramedia Widiasarana Indonesia 2005). Hal 1.

28 Soehardi Sigit. Esensi Perilaku Organisasi. (Yogyakarta: Penerbit Lukman Offset 
2003) Hal 233
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sio nal untuk mencapai tujuan29.  Berdasarkan teori tersebut struktur 
organisasi merupakan susunan hubungan antar bagian yang berada 
da lam organisasi tersebut. 

Kecamatan sebagai bagian dari organisasi sosial, dalam kenya
ta annya tidak terpisahkan, saling terkait serta berinteraksi dengan 
struktur sosial yang ada dimasyarakat. Di samping itu, organisasi 
ke camatan merupakan blue print untuk memenuhi kebutuhan ma
syarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan 
dan ketertiban sehingga kecamatan memiliki fungsi dan struktur 
yang khas.30

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006, dalam Pasal 112 mene
rang kan bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai perangkat daerah, 
kecamatan dibantu oleh perangkat kecamatan. Dalam pelaksana an 
tugasnya, camat bertanggung jawab  kepada bupati atau walikota 
melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Sedangkan perangkat ke
camatan bertanggung jawab kepada camat. Susunan organisasi ke
camatan diatur tersendiri oleh Peraturan Daerah yang sesuai dengan 
pe doman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 14 
me nyebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat, dan pada Pa
sal 23 menerangkan bahwa organisasi kecamatan terdiri dari 1 sekre
taris, paling banyak 5 seksi dan sekretariat membawahkan paling 
banyak 3 subbagian. Tiga seksi yang mesti ada dalam susunan orga
nisasi kecamatan adalah seksi tata pemerintahan, seksi pemberda
ya an masyarakat dan desa serta seksi ketenteraman dan ketertiban 
umum.

Karena merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, hubung
an kerja  Camat dengan Bupati/walikota bersifat hierarkis. Dalam 
Pa sal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 secara 
te gas disebutkan bahwa “Camat berkedudukan di bawah dan ber
tanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris dae
rah”. Hubungan kerja camat dengan dinas daerah dan lembaga tek
nis daerah bersifat koordinasi teknis fungsional, hal ini sesuai yang 
di amanatkan dalam Pasal 28 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 

29 Stephen P Robbins. Perilaku Organisasi. (Jakarta: PT. Prenhallindo 2000) Hal 
156.

30 Lihat tulisan Fredian Tonny Nasdian. 2008.”Dinamika Pengembangan Kelem
bagaan kecamatan” . dalam buku Kecamatan Untuk Kesejahteraan Rakyat, hal 208
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19 Tahun 2008  sedangkan dengan pemerintah desa bersifat  koordi
na tif dan fasilitasi. Fubungan kerja camat dengan instansi vertikal 
yang ada di kecamatan bersifat koordinasi teknisfungsional.

Gambar 3.3
Struktur Organisasi Kecamatan

  

CAMAT 

 
SEKRETARIS CAMAT 

 

Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

 

Seksi Ketenteraman 
dan Ketertiban 

Umum 
 

Seksi 
….. 

Seksi 
…… 

Seksi  
Tata Pemerintahan 

 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

3.2.3 Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan.
Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam setiap pelak

sanaan program kerja, begitu juga dalam program kerja pemerin
tahan agar dapat terlaksana dengan baik. Menurut Susilo, sumber 
daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak 
roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya31.  
Dharma Setyawan Salam menjelaskan bahwa ”Aparat Pemerintah 
adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugastugas 
teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat ber
dasarkan ketentuan yang berlaku”32. Pendapat ini menerangkan ba
hwa aparatur merupakan pegawai yang melaksanakan tugastugas 
pemerintahan. Aparatur digaji oleh pemerintah dalam rangka me
layani masyarakat.

Organisasi Perangkat Daerah dapat dikategorikan berhasil 

Sumber : PP No. 19 Tahun 2008

31 Susilo Martoyo.  Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: BPFE 2002) 
Hal 3.

32 Setyawan Dharma Salam. Manajemen Pemerintahan Indonesia. (Jakarta: Djam
batan 2004) Hal 169
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dapat diukur berdasarkan beberapa kriteria. Siagian menyatakan se
cara sederhana bahwa, “Efektivitas kerja dikatakan berarti menyele
saikan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, 
apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat ter
gantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama 
menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan bera
pa biaya yang dikeluarkan untuk itu”33.

Sejalan dengan Siagian, Mardiasmo menyatakan bahwa “Efek
tivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau 
target kebijakan (hasilguna)34. Efektivitas merupakan hubungan an
tara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Keg
iatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan menca
pai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Spending Wisely). Berdasar
kan pendapat di atas, maka efektivitas organisasi perangkat daerah 
adalah tingkatan keberhasilan organisasi tersebut dalam menyeleng
garakan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan tujuan organ
isasi, produktivitas, efesiensi dan kepuasan.

3.2.4 Sumber Pendanaan Pemerintah Kecamatan.
 Menurut Suparmoko, “Anggaran adalah suatu daftar atau per

nyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran neg
ara atau daerah yang diharapkan dalam waktu jangka tertentu bi
asanya adalah satu tahun”35.  Hal ini sejalan dengan Wiliantom bah
wa “Anggaran adalah sebuah rencana sistimatis yang meliputi sum
ber dana dan pengalokasian dana keseluruhan kegiatan atau aktivi
tas (dalam sebuah proyek) beserta waktu dibutuhkan dana tersebut 
dalam satuan periode tertentu untuk mencapati tujuan aktivitas se
cara keseluruhan”.36

Setelah kedudukan kecamatan berubah menjadi wilayah ker
ja perangkat daerah dan Camat sebagai perangkat daerah, sumber 
utama anggaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan beras

33 Sondang P. Siagian. Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi. (Ja
karta: PT Gunung Agung 1986). Hal 151

34 Lihat Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. (Yogyakarta:  
Andi. 2002) Hal 132

35 Suparmoko, 2000, Pengantar Teori Makroekonomi. (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada) hal 57.

36 Wilianto, 2001, Membuat Anggaran. (Jakarta: Erlangga) hal 23.
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al dari APBD kabupaten/kota.  Pedoman Anggaran mengacu pada 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa anggaran kecamatan ber
dasarkan prestasi kerja dan diperlakukan sama dengan organisasi 
perangkat daerah lainnya. Sehingga penyusunan anggaran unit ker
ja perangkat daerah berdasarkan kepada tugas pokok dan fungsi 
unit kerja. Kecamatan sebagai bagian integral dari satuan kerja per
angkat daerah (SKPD) memiliki kewenangan untuk menyusun dan 
mengelola anggarannya sendiri. Sedangkan Camat sebagai penggu
na anggaran rutin setiap tahun memiliki kewajiban untuk menyu
sun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA 
SKPD) dalam rangka pencapaian visi dan misi kecamatan. Hal ini se
jalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan 
bahwa kecamatan sebagai SKPD wajib menyusun program dan ang
garan sesuai dengan pedoman. Renstra Kecamatan yang merupak
an program kerja 5 tahunan merupakan akumulasi dari program
program kerja tahunan, yang setiap tahunnya masih harus diselaras
kan dengan RKPD. Programprogram kerja yang sudah diselaraskan 
dengan RKPD, selanjutnya dirinci dalam kegiatan yang sesuai den
gan jenis urusan atau fungsinya. Berdasarkan rincian programpro
gram tersebut, maka disusunlah anggaran kecamatan.

3.2.5 Pengawasan Pemerintah Kecamatan
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kiner

ja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian 
hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan 
tersebut.37 Ukuran kinerja sebuah organisasi  memiliki teori yang be
ragam. Salah satu yang diantaranya yang paling populer adalah Bal
anced Scorecard (BSC) yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton 
(1992). Untuk lingkungan pemerintah dan cabangcabang organisasi 
nirlaba, BSC ini dimodifikasi oleh Paul R. Niven. BSC adalah sebuah 
model pengukuran kinerja yang berbasis pada misi organisasi yang 
telah dijabarkan dalam berbagai strategi. Model ini memperhatikan 
keseimbangan empat komponennya yakni:

a) internal business perspective
b) customer perspective
c) financial perspective
d) learning and growth perspective

37  http://itjendepdagri.go.id/article25pengertianpengawasan.html
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Secara implisit model BSC ini sebenarnya digunakan pada or
ganisasi pemerintah di Indonesia. Hal ini dapat digambarkan seb
agai berikut:38

a) Setiap entitas pemerintahan diwajibkan menyusun visi, misi, 
dan program strategisnya 

b) Pengukuran internal business perspective dilakukan berdasarkan 
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang AKIP. 

c) Pengukuran customer perspective dilakukan berdasarkan Kepu
tusan Menpan No. 2.M/Pan/2004 tentang Indeks Kepuasan 
Masyarakat.

d) Pengukuran financial perspective sudah dilakukan dengan men
gubah sistem akuntansi dari cash basic ke akrual, sehingga pen
gelolaan keuangan negara mirip pengelolaan keuangan bisnis, 
tanpa disertai neraca labarugi, tetapi memasukkan hasil belan
ja modal sebagai tambahan asset yang harus disusun neracanya 
setiap tahun.

e) Pengukuran learning and growth perspective pada umumnya be
lum dilakukan di instansi pemerintah, karena belum adanya 
grand design pengembangan SDM, sehingga “intangible asset” 
berupa SDM berkualitas tidak pernah dibuat neracanya, serta 
belum dikembangkan secara konsisten dan berkesinambungan.

Kecamatan sebagai sebuah satuan kerja perangkat daerah, su
dah seharusnya membuat visi dan misinya sendiri, merujuk pada 
visi dan misi pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kare
na, kecamatan yang belum menyusun visi dan misi tidak akan dapat 
diukur kinerjanya menurut PP Nomor 8 Tahun 2006.  

38 Lihat Prof. Dr.Sadu Wasistiono, MS. Makalah disampaikan dalam Seminar 
“Model Kelembagaan Kecamatan Berbasis Pelayanan Publik” pada 5 Oktober 2010.
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4.1 Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan
4.1.1 Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan banyak diartikan dan dianalisis oleh pak
ar, diantaranya Soetopo (1999) dalam Dr. Paimin Napitupulu, 
M.Si mendefinisikan pelayanan sebagai “suatu usaha untuk 

membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang 
lain”.39 Sedangkan Pelayanan menurut Han dan Leong, 1996, adalah 
suatu proses yang terdiri dari banyak kegiatan yang melibatkan in
teraksi antara pelanggan dan penyedia jasa yang bertujuan untuk 
memuaskan dan memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga pelang
gan merasa puas.40

Jadi secara rinci dapat kita simpulkan bahwa pelayanan adalah 
segala daya upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mem
bantu orang lain melalui interaksi dan integrasi yang didasarkan 
dengan rasional tertentu sehingga manfaat yang akan diberikan ke
pada orang tersebut tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pelayanan diartikan 
dalam tiga defenisi yaitu; (1) perihal atau cara melayani, (2) servis, 
jasa, dan (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual 
beli barang atau jasa. Moenir (2000:2627) berpendapat bahwa pelay. Moenir (2000:2627) berpendapat bahwa pelayMoenir (2000:2627) berpendapat bahwa pelay
anan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelom
pok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prose
dur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepent
ingan orang lain sesuai dengan haknya. Kata pelayanan itu sendiri 
merupakan terjemahan dari istilah asing, yaitu service. Menurut Tho
ha (1989:78) menyatakan bahwa pelayanan masyarakat merupakan 
suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang 

BAB IV
MANAJEMEN DAN POLA HUBUNGAN KERJA

PEMERINTAH KECAMATAN

39 Lihat Paimin Napitupulu, Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction (Bandung: 
PT Alumni, 2007).

40 Lihat F. Han dan D. Leong, Productivity and Service Quality (Singapore: Prentice 
Hall, 1996).
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maupun suatu instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan ke
mudahan pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Suatu pelayanan akan dapat terlaksana dengan baik dan 
memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor : 

1. Kesadaran para pejabat pimpinan dan pelaksana
2. Adanya aturan yang memadai
3. Organisasi dengan mekanisme sistem yang dinamis
4. Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup minimum
5. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas/

pekerjaan yang dipertanggungjawabkan
6. Tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk 

tugas/pekerjaan pelayanan (Moenir, 2000:123124).
Dari pengertian di atas tersirat bahwa suatu pelayanan pada 

dasarnya melibatkan dua pihak yang saling berhubungan yaitu 
organisasi pemberi pelayanan di satu pihak dan masyarakat se
bagai penerima pelayanan di pihak lainnya. Jika organisasi mampu 
memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi tuntutan dari 
masyarakat, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah mampu 
memberikan pelayanan yang memuaskan pada masyarakat (publik). 
Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pelayanan dalam suatu or
ganisasi mempunyai peranan yang sangat strategis, terutama pada 
organisasi yang aktivitas pokoknya adalah pemberian jasa.

Sementara itu istilah publik berasal dari Bahasa Inggris yaitu 
“public”. Secara sederhana jika kita mendengar kata publik maka 
yang akan terlintas di benak kita adalah orang banyak atau masyara
kat. Namun beberapa ahli mendefinisikan publik secara bervariasi. 
Menurut Emery Bogardus, publik adalah sejumlah orang yang ber
satu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian yang sama terha
dap suatu permasalahan sosial.41 Berbeda pula yang dikemukan oleh 
Herbert Blumer, ia mendefinisikan secara kompleks bahwa publik 
adalah sekelompok orang yang (1) dihadapkan pada suatu perma
salahan, (2) berbagi pendapat mengenai cara pemecahan persoalan 
tersebut, (3) terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu.42

41 Lihat Fauzan AlRasyid, Perkembangan Opini Publik Dalam Masyarakat (Online) 
http://fauzanalrasyid.blogspot.com/2011/06/perkembanganopinipublikda
lam.html (diakses pada 3 Agustus 2011).

42 Ibid.
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 Berdasarkan pengertian di atas maka kita dapat mengambil kata 
kunci dari publik adalah sekelompok orang atau masyarakat yang 
memiliki persamaan persepsi atau cara pandang terhadap suatu per
masalahan tertentu dalam lingkungan sosialnya sehingga dapat ber
samasama berdiskusi mencari alternatif solusi terbaik untuk mem
ecahkan masalah yang sedang dihadapai.

Istilah pelayanan publik yang berkembang di Indonesia memi
liki banyak persamaan. Sehingga dalam konteks keIndonesiaan, 
penggunaan istilah pelayanan publik (public service) dianggap me
miliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayan
an masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan 
secara interchangeable, dan dianggap tidak memiliki perbedaan men
dasar.

Pelayanan publik sebagai rangkaian aktifitas dilakukan oleh 
birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan. 
Pengguna layanan atau pelanggan yang dimaksud adalah warga 
negara yang membutuhkan pelayanan baik pelayanan administra
tif, pelayanan barang maupun pelayanan jasa. Pelayanan publik 
menurut Moenir (2008:27) adalah kegiatan yang dilakukan oleh se
seorang atau sekelompok orang yang dilandasi faktor material me
lalui sistem, prosedur, dan metode dalam usaha memenuhi kepent
ingan orang lain sesuai dengan haknya.43

Sedangkan pelayanan publik menurut Keban (2001) mengatakan 
bahwa dalam arti yang sempit, pelayanan publik adalah suatu tinda
kan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah 
dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan se
cara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan ma dengan swasta dan madengan swasta dan ma
syarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, 
kemampuan masyarakat dan pasar.44 Konsep ini lebih menekankKonsep ini lebih menekank
an bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu de
livery system yang sehat dalam menyediakan barang dan jasa yang 
terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah yang 
memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh ma
syarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah 
yang memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi 

43 Lihat H.A.S Moenir. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta : Bumi 
Aksara, 2008), h. 27

44  Lihat Yeremias T. Keban, Indikator Kinerja Pemerintah 
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harapan publik.
Mengingat praktek pelayanan publik yang masih relatif kurang 

baik di Indonesia, maka pemerintah telah berkomitmen mening
katkan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan pelayanan 
publik yaitu UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelay
anan Publik. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kepas
tian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara 
dalam pelayanan publik.45 Dalam undangundang tersebut,  Pasal 
(1) dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rang
kaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan ses
uai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga nega
ra dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

 Sementara itu Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan 
Publik pada Pasal 3 menyebutkan bahwa  penyelenggaraan pelay
anan publik bertujuan untuk:

a. terwujudnya kepastian hak, kewajiban dan kewenangan se
luruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 
publik di Aceh;

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang 
baik sesuai dengan asasasas umum penyelenggaraan pemer
intahan yang baik di Aceh;

c. terwujudnya hakhak masyarakat dalam memperoleh pelayan
an publik secara cepat, mudah dan maksimal; dan

d. terwujudnya partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam me
ningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan me
kanisme yang berlaku.46

Namun secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya 
adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu di
tuntut kualitas pelayanan prima dari setiap penyelenggara pelay
anan publik. Gaspersz (dalam Lijan Poltak, 2008:6) Perbaikan kuali
tas pelayanan publik adalah tugas yang harus dilakukan secara ter
us menerus oleh instansi pemerintahan yang memberikan pelayan
an karena merupakan salah satu tuntutan pada masa reformasi bi
rokrasi.47 Sebagai suatu lembaga yang memberikan pelayanan kepa

45 Lihat Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
46  Lihat Pasal 3 Qanun No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.
47 Lihat Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan 

Implementasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
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da masyarakat, kecamatan juga mengemban peranan penting untuk  
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui manajemen peny
elenggaraan pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan min
imal.

Pada era demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi yang serba 
modern saat ini, manajemen pemberian pelayanan merupakan tan
tangan yang sangat berat karena kebutuhan masyarakat yang sema
kin meningkat. Masyarakat menuntut pelayanan yang serba cepat, 
mudah dan tepat. Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di 
atas, lembaga kecamatan harus dapat memberikan pelayanan pub
lik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, te
pat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun 
kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan 
masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri 
(Effendi dalam Widodo, 2001).48 Oleh karena itu pemerintah kabu
paten/kota selaku instansi yang secara linear berada di atas lembaga 
kecamatan haruslah memotivasi kecamatan yang ada di daerahnya 
untuk berinovasi menciptakan suatu metode atau manajemen pelay
anan yang dapat menanggapi harapan masyarakat tersebut. Dalam 
kondisi demikian, kecamatan harusnya menjadi center excellent (pu
sat unggulan) pemerintah yang mempunyai daya saing tinggi dalam 
berbagai pelayanan publik.

Untuk mencapai center excellent tersebut, kecamatan haruslah 
memberikan pelayanan publik yang profesional, artinya pelayan
an publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibili
tas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai 
berikut :

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang men
jadi tujuan dan sasaran;

2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan 
diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelitbe
lit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat 
yang meminta pelayanan;

3. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti 
adanya kejelasan dan kepastian mengenai : 

48 Lihat Joko Widodo, Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kon
trol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Surabaya: Insan Cendikia, 
2001).
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a. Prosedur/tata cara pelayanan; 
b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

persyaratan administratif;
c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertang

gung jawab dalam memberikan pelayanan;
d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran

nya;
e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

4. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara per
syaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi 
pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal
hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinfor
masikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami 
oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;

5. Efisiensi, mengandung arti : 
a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada halhal berkai

tan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan den
gan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan 
dengan produk pelayanan yang berkaitan; 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, 
dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan 
mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari 
satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait. 

6. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan 
pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan; 

7. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat 
menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspira
si masyarakat yang dilayani; 

8. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tun
tutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayaniyang 
senantiasa mengalami tumbuh kembang.49

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengga
raan Pelayanan Publik, mengelompokan pelayanan publik sebagai 
berikut:

49 Ibid.
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Gambar 4.1
Pengelompokan Pelayanan Publik
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Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan 
berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik.50 Misalnya 
: Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijin lokasi, Sertifikat Ta
nah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Ber
motor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), 
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor dan sebagainya. Sedan
gkan pelayanan barang publik adalah pelayanan yang menghasil
kan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan pub
lik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyedi
aan air bersih dan lainlain.51 Pelayanan jasa adalah pelayanan yang 
menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misal

50  Lihat lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik.

51 Ibid.,
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nya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, pe
nyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, persam
pahan, drainase, jalan dan trotoar, penanggulangan bencana: banjir, 
gempa, gunung meletus, dan kebakaran dan pelayanan sosial (asur
ansi atau jaminan sosial/social security).52

4.1.2 Standar Pelayanan Publik
Pelayanan publik harus diberikan berdasarkan standar tertentu. 

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan seba
gai patokan dalam melakukan kegiatan.53 Dengan demikian, stan
dar pelayanan publik adalah spesifikasi teknis pelayanan yang di
bakukan sebagai patokan dalam melakukan pelayanan publik. Stan
dar pelayanan publik tersebut merupakan ukuran atau persyaratan 
baku yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan pu
blik dan wajib ditaati oleh pemberi pelayanan (pemerintah) dan atau 
pengguna pelayanan (masyarakat). Setiap penyelenggaraan pelaya
nan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan se
bagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Bentuk pemenuhan standar pelayanan publik institusi penye
dia pelayanan publik di Indonesia, baik di tingkat pemerintah pu
sat maupun daerah adalah kewajiban untuk melaksanakan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah sua
tu standar dengan batas minimal tertentu untuk mengukur kinerja 
pelaksanaan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh pe
merintah pusat dan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar ke
pada masyarakat.54 Untuk menerapkan suatu standart pelayanan 
minimal bagi masyarakat maka pemerintah menetapkan standart 
pelayanan minimal (SPM) untuk menjamin kualitas minimum dari 
suatu pelayanan publik yang diberikan masyarakat. Secara konkrit 
peraturan mengenai SPM ini terdapat dalam PP No. 65 Tahun 2005 
Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal.

Standar Pelayanan Minimal mencakup kewenangan wajib in

52  Ibid.,
53 Lihat Lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 633/Kpts/OT.140/10/2004 

tentang Pedoman dan Standarisasi Klasifikasi Kimbun Menteri Pertanian.
54 Lihat Ketentuan Umum PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



4747

Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan

stansi penyedia pelayanan publik, jenis pelayanan, indikator, dan 
nilai (benchmark).55 

Kewenangan wajib adalah bentuk kewenangan instansi peny
edia pelayanan publik yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh 
pemerintah untuk menjamin terlaksananya pelayanan dasar kepa
da masyarakat. Jenis pelayanan berisi tentang bentukbentuk pelay
anan yang dapat diberikan oleh instansi sebagai bentuk pelaksana
an kewenangan wajib. Masingmasing instansi penyedia pelayanan 
publik memiliki jenis pelayanan yang berbedabeda. Jenis pelayanan 
tersebut selanjutnya ditentukan indikatornya berdasarkan indika
tor tersebut, ditetapkan nilai (benchmark). Nilai inilah yang menjadi 
Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi.

Standar pelayanan publik wajib dimiliki oleh institusi penyelen
ggara layanan publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang 
berkualitas oleh penyedia layanan publik sehingga masyarakat pe
nerima pelayanan publik merasakan adanya nilai yang tinggi atas 
pelayanan tersebut. Tanpa adanya standar pelayanan publik maka 
akan sangat mungkin terjadi pelayanan yang diberikan jauh dari ha
rapan publik. Dalam keadaan seperti itu akan timbul kesenjangan 
harapan (expectation gap) yang tinggi. Standar pelayanan publik ber
fungsi untuk memberikan arah bertindak bagi institusi penyedia pe
layanan publik. Standar tersebut akan memudahkan instansi peny
edia pelayanan untuk menentukan strategi dan prioritas. Bagi pe
merintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pelaksana
an pelayanan publik, penetapan standar pelayanan untuk menjamin 
dilakukannya akuntabilitas pelayanan publik sangat penting. Stan
dar pelayanan publik dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 
selalu meningkatkan mutu pelayanan. Selain itu, standar pelayanan 
juga dapat dijadikan salah satu dasar untuk menghitung besarnya 
subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah untuk pelayanan pu
blik tertentu.

Cakupan standar pelayanan publik yang harus ditetapkan seku
rangkurangnya meliputi: 56

55 Lihat Silahudin, Standar Pelayanan Publik (Online) http://www.silahudin66.
blogspot.com/ (diakses 24 Juni 2011).

56 Lihat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/ 
M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, op. 
cit.,
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a. Prosedur pelayanan, dalam hal ini harus ditetapkan standar 
prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan peneri
ma pelayanan termasuk prosedur pengaduan.

b. Waktu Penyelesaian, harus ditetapkan standar waktu penyele
saian pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan permo
honan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pen
gaduan.

c. Biaya Pelayananan, harus ditetapkan standar biaya/tarif pelay
anan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pem
berian pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan tarif/biaya peHendaknya setiap kenaikan tarif/biaya pe
layanan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.

d. Produk Pelayanan, harus ditetapkan standar produk (hasil) pe, harus ditetapkan standar produk (hasil) peharus ditetapkan standar produk (hasil) pe
layanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang te
lah ditetapkan. Dengan harga pelayanan yang telah dibayar
kan oleh masyarakat, mereka akan mendapat pelayanan beru
pa apa saja.

e. Sarana dan Prasarana, harus ditetapkan standar sarana dan 
prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelay
anan publik.

f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, Perlu ditetapkan stan, Perlu ditetapkan stanPerlu ditetapkan stan
dar kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan peng
etahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang di
butuhkan.

4.1.3 Pelayanan Publik di Kecamatan
Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah. 

Secara garis besar, pelayanan yang dapat dilakukan kecamatan ti
dak hanya pelayanan yang bersifat administratif tetapi juga meliputi 
pelayanan yang bersifat nonadministratif.

a. Pelayanan Administratif
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penye
lenggaraan Pelayanan Publik, Pelayanan Administratif, yaitu pelay
anan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang 
dibutuhkan oleh publik.57 Misalnya, status kewarganegaraan, serti
fikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu ba

57  Ibid.,



4949

Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan

rang dan sebagainya. Dokumendokumen ini antara lain KTP, Akte 
Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan lainlain. Jadi den
gan kata lain pelayanan administratif adalah pelayanan yang bersifat 
legalitas misalnya melegalkan suatu kepemilikan atau keberadaan 
seseorang dalam masyarakat.

Pelayanan yang bersifat administratif yang terdapat di keca
matan saat ini yaitu perizinan, rekomendasi dan penyelenggaraan.  

Pelayanan administratif  sebagaimana  dimaksud pada Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 5 
ayat (7) meliputi: 

a. Tindakan  administratif  pemerintah  yang diwajibkan  oleh  
negara  dan  diatur  dalam peraturan  perundangundangan  
dalam rangka mewujudkan perlindungan  pribadi,  keluarga, 
kehormatan,  martabat,  dan harta benda  warga negara. 

b. Tindakan  administratif  oleh  instansi nonpemerintah yang di
wajibkan oleh negara dan diatur  dalam  peraturan  perundang
undangan serta diterapkan  berdasarkan  perjanjian  dengan 
penerima pelayanan.

b. Pelayanan Non-Administratif
 Sedangkan Pelayanan non administratif yang dilaksanakan 

oleh kecamatan termasuk dalam pelayanan jasa, yaitu pelayanan 
yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh pub
lik, misalnya pembinaan, pengawasan, keamanan dan ketertiban 
dan lainlain.

4. 1.4 Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan
Dalam prakteknya ada beberapa macam pola penyelenggaraan 

pelayanan publik,  yaitu sebagai berikut: Pola fungsional; terpusat; 
terpadu; dan pola gugus tugas.58

1. Pola Fungsional
Pola pelayanan fungsional adalah pelayanan publik diberikan 

oleh penyelenggara pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan ke
wenangannya. Sebagai contoh, untuk pelayanan pajak akan ditan
gani unit organisasi yang berfungsi melakukan pemungutan pajak, 

58 Lihat LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance (Jakarta: STIA LAN 
Press, 2000).
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misalnya KPPD (Kantor Pelayanan Pajak Daerah), penyediaan tena
ga listrik oleh PLN, pengaturan jaringan telepon oleh PT. Telkom, 
dan sebagainya.

2. Pola Terpusat
Pola pelayanan terpusat adalah pelayanan publik diberikan se

cara tunggal oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpa
han wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang 
bersangkutan. Dengan kata lain, dapat dikatakan pola pelayanan 
umum yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak 
selaku koordinator terhadap pelayanan instansi lainnya yang ter
kait dengan bidang pelayanan umum yang bersangkutan. Misalnya 
pengurusan pelayanan paspor oleh Kantor Imigrasi, Akte Kelahiran 
oleh Kantor Catatan Sipil dan sebagainya.

3. Pola Terpadu
Yaitu pelayanan berbagai jenis jasa yang dibutuhkan masyara

kat yang diselenggarakan dalam satu tempat pelayanan. Misalnya 
pengurusan BPKB yang melibatkan dua lembaga dan sebagainya.

Pola pelayanan terpadu terdiri atas dua bentuk, yaitu:
a. Terpadu Satu Atap. Pola pelayanan terpadu satu atap diseleng

garakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelay
anan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani 
melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah 
dekat dengan masyarakat tidak perlu disatu atapkan.

b. Terpadu Satu Pintu. Pola pelayanan terpadu satu pintu dise
lenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis 
pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani me
lalui satu pintu.

4. Pola Gugus Tugas
Pola pelayanan gugus tugas adalah pola pelayanan publik 

yang dalam hal ini petugas pelayanan publik secara perorangan 
atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi 
pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu.

Selain pola pelayanan sebagaimana tersebut di atas, instansi 
yang melakukan pelayanan publik dapat mengembangkan pola pe
nyelenggaraan pelayanannya dalam rangka menemukan dan men
ciptakan inovasi peningkatan pelayanan publik. Menurut hasil ka
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jian Pengembangan Kelembagaan Kecamatan (PKP2A I LAN), seti
daknya ada tiga alternatif manajemen pelayanan yang dapat dilaku
kan Kecamatan, yaitu: pelayanan satu pintu, pelayanan terpadu kel
iling dan pelayanan online.� Pelayanan satu pintu merupakan pelay
anan yang diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berb
agai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani 
melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Keliling Kecamatan meru
pakan sebuah inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang ber
tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran 
utama dari pelayanan ini adalah masyarakat yang akses ke keca
matan relatif sulit. Keunggulan dari pelayanan ini selain menyeleng
garakan pelayanan yang sifatnya administratif, juga dapat sekaligus 
menyelenggarakan pelayanan non administratif seperti fasilitasi dan 
pembinaan programprogram kegiatan pemerintah. Pelayanan on
line merupakan sebuah inovasi penyelenggaraan pelayanan publik 
yang bertujuan untuk  mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Sasaran utama dari pelayanan ini adalah masyarakat yang akses ke 
kecamatan relatif sulit. Pelayanan online mensyaratkan adanya me
kanisme hubungan kerja antara kecamatan dengan desa dan instansi 
terkait (dinas, badan, kantor) yang dikoneksikan melalui sistem Lo
cal Area Networking (LAN). 

4.1.5 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelengg

araan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang 
baik, maka perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyara
kat dalam pelayanan. Oleh karena itu untuk meningkatkan menin
gkatkan kualitas dan mendekatkan  pelayanan kepada masyarakat 
serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimal
kan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam 
memberikan pelayanan publik. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan merupakan 
salah satu inovasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan 
berkualitas kepada masyarakat. Peraturan ini menyediakan strate
gi beserta panduan peningkatan kualitas pelayanan di tingkat keca
matan. 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) meru
pakan referensi utama manajemen penyelenggaraan pemerintahan 
di Kecamatan yang dapat membantu pencapaian tugas pokok para 
Camat beserta jajarannya sehingga membantu pencapaian keca
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matan sebagai pusat pelayanan masyarakat. PATEN adalah peny
elenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan 
sampai terbitnya dokumen dalam satu tempat. Ruang lingkup PAT
EN meliputi pelayanan bidang perizinan dan non perizinan. PATEN 
dimaksudkan untuk menjadikan kecamatan sebagai Pusat Pelayan
an Masyarakat serta menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayan
an bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Peny
elenggaraan PATEN bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelay
anan kepada masyarakat serta mendekatkan pelayanan kepada ma
syarakat.

Syarat kecamatan sebagai penyelenggara PATEN:
a. Syarat substantif yaitu adanya pendelegasian wewenang bu

pati/walikota kepada camat, yang meliputi: 1) bidang periz
inan, dan 2) bidang non perizinan, yang telah ditetapkan den
gan Peraturan Bupati/walikota.

b. Syarat administratif meliputi: 1) standar pelayanan; dan 2) 
uraian tugas personil kecamatan, yang telah ditetapkan den
gan Peraturan Bupati/walikota.

c. Syarat teknis meliputi: 1) sarana dan prasarana, dan 2) pelak
sana teknis.

Untuk menerapkan PATEN tersebut ada langkahlangkah strat
egis yang harus dilaksanakan baik untuk tingkat pusat, gubernur se
bagai wakil pemerintah pusat, tingkat kabupaten/kota, sampai pada 
masyarakat. Langkahlangkah strategis tersebut meliputi: 

a. Untuk Tingkat Pusat:
- Mengadakan penyuluhan, pembimbingan/pendampingan 

terutama pada daerahdaerah yang implementasi PATEN 
nya rendah.

- Mengadakan kompetisi pelaksanaan PATEN antar keca
matan secara nasional dengan pendekatan “reward and pun
ishment”.

- Memasukkan pelaksanaan PATEN sebagai salah satu pa
rameter untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
daerah.

b. Untuk Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat:
- Melakukan pemantauan pelaksanaan PATEN untuk dil

aporkan kepada pemerintah pusat.
- Mengadakan kompetisi pelaksanaan PATEN antar keca

matan dalam satu provinsi, diikuti dengan pemberian“reward 
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and punishment” yang proporsional.
c. Untuk Tingkat Kabupaten/kota:

- Membuat peta mengenai kemampuan masingmasing keca
matan dilihat dari kesiapannya dalam melaksanakan PAT
EN.

- Menyiapkan standar dan prosedur pemberian pelayanan 
administrasi pada skala kabupaten/kota.

- Menyiapkan tolak ukur/parameter untuk mengukur keber
hasilan pelaksanaan PATEN.

- Menyelenggarakan kompetisi antar kecamatan mengenai 
pelaksanaan PATEN, dengan pendekatan “reward and pun
ishment” yang atraktif.

d. Untuk Masyarakat:
- Membangun kesadaran kewarganegaraan yang menyeim

bangkan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara, 
termasuk hak untuk memperoleh pelayanan yang cepat, 
murah dan transparan.

- Membangun kesadaran masyarakat agar terbiasa mengiku
ti prosedur baku dalam pelayanan yang sudah ditetapkan 
dalam peraturan perundangundangan, sehingga dapat 
mengurangi terjadinya penyimpangan.

4.2 Pola Hubungan Kerja Antara Kecamatan dengan Instansi Lain.
4.2.1 Kecamatan Dengan Kabupaten/kota.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, se
hingga hubungan kerja camat dengan bupati/walikota bersifat hi
erarkis, hal ini terdapat dalam Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah 
No. 19 Tahun 2008 yang secara tegas menyebutkan bahwa “ Camat 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/
walikota melalui Sekretaris Daerah”.

Dalam tata pemerintahan di daerah, camat dan kabupaten/kota 
adalah bagian integral dari pemerintah kabupaten/kota. Oleh kare
na itu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kecamatan di
perlukan arah kebijakan berupa insentif–insentif kelembagaan beru
pa:

1. Pelimpahan wewenang kepada camat sebagai “kepala wilayah” 
dalam batasan wilayah kecamatan dibawah kuasa dan kontrol 
bupati.

2. Pelimpahan sebagai wewenang bupati kepada camat untuk 
melaksanakan sentra enam kegiatan kelembagaan kecamatan.
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3. Pelimpahan wewenang kepada kelembagaan kecamatan dalam 
memfasilitasi “sinergitas” kekuatankekuatan multi pihak, baik 
secara horizontal maupun vertikal dalam batasan wilayahnya.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari mod
el pendelegasian Kecamatan oleh Kabupaten/kota dilihat dari me
kanisme pengawasan atau yang lebih dikenal dengan sebutan trans
fer of power dari pemerintah kabupaten/kota kepada kecamatan di
antara adalah:
•	 Beban Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan 

penyediaan dan pemberian layanan semakin berkurang karena 
telah diambil alih oleh kecamatan  sebagai ujung tombak

•	 Pemerintah kabupaten/kota tidak perlu membentuk kelem
bagaan yang besar sehingga dapat menghemat anggaran 

•	 Alokasi distribusi anggaran lebih merata ke seluruh wilayah 
sehingga dapat menjadi stimulan bagi pemerataan pembangu
nan dan pertumbuhan ekonomi regional

•	 Sebagai wahana untuk memberdayakan fungsi kecamatan 
yang selama ini terabaikan.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa pendelegasian 
kewenangan kepada kecamatan akan membawa manfaat tidak saja 
kepada kecamatan yang menerima pelimpahan wewenang, namun 
juga kepada kabupaten/kota yang bersangkutan. Di samping itu 
juga adanya kebijakan untuk melimpahkan kewenagan kepada unit 
organisasi yang lebih rendah dan juga memiliki manfaat dari tiga bi
dang, adapun bidang  bidang tersebut diantaranya59:

a. Politik, dapat menciptakan dan mewujudkan pemerintah yang 
demokratis (egalitarian governance) serta untuk mendorong per
wujudan good governance and good society.

b. Sosial ekonomi, dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah 
(regional disparity) atau ketimpangan (inequity) memacu per
tumbuhan pembangunan (economic growth) dan mendorong 
prakarsa ataupun partisipasi publik dan sebagainya.

c. Administratif, mendorong efisiensi dan efektifitas dari peny
elenggaraan pemerintahan dan juga mempercepat pelayanan 

59 Lihat Widodo, Tri. 2010.  Perspektif Kebijakan Dalam Peran dan Arah Pengemban
gan Kecamatan Di Indonesia. disampaikan pada seminar “Model Kelembagaan Keca
matan Berbasis Pelayanan Publik” pada 5 Oktober 2010.
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publik dan memperkuat kinerja pemerintahan secara umum.

4.2.2 Kecamatan Dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
Hubungan kerja camat dengan dinas di daerah dan lembaga tek

nis daerah bersifat koordinasi teknis fungsional, hal ini sesuai yang 
diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 
Tahun 2008. Camat mempunyai posisi yang setara dengan para ke
pala dinas daerah, yaitu samasama menjadi perangkat daerah di 
bawah bupati/walikota. Oleh sebab itu, hubungan camat dengan 
para pegawai dinas atau unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di 
wilayah kecamatan juga sama, yaitu sebagai mitra kerja. Camat bu
kan atasan para pegawai dinas teknis yang ada di tingkat kecamatan 
tersebut. 

 Peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pemerintah
an di kecamatan dalam kenyataannya terkadang sulit dilaksanakan, 
karena ketidakjelasan akan pembagian kewenangan. Bahkan pelay
anan masyarakat lebih banyak ditangani oleh dinas dan lemba
ga teknis lainnya. Sedangkan kecamatan hanya memfasilitasi atau 
mengkoordinasikan persyaratan administrasi masyarakat, yang ke
mudian diserahkan ke dinas dan lembaga teknis tersebut. Hal ini ter
kadang menjadi high cost, karena dinas dan lembaga teknis tersebut 
ada  di kota sedangkan masyarakat dan kecamatan berada di ling
kungan desa yang jauh dengan dinas dan lembaga teknis tersebut.

4.2.3 Kecamatan Dengan Instansi Vertikal
a. Polsek
Polsek merupakan unsur pelaksana utama kewilayahan Polres 

yang berada dipimpin oleh Kapolres. Polsek bertugas menyeleng
garakan tugas pokok Polri dalam menjaga dan memelihara keaman
an dan ketertiban masyarakat. Tugas lainnya adalah melakukan 
penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugastugas Pol
ri lain dalam wilayah hukumnya yang sesuai dengan ketentuan hu
kum dan peraturan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Hubungan Polsek dengan Pemerintahan Daerah ditingkat Keca
matan sebagai berikut :

1) Hubungan bersifat horizontal dalam bentuk koordinasi.
2) Koordinasi dan kerjasama, tukar menukar informasi terkait 

perkembangan kamtibmas di wilayahnya.
3) Koordinasi dan kerjasama, tukar menukar informasi terkait  
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pengamanan dalam bentuk tugas pemerintah, negara, dan tu
gastugas khusus.

4) Memberi masukan terkait penyimpangan IPOLEKSOSBUD
KAM, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan wilayahnya.

5) Saling menunjang dalam rangka upaya menetralisir ekses
ekses yang timbul dan dapat meresahkan masyarakat.

6) Ikut serta dalam menajamin terpeliharanya unsur keamanan 
dalam setiap kegiatan Demokrasi dikalangan supra struktur 
politik, serta unsur unasur Politik lainnya dalam mewujudkan 
kehidupan masyarakat khususnya diwilayah Kecamatan.

7) Menjamin Keamanan Serta Keselamatan para Pejabat Pemerin
tahan dan tamu VVIP/VIP yang berada diwilayah Kecamatan

8) Menjamin Keamanan/kelancaran kegiatan sosial kemasyara
katan serta pertumbuhan perekonomian di wilayah kecamatan 

9) Mencegah dan menanggulangi setiap bentuk kejahatan yang 
terdiri dari upaya menurunkan anggka kriminalitas diwilayah 
kecamatan

10) Meningkatkan Komunikasi, hubungan serta kerja sama Camat, 
Koramil, Instansi Pemerintahan/swasta, LSM dan tokoh ma
syarakat

11) Membantu Pemerintah dan masyrakat dalam pencegahan pena
ganan pasca bencana alam serta bentuk upaya lain yang dapat 
meringankan penderitaan masyarakat (korban) diwilayah ke
camatan

12) Memelihara dan meningkatkan keamanan lingkungan serta ke
giatan perekonomian masyarakat diwilayah kecamatan.60

b. Koramil
Tugas pokok dan fungsi dari seksi ketentaraman, ketertiban 

Umum dan Kesejahteraan Rakyat untuk menjalankan dan menye
lenggarakan tugas tersebut Seksi ketentraman, ketertiban Umum 
dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan Penyelengga
raan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kerja keca
matan.

2. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan kegiatan kese
jahteraan rakyat antar laindi bidang agama, pendidikan  dan ke

60 Lihat Visi dan Misi Polri Daerah Jawa Timur Resort Tulung agung sektor Ka
rang Rejo (Polrestulungagung.com Pada tanggal 882011)
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budayaan, kesehatan,ketengakerjaan,bantuan sosial, penanga
nan masalah kesejahteraan sosial, penaggulanagan kemiskinan 
dan penaggulangan bencana.

3. Menyiapkan rencana dan menyelenggarakan pelaksanaan ke
we nagan pemerintah dalam menangani sebagian urusan oto
no mi daerah sesuai dengan bidangnya.

4. Melaksanakan Koordinasi teknis dengan kepolisian sektor (pol
sek) dan atau Komado Rayon Militer (koramil) mengenai pro
gram dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan keter
tiban umum diwilayah kerja kecamatan.

5. Melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan keten
traman dan ketertiban umum yang telah dikoordinasikan de
ngan polsek atau koramil

6. Menjalin komunikasi yang intensif sengan tokoh masyarakat/
pe muka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk 
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat 
di wilayah kerja kecamatan.

7. Melaksanakan koordinasi teknis dengan satuan polisi pamong 
praja mengenai penegakan peraturan Daerah, Peraturan Bupati 
dan Keputusan Bupati.

Dalam hal lain bentuk kerjasama antara camat dengan instansi 
yang ada di kecamatan seperti dengan koramil bertujuan untuk me
ngurangi atau meminimalisir terjadi konflik sosial yang terjadi di ma
syarakat. Definisi dari konflik sosial yang terjadi di masyarakat ba
nyak dikemukan beberapa ahli seperti berapa teori yang dipakai da ri 
beberapa ahli diantaranya. Fisher dkk (2000) Misalnya mengiden ti
fikasikan konflik sebagai “hubungan antara dua pihak atau lebih (in
dividu atau kelomopok) yang memilki atau yang merasa memilik i 
sasaran dan tidak sejalan.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, Chalid (2005) menye
butkan beberapa bentuk konflik sosial yang potensial terjadi, yakni 
konflik kewenangan antara pusatprovinsikabupaten antara DPRD
pemerintah daerah, konflik anggaran, konflik sumber pendapatan 
dan pengelolaan aset daerah, konflik pemekaran wilayah dan kon
flik primordialisme daerah. Konflik sumber pendapatan dan penge
lolaan laut, hutan dan perkebunan, serta pertambangan dan migas.61

61 Lihat Kecamatan Di Daerah Otonomi Daerah Status dan Wewenang Serta 
Konflik Sosial (Rilus A.Kiseng) 
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c. Kantor Urusan Agama
Kegiatan KUA di kecamatan tidak hanya  tertumpu pada keg

iatan pencatatan nikah dan rujuk saja, tetapi juga melaksanakan ke
giatan pembinaan kehidupan beragama baik vertikal maupun hori
zontal. Dalam kegiatan lintas sektoral dilakukan di bawah koordi
nasi dengan camat.  

Adapun tugas dan fungsi KUA di kecamatan adalah:
1. Melaksanakan tugas Kantor Departemen Agama di kabupaten 

pada bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.
2. Membantu melaksanakan tugas Pemerintah Kecamatan dalam 

hal pembina keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksaan tugas KUA di kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi penilik, penyuluh dan koordi

nasi kerja sama instansi yang ada hubungannya dengan tugas 
KUA di kecamatan.

5. Selaku pembina Pembinaan Pengamalan Agama (P2A) tingkat 
kecamatan dan tingkat desa.

6. Selaku ketua Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan 
Perceraian (BP4) di Kecamatan berkewajiban membina Korp. 
Pembina Kecamatan dan tingkat desa.

Selaku Tim Operasional Program (TOP KB) Kecamatan bekerja 
sama dengan muspika dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana 
(PLKB) memberikan penyuluhan tentang KBN di desa yang dinilai 
rawan akan KB, terutama ditinjau dari agama Islam dan KUA seb
agai juru bicara.

4.2.4 Kecamatan Dengan Mukim 
Berdasarkan sejarahnya sistem Pemerintahan Aceh dibagi atas 

tiga hirarki yaitu kesultanan (provinsi), sagoe (kabupaten), mukim 
dan gampong. Sistem pemerintahan di Aceh sama seperti sistem 
pemerintahan lainnya di Indonesia, tetapi masih ditambah satu unit 
lagi yang berada dibawah kecamatan yaitu mukim. Mukim adalah 
kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Aceh yang terdiri 
atas penggabungan beberapa gampong yang mempunyai batasba
tas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Mukim dipilih oleh 
seorang Imum Mukim, yang dibantu oleh seperangkat pengurus 
adat lainnya, dan bertanggung jawab ke camat, berkedudukan lang
sung di bawah camat yang dipimpin oleh imeum mukim. Imeum 
mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim. Imum mukim diban
tu oleh Imeum Chik, Tuha Peut Mukim, Sekretaris Mukim, Majelis 
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Adat Mukim dan Majelis Musyawarah Mukim. Hubungan kerja Ke
camatan dengan Mukim bersifat hubungan pembinaan dan koordi
nasi di bidang penyelenggaraan Syariat Islam, adat istiadat dan keg
iatan sosial lainnya.

4.2.5 Kecamatan Dengan Gampong
Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang meru

pakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim 
yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh keuchik dan yang 
berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Ber
dasarkan Undangundang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nang
groe Aceh Darussalam, kedudukan Gampong sebagai organisa
si pemerintahan terendah tidak lagi langsung berada di bawah Ke
camatan, tetapi telah mengalami perubahan yaitu berada langsung 
dibawah Mukim. 

Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam peny
elenggaraan pemerintahan gampong.62 Disisi lain Keuchik juga me
megang fungsi Mono Trias Function (manunggal tiga fungsi : ekseku
tif, legislatif dan yudikatif) yang dibantu oleh Tuha Peut ( A.J.Vleer/ 
PDIA,1978: 14 ) dan Imeum Meunasah, beserta sekretaris gampong 
sebagai perangkat gampong (Badruzzaman: 2002: 34).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Qanun No. 5 Tahun 2003 
tentang Pemerintahan Gampong bahwa Gampong mempunyai tu
gas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangu
nan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari’at 
Islam.  Selanjutnya pada Pasal 4 Qanun No. 5 Tahun 2003 disebutkan 
bahwa Gampong mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desen
tralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta se
gala urusan pemerintahan lainnya yang berada di gampong;

b. pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pele
starian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiri
tual di gampong;

c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, 
sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di gam
pong;

62 Lihat Pasal 11 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
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d. peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam;
e. peningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
f. penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persen

gketaanpersengketaan atau perkaraperkara adat dan adat is
tiadat di gampong.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa kewenangan 
gampong, meliputi :

a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul gam
pong dan ketentuan adat dan adat istiadat;

b. kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perun
dangUndangan;

c. kewenangan yang berdasarkan Peraturan PerundangUndan
gan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah 
Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;

d. kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah 
Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.

Pada Pasal 5 ayat 2 ditambahkan bahwa tugas pembantuan se
bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disertai dengan pem
biayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana. Serta pada Pasal 
5 ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah Gampong berhak menolak 
pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembi
ayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.
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Penelitian ini dilakukan dalam Provinsi Aceh dimana lokasi ter
pilih untuk pengambilan data lapangan adalah  3 (tiga) kabu
paten/kota, yaitu: Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh 

Selatan dan Kota Banda Aceh. Pemilihan ketiga lokasi tersebut di
dasarkan pada pertimbangan: representasi letak geografis, perbe
daan kultur dan heterogenitas masyarakat sehingga ada persamaan 
persepsi tentang sistem pelaksanaan pemerintahan di tingkat keca
matan. Kabupaten Aceh Timur mewakili wilayah Aceh bagian timur, 
Aceh Selatan mewakili Aceh bagian selatan sedangkan Kota Banda 
Aceh sebagai ibukota Pemerintahan Aceh yang memiliki karakteris
tik beragam dalam pelaksanaan di tingkat kecamatan.  

Aspek yang dicermati  di kecamatan adalah 7 elemen dasar pe
nataan pemerintah yaitu : 

1.Kewenangan  
2.Struktur Organisasi
3.Sumber Daya Aparatur
4.Sumber Pendanaan  
5.Pengawasan  
6.Pelayanan Publik  
7.Pola Hubungan Kerja  

5.1. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan di Aceh Timur
5.1. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan di Aceh Timur
5.1.1 Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu daerah yang 
memiliki letak yang strategis sebagai penghubung antara ibukota 
Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Ka
bupaten Aceh Timur berada pada koordinat 4009’21, 08”  5006’02, 
16” Lintang Utara dan 97015’22, 07”  97034’47, 22” Bujur Timur. Ka
bupaten Aceh Timur memiliki batasbatas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan 
Selat Malaka.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa 
dan Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB V
DINAMIKA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH KECAMATAN DI ACEH
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- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan 

Kabupaten Bener Meriah.
Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040,60 Km2 atau 

10,53% dari luas Provinsi Aceh. Yang terdiri dari 24 kecamatan, 521 
desa dan 1 desa persiapan meliputi 45 mukim dan 8 mukim persia
pan yang terdiri dari 1.584 dusun. Luas wilayah terbesar adalah Ke
camatan Serbajadi seluas 2.165,66 Km2 dan terkecil Kecamatan Da
rul Ihsan seluas 54,50 Km2. Pada Desember 2008 telah dikeluarkan 
Qanun No. 5 dan No. 6 tentang pemekaran  wilayah kecamatan dan 
gampong sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah63. 
Perkembangan Kota Idi sebagai ibukota Kabupaten Aceh Timur ma
sih berjalan lambat, sarana perkantoran yang belum tersedia di Idi 
menyebabkan kebanyakan dinas masih berkantor di Kota Langsa, 
ibukota Kabupaten Aceh Timur yang lama.

Pada tahun 2000 di Kabupaten Aceh Timur terjadi pemekaran 
Kota Langsa, selanjutnya pada tahun 2002 terjadi lagi pemekaran 
Kabupaten Aceh Tamiang yang mengakibatkan jumlah kecamatan 
yang tersisa hanya ada 19 kecamatan. Pemekaranpemekaran keca
matan dan desa yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur menyebab
kan tahun 2009 terdapat 24 kecamatan dan 512 desa.

Topografi Aceh Timur merupakan daerah berbukit dengan ket
inggian wilayah yang cukup beragam. Wilayah Aceh Timur seba
gian besar didominasi oleh hutan dengan luas mencapai 346,469 Ha 
(57,36%), kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat seluas 
78,513 Ha (13%).

 
Gambaran Umum Kecamatan Lokus

Kecamatan Idie Rayeuk. 
Idie Rayeuk adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh 

Timur. Ibukota Idie Rayeuk adalah Idi. Idie Rayeuk terdiri atas 3mu
kim dan 35 gampong. Jumlah penduduk Idie Rayeuk hingga tahun 
2009 berjumlah 33.518 jiwa. Jumlahnya berkurang karena pada ta
hun 2007 jumlah penduduk mencapai 35.354jiwa. Berada di wilayah 
seluas 79,60 Km2..

63 Lihat Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan 3 (tiga) Dalam Ka
bupaten Aceh Timur, Qanun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gampong 
Dalam Kabupaten Aceh Timur
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Kecamatan Rantau Peureulak
Ibukota Rantau Peureulak adalah Ranto Panjang. Rantau Peu

reulak terdiri atas 23 gampong. Jumlah penduduk Rantau Peureulak 
hingga tahun 2009 berjumlah 21.091 jiwa. Hal meningkat karena 
pada tahun 2005 jumlah penduduk mencapai 19.036 jiwa. Berada di 
wilayah seluas 129,00 Km2.

Kecamatan Madat
Ibukota Madat adalah Madat. Madat terdiri atas 26 gampong. 

Jumlah penduduk Madat hingga tahun 2009 berjumlah 24.423 jiwa. 
Jumlah penduduk bertambah karena pada tahun 2007 jumlah pen
duduk mencapai 23.700 jiwa. Berada di wilayah seluas 200,84 Km2.

5.1.2. Temuan Lapangan
Aspek Kewenangan
 Kewenangan yang dimiliki camat saat ini menjadi berkurang. 

Hal ini tidak dibarengi pemahaman masyarakat. Masyarakat masih 
beranggapan bahwa camat merupakan kepala wilayah yang men
jadi tumpuan keluhan dan meminta solusi terhadap masalah apa
pun. Posisi kecamatan yang demikian haruslah menjadi perhatian 
Pemerintah Aceh untuk merevitalisasi kedudukan dan peran keca
matan di daerah. Sebagai salah satu solusi yang dapat diterapkan 
adalah mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintah kabupat
en/kota kepada camat untuk menyelenggarakan urusan otonomi 
daerah.  

Untuk  Kabupaten Aceh Timur  belum mendelegasikan sebagian 
kewenangannya kepada camat. Alasan yang disampaikan oleh peja
bat terkait  Asisten I Bidang Umum,  bahwa perlu kejelasan tentang 
kedudukan kecamatan  beliau menjelaskan bahwa faktor external 
yang menyebabkan Kabupaten Aceh Timur belum mendelegasikan 
sebagian kewenangannya ke kecamatan adalah karena minimnya 
regulasi tentang  kecamatan. Berikut adalah pernyataan yang dike
mukakan Asisten I Bidang Umum: “… seharusnya dengan keluarnya 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ada beberapa Peraturan Pemer
intah (PP) yang dapat mendukung penyusunan Qanun. Kesimpulannya 
kabupaten belum melakukan pelimpahan kewenangan terhadap kecamatan 
dikarenakan belum adanya kebijakan yang jelas…”. Hal ini menyiratkan  
bahwa persoalan tidak hanya pada kabupaten/kota, tapi juga pada 
tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam 
hal regulasi. 
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 Secara  internal  adalah persoalan kewenangan  di kabupat
en telah dilimpahkan ke SKPD sehingga  terjadi pengalihan besar
besaran dalam hal pelayana publik ke otoritas dinas/badan teknis 
daerah. Kecamatan hanya menjadi lembaga pemberi rekomendasi 
bagi masyarakat yang hendak mengurus segala macam perizinan. 
Hal ini justru  menyebabkan rantai birokrasi justru semakin pan
jang. Sehingga untuk pelimpahan kepada kecamatan menjadi dile
matis. Artinya ketika pemerintah kabupaten ingin mendelegasikan 
kewenangannya ke camat maka  “harus” memangkas kewenangan 
yang telah diberikan kepada SKPD.  Implikasi lain bahwa setiap we
wenang yang telah dilimpahkan harus disertai dengan pembiayaan, 
hal ini berarti SKPD akan kehilangan sebagian pendanaan dan harus 
berbagi ke kecamatan.

 Saat ini peran kecamatan di Aceh bervariasi mulai dari peleng
kap penderita sampai hanya sekedar mempertahankan eksistensi 
yang sudah terlanjur ada. Seperti yang diungkapkan   salah seorang 
camat: ”…Secara kewenangan kita tidak ada, tetapi secara faktual kita 
menjalankan fungsi sebagai kepala wilayah. Sedangkan ketika ada kasuska
sus di lapangan kita yang kena imbasnya disuruh menyelesaikan.” 

 Berdasarkan wawancara dengan camat di Kabupaten Aceh 
Timur, terekam dengan jelas rasa “frustasi” akibat sempitnya ke
wenangan yang mereka miliki saat ini. Hal ini seharusnya bisa di
jembatani dengan pembicaraan secara terbuka di antara unsurun
sur pemerintah di Kabupaten Aceh Timur. Tentu saja semangat yang 
diusung bukanlah ego sektoral diantara masingmasing SKPD, akan 
tetapi yang dikedepankan adalah pelayanan terhadap masyarakat. 

Temuan permasalahan tersebut di atas selaras dengan  hasil kaji
an lapangan di dua kecamatan di Provinsi Bali.64 Bahwa telah terjadi 
erosi kewenangan pada kecamatan yang membuat kecamatan tidak 
berdaya akibat:

1. Hilangnya kewenangan kecamatan terhadap pemerintahan 
atas hierarkhi penentuan di bawahnya (pemerintah desa) yang 
selama ini terhubung baik secara struktural maupun fungsio
anl. Kini, hubungan itu lebih banyak diletakkan pada ikatan 
moral sematamata.

64 Lihat Lala M. Kolopaking dalam Tulisannya “Kecamatan Di antara Desa Dinas 
dan Desa Adat di Kabupaten Bangli dan Karangasem Provinsi Bali. dalam buku 
“Kecamatan untuk kesejahteraan Rakyat” 2008 hal 101.
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2. Hilangnya kewenangan untuk mengurus pelayanan publik 
karena terjadi pengalihan besarbesaran ke otoritas adminis
trasi pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan hanya menjadi 
lembaga pemberi rekomendasi bagi masyarakat yang hendak 
mengurus segala macam perizinan, yang menyebabkan rantai 
birokrasi justru semakin panjang.

3. Hilangnya fungsifungsi kecamatan di dalam perancangan dan 
pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal akibat ketiadaan 
hak untuk mengetahui atau menentukan halhal teknis opera
sional pembangunan karena telah menjadi hak dinas sektoral, 
maka kecamatan tidak lagi memantau dan melakukan quality 
assurance atas program dan proyek yang datang di wilayahnya. 

Aspek Struktur Organisasi
Aspek struktur organisasi dalam kajian ini dapat dilihat dari 

kekonsistenan tugas pokok dan fungsi yang ada dengan peraturan 
atau kebijakan yang berlaku, apakah tugas pokok dan fungsi telah 
mengakomodir semua aspek yang ada di dalam kebijakan dan telah 
terbagi secara proporsional ke dalam jabatan yang ada. Perumusan 
struktur organisasi harus menyesuaikan dengan kebutuhan keca
matan dan karakteristik wilayah serta kekhususan Aceh sendiri seb
agai daerah yang diberi otonomi khusus.  

Ketentuan mengenai struktur organisasi kecamatan diatur 
dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor  4 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Pada Pasal 3 
menyebutkan bahwa:

(1)  Susunan organisasi kecamatan terdiri dari: 
a. Camat;
b. Sekretariat;
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Keistimewaan Aceh.
g. Seksi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olah Raga; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
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Susunan organisasi kecamatan di Kabupaten Aceh Timur dapat 
dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

di Kabupaten Aceh Timur

.

Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur

Tugas Pokok dan Fungsi
Menurut struktur organisasi pemerintahan, camat bertanggung 

jawab kepada Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah dan be
rada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan. Camat mempunyai 
tugas pokok sebagai berikut:

1. Membantu Bupati selaku Administrator Pemerintahan.
2. Membantu Bupati selaku Administrator Pembangunan.
3. Membantu Bupati selaku Administrator Kemasyarakatan.
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Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 63 Tahun 
2009, Pemerintah Kecamatan memiliki tugas pokok dan fungsi seb
agai berikut:

Camat
Camat mempunyai tugas:

a. Memimpin dan membina kecamatan dalam pelaksanaan tugas 
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan  
yang berlaku dan kebijakan pemerintah kabupaten;

b. menyiapkan kebijakan umum di bidang pemerintah keca
matan;

c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman 

dan ketertiban umum;
e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan pe

rundangundangan;
f. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasi

loitas pelayanan umum;
g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan tingkat keca

matan;
h. melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gam

pong;
i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang ling

kup tugasnya atau yang belum dapat dilaksankan oleh pemer
intah gampong; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat mempunyai fungsi:
a. Pembinaan pemerintahan mukim dan gampong, penyelengga

raan tugastugas pemerintahan umum, pembangunan dan ke
masyarakatan;

b. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan;
d. pembinaan pembangunan prasarana ekonomi dan kelestarian 

lingkungan hidup;
e. pembinaan pembeerdayaan perempuan, pemuda dan olahra

ga;
f. pembinaan kesejahteraan sosial;
g. pembinaan pelaksanaan Syariat Islam
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h. pembinaan dan pengembangan adat, istiadat dan keistime
waan Aceh;

i. penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausa
haan secretariat kecamatan;

j. penyelenggaraan tugastugas lain yang diberikan Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten.

Sekretariat Kecamatan
Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas: membantu camat 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, melaku
kan koordinasi penyusunan program pembinaan, pengelolaan ad
ministrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubun
gan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketat
alaksanaan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada 
seluruh unit kerja dalam organisasi pemerintah kecamatan.

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepega

waian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip 
dan dokumentasi  serta organisasi dan ketatalaksanaan;

b. penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka pan
jang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;

c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengunpulan dan 
pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan pro
gram dan kegiatan;

d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
e. penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh ca

mat dengan bidang tugasnya.

Sekretariat kecamatan terdiri dari:
1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan;
3. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Umum 
Tugas: Melakukan pengelolaan administrasi umum yang me

liputi ketatausahaan, surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi 
kerumahtanggaan, perlengkapan, perjalanan dinas, hubungan ma
syarakat dan pengumpulan bahan rencana anggaran, pengelolaan 
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tata usaha kepegawaian, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, pen
ingkatan sumber daya aparatur dan pembinaan organisasi ketatal
aksanaan.

Fungsi:
a. Penataan organisasi dan tata laksana aparatur pemerintah keca

matan dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan umum 
serta pelayanan kepada masyarakat;

b. penataan arsip kantor meliputi surat menyurat dan dokumen
tasi;

c. pengumpulan bahan rencana anggaran keuangan dalam me
nyediakan kebutuhan kantor dan pelaksanaan tugas;

d. pengelolaan kerumahtanggaan, perlengkapan, perjalanan di
nas;

e. pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi kebutu
han pegawai, mutasi pegawai, dan peningkatan sumber daya 
aparatur.

Sub Bagian Keuangan 
Tugas: Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang 

meliputi penyusunan anggaran, belanja barang, pembukuan, per
tanggungjawaban dan laporan keuangan.

Fungsi:
a. Penyusunan anggaran keuangan sesuai dengan kebutuhan 

kantor untuk mendukung lancarnya proses penyelenggaraan 
pemerintah kecamatan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. pengelolaan kebutuhan barang yang dibutuhkan dalam 
menunjang lancarnya operasional kegiatan;

c. penataan pembukuan keuangan guna mengetahui pengeluar
an anggaran dalam memenuhhi operasional kegiatan;

d. membuat laporan keuaungan pada akhir tahun guna informasi 
tentang pertanggungjawaban kantor.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Tugas: Mempersiapkan penyusunan kegiatan tahunan, rencana 

strategis jangka pendek dan jangka panjang, pengumpulan data, 
penyajian data, evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan ser
ta penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kerja di 
lingkungan kecamatan.
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Fungsi:
a. Perencanaan program kerja tahunan di masingmasing bidang 

sebagai acuan dasar untuk melaksanakan kegiatan;
b. merumuskan rencana strategis jangka pendek  dan jangka pan

jang untuk menentukan keberhasilan dalam pencapaian pro
gram;

c. monitoring terhadap pelaksanaan tugas kecamatan;
d. mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan guna 

meningkatkan kinerja aparatur;
e. membuat laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja di 

lingkungan kecamatan serta tingkat pencapaian sasaran.

Seksi Tata Pemerintahan
•	 Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas: Membantu camat 

dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan 
urusan pemerintahan umum, pembinaan/pengawasan pemer
intahan mukim dan pemerintahan gampong, administra
si pertanahan/keagrariaan, administrasi kependudukan dan 
melakukan pembinaan ketertiban lingkungan, melaksanakan 
upaya pembinaan terhadap masyarakat serta melakukan peng
umpulan bahan, mengadakan evaluasi dan pelaporan, penyu
sunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelengga
raan pemerintahan dan ketertiban umum di kecamatan.

•	 Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program pembinaan penyelenggaraan pemer

intahan umum, penyelenggaraan pemerintahan mukim, 
dan pemerintahan gampong;

b. penyusunan program administrasi kependudukan dan 
catatan sipil;

c. penyusunan program administrasi pertanahan/keagrari
aan;

d. penyusunan program pembinaan kesatuan bangsa dan per
lindungan masyarakat;

e. pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat;
f. penyusunan program teknis pembinaan terhadap masyara

kat;
g. evaluasi dan pelaporan hasil pencapaian program.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 
•	 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai 
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fungsi:
Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program 

di bidang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan ma
syarakat, menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi di 
bidang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial 
masyarakat, melaksanakan pengawasan, menyusun program 
pengembangan sarana dan prasarana perekonomian, produk
si, distribusi transportasi barang dan jasa, mengadakan evalu
asi dan pelaporan serta pelayanan sosial di kecamatan.

•	 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai 
fungsi:
a. Penyusunan program pembinaan, pengembangan produk

si, distribusi, transportasi barang dan jasa;
b. penyusunan pembangunan prasarana dan sarana masyara

kat;
c. penyusunan program pembinaan pelayanan pemberday

akan masyarakat;
d. pengawasan di bidang pembangunan dan peningkatan 

pemberdayaan masyarakat;
e. evaluasi dan pelaporan hasil pencapaian kinerja.

Seksi Keistimewaan Aceh
•	 Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas: Merumuskan dan 

menetapkan kebijakan pelaksanaan program penyelenggaraan 
keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, adat istiadat dan ke
agamaan, melaksanakan pelayanan teknis administrasi, men
gadakan pengawasan, menyusun program pembinaan dan 
pengembangan pelaksanaan keistimewaan Aceh, mengadakan 
evaluasi dan pelaporan serta penerapan syariat Islam.

•	 Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian program pengembangan adat dan adat 

istiadat;
b. penyusunan program pembinaan/pengembangan pening

katan adat dan adat istiadat;
c. penyusunan pembinaan, peningkatan, pengembangan 

pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh;
d. pengawasan di bidang pelaksanaan syariat Islam dan keis

timewaan Aceh;
e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program.
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Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
•	 Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga 

mempuyai tugas: Merumuskan dan menetapakan kebijakan 
pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, pemuda 
dan olahraga, pembinaan kepemudaan, meningkatkan partisi
pasi perempuan, peningkatan prestasi olahraga, member moti
vasi, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, menyusun 
program pembinaan dan pengembangan, mengadakan evalua
si dan pelaporan, menyelenggarakan pelayanan teknis admin
istrasi kepemudaan, perempuan dan olahraga di kecamatan.

•	 Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga 
mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian organisasi perempuan, pemuda dan 

olahraga;
b. penyusunan program pembinaan peningkatan partispasi 

perempuan, pemuda dan olahraga;
c. penyusunan program dan pembinaan olahraga dalam or

ganisasi perempuan dan pemuda;
d. pembinaan dan pengembangan prestasi perempuan, pemu

da dalam bidang olahraga;
e. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepemu

daan, perempuan dan olahraga di tingkat kecamatan;
f. evaluasi dan pelaporan kinerja pencapaian program.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
•	 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tu

gas: Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pro
gram agar terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum di 
masyarakat, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyeleng
garakan pembinaanpembinaan dan pengawasan di bidang ke
tenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, mengadakan 
evaluasi dan pembinaan pelaporan tentang ketenteraman dan 
ketertiban umum di kecamatan.

•	 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program peningkatan di bidang ketenteraman 

dan ketertiban umum;
b. pendataan sarana dna prasarana serta fasilitas masyarakat;
c. koordinasi dengan pihak terkait guna meningkatkan keten



7777

Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan

teraman dan ketertiban di masyarakat;
d. pembinaan dan pengembangan tentang ketenteraman dan 

ketertiban umum;
e. pembinaan kaderkader melalui kerjasama dengan instansi 

atau pihak terkait guna meningkatkan ketenteraman dan 
ketertiban umum;

f. evaluasi dan pelaporan kinerja pencapaian program.

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi di atas, maka tim 
peneliti menilai bahwa struktur organisasi kecamatan yang ada di 
Kabupaten Aceh Timur sudah proporsional dengan beban tugas 
yang ada. Struktur organisasi yang telah proporsional tersebut den
gan beban tugas yang ada diharapkan dapat berkontribusi memberi
kan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun perlu pem
berdayaan  dan pengembangan potensi dari masingmasing seksi 
terutama seksi melalui penyediaan dana yang memadai untuk men
jalankan tupoksinya  

Aspek Sumber Daya Aparatur
Aspek sumber daya aparatur dalam kajian ini lebih menekankan 

pada kualitas dan kuantitas SDM yang ada di kecamatan. Kualitas 
SDM dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh 
seorang pegawai kecamatan dan pendidikan dan pelatihan yang dii
kuti oleh seorang pegawai untuk  menunjang kelancarannya peker
jaan yang diberikan kepadanya. Sedangkan kuantitas SDM dilihat 
dari jumlah pegawai kecamatan dengan struktur organisasi yang 
telah ditetapkan dalam peraturan/kebijakan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di daerah, 
tampak bahwa tidak hanya sempitnya kewenangan yang dimiliki 
oleh kecamatan saat ini, tapi juga kurangnya perhatian Pemerintah 
Kabupaten Aceh Timur. Hal ini terlihat dari kurangnya penyeba
ran SDM pada beberapa kecamatan. Misalnya yang terjadi di Keca
matan Rantau Peureulak, dari lima seksi yang ada yaitu: seksi Tata 
Pemerintahan, seksi Keistimewaan Aceh, seksi Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong 
dan seksi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga baru terisi 
tiga seksi yaitu seksi Tata Pemerintahan, seksi Pemberdayaan Ma
syarakat dan Gampong dan seksi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan 
Olahraga. Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh  Camat Ran
tau Peureulak : “…kita sudah berkalikali meminta personel tapi belum 
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dikirim juga sampai sekarang. Kita sudah meminta agar kursi yang kosong 
ini untuk diisi, tetapi ya sampai sekarang belum diisi. Ini sudah hampir se
tahun. Bahkan ketika saya masuk kesini cuma ada satu kasi, sekcam saja ti
dak ada. Saya bekerja sendiri. Permasalahannya adalah pegawai menumpuk 
di Langsa, ketika diajak ke daerah kebanyakan yang enggan.”

Di halaman berikut adalah Bagan Struktur Organisasi di Keca
matan Ranto Peureulak beserta personil yang menduduki jabatan
nya. Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa, ketersediaan sum
ber daya aparatur di Kecamatan Rantau Peureulak masih belum me
madai untuk mendukung pelayanan di kecamatan, terlihat dari tiga 
posisi jabatan yang masih kosong yaitu kepala sub bagian Perenca
naan, Evaluasi dan Pelaporan, kepala seksi Ketenteraman dan Ket
ertiban Umum serta kepala seksi Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan 
Olahraga. Kekosongan jabatan tersebut tentunya mengakibatkan 
ketidakseimbangan pelayanan publik yang dapat diberikan kepada 
masyarakat apalagi salah satu jabatan yang lowong adalah kepala 
seksi Keistimewaan Aceh, dimana seksi ini merupakan  kekhususan 
yang dapat membedakan kecamatan di Provinsi Aceh dengan keca
matan yang ada di provinsi lain. 

Selain itu bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah 
ba gian terpenting sebuah organisasi. Perencanaan adalah proses 
men definisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai  
tu juan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Eva
luasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk me
ng evaluasi dan melaporkan hasil dari seluruh kegiatan di kecamat
an. Tentu fatal jika kekosongan jabatan tersebut dibiarkan lama. Se
bagaimana terdapat pada tugas pokok dan fungsi sub bagian peren
canaan, evaluasi dan pelaporan tidak akan berjalan dengan optimal.

Pada halaman selanjutnya adalah bagan struktur organisasi 
Kecamatan Idie Rayeuk dan Kecamatan Madat. Dari kedua bagan 
tersebut, dapat terlihat struktur kecamatan Idie Rayeuk yang ada di 
wilayah kota dengan kecamatan Madat yang berada di wilayah desa 
dan perbatasan kabupaten. Terdapat perbedaan yang menyolok an
tara tipikal dua kecamatan tersebut. Kecamatan Idie Rayek yang  be
rada di pusat kota memiliki bagan yang hampir semua strukturnya 
terisi dengan personil. Hanya  jabatan kepala seksi ketenteraman 
dan ketertiban yang terlihat masih kosong. Namun, jika kita melihat 
bagan struktur yang ada pada Kecamatan Madat, masih banyak po
sisi/jabatan yang masih lowong. Sekretariat kecamatan sama sekali 
tidak terisi oleh per sonil kecuali Sekretaris camatnya, juga pada sek
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si Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga terlihat kosong pada 
bagan tersebut. Kedua fakta di atas telah menunjukkan bahwa distri
busi pegawai di kecamatan tidak merata, terutama kecamatan yang 
ada di wilayah dengan tipologi perkotaan dengan kecamatan yang 
berada di wilayah dengan tipologi pedesaan. 

Asumsi yang dapat dibangun berarti penempatan pegawai ke
camatan di Kabupaten Aceh Timur belum berdasarkan kebutuhan 
dari tiap kecamatan tetapi didasarkan pada kepentingan lain misal
nya sebagai contoh kepentingan pegawai yang bersangkutan tentu
nya dengan lobilobi pendekatan dengan pejabat yang berwenang 
terhadap konsep distribusi kepegawaian tersebut. Sebenarnya kalau 
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bisa konsisten dalam menan
gani distribusi kepegawaian tersebut, maka tidak ada alasan yang 
bisa melegalkan lowongnya jabatan yang ada di kecamatan. Karena 
setiap pegawai negeri sipil harus bersedia ditempatkan di mana saja 
yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat.

Kondisi kualitas SDM yang ada di Kecamatan Idie Rayeuk, 
dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.1
Kondisi SDM Aparatur Kecamatan Idie Rayeuk

No

1
2
3
4

Golongan
Kriteria

I
II
III
IV

Total

Jumlah
-
22
14
2

38

Pendidikan
Kriteria
SD

SLTP
SMA

Diploma
Sarjana

Total

Jumlah
-
-
27
1

10
38
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Kondisi kualitas SDM yang ada di Kecamatan Rantau Peureulak, 
dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.2
Kondisi SDM Aparatur Kecamatan Rantau Peureulak

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut 
golongannya pegawai di Kecamatan Rantau Peureulak sebagian be
sar adalah golongan II sebanyak 14 (empat belas) orang, golongan II 
yang didominasi lulusan setingkat SLTA yaitu sebanyak 13 (tiga be
las orang). 

Kondisi kualitas SDM yang ada di Kecamatan Madat, dapat dili
hat dari tabel berikut: 

Tabel 5.3
Kondisi SDM Aparatur Kecamatan Madat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut golon
gannya pegawai di Kecamatan Madat sebagian besar adalah golon
gan II  sebanyak 6 (enam) orang dan tenaga bakti sebanyak 6 (enam). 
Jika kita melihat pada latar belakang pendidikan pegawai kecamatan 
maka didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 10 (sepuluh) orang 

No

1
2
3
4
5

Golongan
Kriteria

I
II
III
IV

Tenaga Bakti
Total

Jumlah
5

14
5
2
1
27

Pendidikan
Kriteria
SD

SLTP
SMA

Diploma
Sarjana

Total

Jumlah
1
4

13
2
7
27

No

1
2
3
4
5

Golongan
Kriteria

I
II
III
IV

Tenaga Bakti
Total

Jumlah
3
6
5
2
6
22

Pendidikan
Kriteria
SD

SLTP
SMA

Diploma
Sarjana

Total

Jumlah
-
4

10
2
6
22
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kemudian diikuti lulusan sarjana sebanyak 6 (enam) orang.
Dari ketiga tabel di atas, terdapat perbedaan komposisi jumlah 

pegawai di tiga  kecamatan. Kecamatan Rantau Peureulak dan Ke
camatan Madat yang memiliki tipologi wilayah desa masingmasing 
jumlah sumber daya aparaturnya adalah 27 (dua puluh tujuh) dan 22 
(dua puluh dua) orang, sedangkan Kecamatan Idie Rayeuk yang me
miliki tipolog wilayah kota, jumlah sumber daya aparatur di keca
matannya adalah 38 (tiga puluh delapan orang). Perbedaan tersebut 
mengindikasikan bahwa belum adanya standart atau kriteria khusus 
untuk besaran jumlah pegawai di tiaptiap kecamatan. Hendaknya 
pemerintah kabupaten harus sudah memetakan berapa jumlah ideal 
sumber daya aparatur di kecamatan agar memiliki struktur kepega
waian yang konsisten di semua kecamatan yang ada dalam satu ka
bupaten. Hal ini tujuannya adalah agar tidak terjadi kesenjangan 
pelayanan yang diberikan di satu kecamatan dan di kecamatan yang 
lain dalam satu kabupaten. Selain memperhatikan prinsip kuantitas 
sumber daya aparatur, juga harus memperhatikan prinsip kualitas 
sumber daya aparatur.

Kualitas SDM pada kajian ini juga dilihat dari latar belakang 
pendidikan dan intensitas pendidikan dan pelatihan yang diikuti 
selama menjadi pegawai di kantor camat. Data yang kami peroleh 
di Kecamatan Rantau Peureulak, dari 27 pegawai yang ada, han
ya 4 (empat) pegawai yang memiliki daftar riwayat kursus/diklat 
baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten maupun yang 
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Diklat yang diikuti berupa 
diklat kepemimpinan dan diklat teknis. Begitu pula hasil wawancara 
dengan camat yang ada di Kabupaten Aceh Timur, mereka menge
luhkan kurangnya perhatian pemerintah kabupaten untuk melak
sanakan diklatdiklat teknis yang wajib diikuti pegawai kecamatan 
untuk mendukung kinerjanya.

Hasil studi Reposisi Kapasitas KetataPemerintahan Kecamatan: 
Arah, Skenario dan Evolusi Kelembagaan yang ditulis oleh Arya 
Hadi Dharmawan menyebutkan bahwa persoalan Sumber Daya 
Manusia yang dihadapi oleh kecamatan cukup rumit. Kerumitan itu 
disebabkan persoalan Sumber Daya Manusia bukan hanya sekedar 
menyangkut tingkat pendidikan yang tidak memenuhi perkemban
gan. Namun persoalan SDM, lebih jauh daripada semua itu, seperti:

a. Kekosongan kemampuan kewirausahaan sosial, yang selay
aknya dimiliki oleh camat sebagai pejabat publik dengan fung
si kemasyarakatan yang melekat erat padanya.
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b. Diperlukan standar moralitas yang minimal dapat menjamin 
good governance practice di tingkat kecamatan. Kebanyakan ke
luhan warga masyarakat yang selama ini dilayani oleh keca
matan, seringkali berputarputar pada isu intransparansi dan 
akuntabilitas yang rendah atas dana pungutan yang ditarik 
oleh kecamatan pada saat warga mengurus segala macam uru
san ke kecamatan.

c. Sistem perencanaan sumber daya manusia yang baik dan 
disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang, merupakan 
tuntutan berikutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah ka
bupaten.

Jika merujuk pada hasil studi di atas, setidaktidaknya Pemerin
tah Kabupaten Aceh Timur harus memastikan ada kebijakan yang 
benarbenar mampu mengakomodir kemampuan seorang camat 
dalam mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi seorang pe
mimpin dengan standart moralitas yang minimal dapat menjamin 
good governance practice di tingkat kecamatan. Selain itu juga harus 
ada kebijakan pemerintah daerah untuk menentukan formasi yang 
ideal suatu kecamatan yang sesuai dengan karakter atau kekhasan 
suatu kabupaten/kota. Kekhasan tersebut misalnya letak geografis, 
potensi wilayahnya atau adat istiadat setempat.

Aspek  Pendanaan
Menurut UUPA yang menyatakan bahwa kecamatan sebagai 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka selayaknyalah keca
matan diberi dana pembangunan. Sehingga seorang camat mem
punyai tugas untuk membuat perencanaan dan pembangunan di 
wilayahnya. Tidak demikian halnya dengan kecamatan saat ini, di
mana seorang camat menerima sejumlah dana yang cukup dialoka
sikan pengeluarannya untuk kegiatan rutin yang besarnya bervari
asi antar wilayah dan bukan untuk kegiatan perencanaan pemban
gunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Berdasarkan ha
sil wawancara dengan Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Timur, 
yang menyebutkan “…hal yang sangat disayangkan ialah kami kekuran
gan dana, jadi program yang dijalankan tidak ada, padahal tuntutan dari 
masyarakat cukup besar” .

Hal ini sangat ironis, karena sesungguhnya jika dikaji lebih dalam 
mengenai proses perencanaan pembangunan wilayah itu ada di 
tingkat kecamatan. Sebenarnya sebagian proses tersebut sudah diap
likasikan kecamatan di Aceh, dengan melibatkan kecamatan dalam 
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proses musrembang (musyawarah perecanaan pembangunan). Tapi 
dalam kegiatan musrembang, kecamatan hanya sebatas memfasilita
si kegiatan tersebut dalam sebuah forum di kecamatan, untuk kemu
dian hasil musrembang tersebut diteruskan kepada kabupaten, ke
mudian apabila salah satu usulan pada musrembang tersebut masuk 
dalam daftar prioritas barulah program tersebut didistribusikan ke
pada dinasdinas yang terkait. Sedangkan kecamatan bahkan sama 
sekali tidak dilibatkan dalam proyek, bahkan dalam hal surat pem
beritahuan saja. Fakta ini telah menunjukkan bahwa kecamatan di
anggap sebagai instansi pemerintah yang “numpang lewat”. Pada
hal jika dikaji lagi, proses ini hanya memperpanjang rantai birokrasi 
dan tentunya juga inefisiensi anggaran.

Aspek Pengawasan
Kecamatan adalah sebagai perangkat kabupaten di Aceh Timur. 

Oleh karena itu pengawasan harusnya dilakukan oleh pemerin
tah Kabupaten Aceh Timur. Pengawasan dapat dilakukan dengan 
menggunakan instrumen kerja yang terukur. Namun yang terjadi di 
lapangan bahwa sistem pengawasan tersebut belum memiliki uku
ran yang baku sehingga tidak dapat dilakukan sistem pengawasan 
tersebut. Selama ini, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Aceh Timur bersifat tidak rutin. Berikut petikan wawan
cara dengan Kabag Pemerintahan Aceh Timur “Pengawasan kami ada 
tapi tidak tertulis, sebab camat bertanggungjawab bukan kepada kami, teta
pi kepada bupati melalui sekda”.

Jika kita melihat konsep mengenai balanced scorecard, dari ke
empat komponen yang ditawarkan dalam konsep tersebut. Kompo
nen yang secara eksplisit sudah diterapkan pada kecamatan di Aceh 
Timur adalah internal business perspektif  yang ditandai dengan ad
anya penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah) dan pemeriksaat tahunan yang dilakukan inspektor
at ke kecamatan, dan pemeriksaan itu hanya bersifat administrasi 
keuangan saja.

Sebenarnya hal mendasar yang dapat menjadi acuan untuk pen
gukuran kinerja adalah rencana strategis (restra). Karena dalam ren
stra tersebut terdapat visi, misi dari sebuah instansi pemerintah. Ten
tunya visi dan misi tersebut juga harus merujuk pada renstra pemer
intah kabupaten/kota. Secara umum renstra  pemerintah kabupat
en/kota merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban akh
ir tahun anggaran dan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan 
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pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mengevalu
asi perkembangan kegiatan pembangunan karena di dalam format 
sistem manajemen akuntabilitas pemerintah. Renstra menjadi salah 
satu perangkat dasar pengukuran kinerja pemerintah.

Aspek Pelayanan Publik
Peningkatan pelayanan publik merupakan konsep yang sangat 

diperlukan untuk mengimplementasi good governance di tingkat ke
camatan. Aspek pelayanan publik pada kajian ini, dapat dilihat dari 
pelayanan administrasi dan pelayanan non administrasi yang di
berikan kecamatan pada masyarakat didasarkan pada standart op
erasional prosedur yang berlaku.

Pelayanan publik yang dilaksanakan Kecamatan di Aceh Timur 
dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.4
Pelayanan Publik Kecamatan di Aceh Timur

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelayanan administra
si yang diberikan adalah pelayanan di bidang administrasi kepen
dudukan seperti akte kelahiran, surat pindah, keterangan tidak 
mampu, dan lainlain. Sedangkan bidang administrasi lainnya sep
erti KTP dan KK diurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
Padahal KTP dan KK merupakan pelayanan yang diharapkan oleh 

No Administratif
Pelayanan surat pindah

Pelayanan SK aparat gampong

Pelayanan akta kelahiran

Pelayanan surat keterangan tidak mampu

Pelayanan surat dispensasi pernikahan

Pelayanan	SK	Imuem	Gampong,	Imuem	
Mesjid,	Khatib	Mesjid,	dan	Bilal	Mesjid

Pelayanan rekomendasi proposal

Pelayanan surat keterangan usaha

Pelayanan rekomendasi SITU dan HO

Pelayanan rekomendasi izin keramaian

Non-Administratif
Pelantikan aparat gampong

Penyaluran raskin

Penyaluran bantuan anak yatim

Penyelesaian sengketa tanah

Pelantikan pejabat struktural

Rapat	koordinasi

Membina	para	mukim	dan	keuchik	agar	
mampu meningkatkan pelayanan

Monitoring	administrasi	perkantoran	
imum mukim dan keuchik.

Monitoring	kondisi	desa	secara	lang-
sung 

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
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masyarakat diselenggarakan di kecamatan. Hal ini menjadi sangat 
urgen mengingat pelayanan administratif tersebut sangat dibutuh
kan masyarakat dan menjadi persyaratan untuk mengurus perizinan 
lainnya.

Memang UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kepen
dudukan, menyebutkan bahwa layanan kependudukan seperti pem
buatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk dilakukan 
oleh Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga lay
anan KK dan KTP tersebut ditarik dari kecamatan. Terlepas dari 
maksud baik penarikan ini yakni sebagai upaya menata data dan 
pengadministrasian data kependudukan yang selama ini dianggap 
kurang baik. Akan tetapi impact negatif dari penarikan ini adalah 
menimbulkan resistensi dari pihak kecamatan. Pihak kecamatan 
menanggapi bahwa kebijakan ini telah mereduksi tugas kecamatan 
yang merupakan ujung tombak dari pelayanan terhadap warganya.

Untuk mendekatkan pelayanan khususnya dalam pembuatan 
KTP dan KK, pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus mendele
gasikan wewenang tersebut ke kecamatan agar masyarakat tidak 
perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika 
pengurusan KTP dan KK sudah dilimpahkan ke kecamatan maka 
tentunya akan lebih mudah, cepat dan murah dibandingkan jika ma
syarakat harus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang le
taknya jauh dan waktu penyelesaian yang relatif lebih lama. Pendel
egasian wewenang tersebut hendaknya juga dibarengi dengan pen
ingkatan 3P (personal, pembiayaan dan prasarana). Hal ini dimak
sudkan agar, setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 
lebih efektif. Jadi tidak ada alasan lagi kalau penataan data dan pen
gadministrasian data kependudukan di kecamatan dianggap kurang 
baik.

Saat ini semua kecamatan yang ada di Indonesia sedang melak
sanakan amanah dari pemerintah pusat untuk memproses elektron
ikKTP atau EKTP sampai akhir tahun 2011. Meskipun leading sector 
dari EKTP ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kes
empatan ini merupakan momentum bagi kecamatan untuk menun
jukkan bahwa kecamatan mampu mengemban tugas penataan data 
dan pengadministrasian data kependudukan dengan professional 
untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. 

Dari sisi pelayanan non administratif, dapat kita lihat pada ta
bel di atas, bahwa pelayanannya lebih banyak pada pelaksanaan tu
gas rutin yang dilakukan oleh camat sehariharinya seperti pembi
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naan, monitoring, koordinasi dan mengikuti rapatrapat, dan lain
lain. Sedangkan kegiatan lain yang bersifat kreasi dan inovasi dari 
camat belum banyak dilakukan. Kreasi dan inovasi dalam memberi
kan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan oleh kecamatan
kecamatan yang ada di Aceh. Misalnya seperti inovasi pelayanan di 
Kecamatan Lubuk Basung yang menerapkan program pelayanan 
terpadu keliling kecamatan.65 Hal ini mengingat kondisi geografis 
yang berbukitbukit dan cukup luas sehingga tidak semua masyara
kat dapat mengurus langsung perizinanperizinan yang dibutuh
kan dikarenakan biaya transportasi yang mahal. Kondisi seperti ini 
sama dengan kondisi di Kabupaten Aceh timur yang memiliki luas 
wilayah 6.040,60 Km2 atau 10,53% dari luas Provinsi Aceh dengan 
topografi Kabupaten Aceh Timur yang merupakan daerah berbukit 
dengan ketinggian wilayah yang cukup beragam.

Selain inovasi program pelayanan terpadu keliling, ada satu 
program pemerintah yang dapat diterapkan pada kecamatankeca
matan di Aceh yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan. Namun ada 
beberapa syarat utama untuk mengimplementasikan PATEN terse
but. Syarat tersebut meliputi syarat substantif, syarat administratif 
dan syarat teknis.  

Syarat kecamatan sebagai penyelenggara PATEN:
a. Syarat substantif yaitu adanya pendelegasian wewenang bu

pati/walikota kepada camat, yang meliputi: 1) bidang periz
inan, dan 2) bidang non perizinan, yang telah ditetapkan den
gan Peraturan Bupati/walikota.

b. Syarat administratif meliputi: 1) standar pelayanan; dan 2) 
uraian tugas personil kecamatan, yang telah ditetapkan den
gan Peraturan Bupati/walikota.

c. Syarat teknis meliputi: 1) sarana dan prasarana, dan 2) pelak
sana teknis.

PATEN ini merupakan salah satu inovasi yang diprogramkan 
oleh pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kualitas dan 
mendekatkan  pelayanan kepada masyarakat serta memperhati
kan kondisi geografis daerah sehingga perlu mengoptimalkan per

65 Lihat hasil kajian Pengembangan kelembagaan kecamatan 2010. PKP2A I 
Bandung.
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an kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberi
kan pelayanan publik. Untuk standart operating procedure (SOP), ke
camatan di Kabupaten Aceh Timur belum memadai karena dari tiga 
kecamatan yang menjadi lokus kajian hanya Kecamatan Madat yang 
memiliki SOP sedangkan dua kecamatan lain belum memiliki SOP 
yang baku, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya masih berdasar
kan kebiasaan atau prosedur tetap yang tidak dibakukan dalam do
kumen tertulis. Standart pelayanan wajib dimiliki oleh setiap ke
camatan untuk menjamin diberikannya pelayanan yang berkuali
tas oleh kecamatan. Tanpa adanya standart pelayanan publik maka 
akan sangan mungkin terjadi kesenjangan pelayanan yang diberi
kan.

 
Aspek Pola Hubungan Kerja
Pola hubungan kerja yang terjadi antara kecamatan dan Kabu

paten Aceh Timur hanya sekedar koordinasi. Bahkan untuk satu bu
lan sekali saja belum tentu dilakukan koordinasi dengan para camat 
membahas kendalakendala yang dihadapai camatcamat di wilayah 
kerjanya. Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh  Asisten 1 
Bidang Administrasi dan Umum,  dalam wawancara dengan tim 
peneliti beliau bercerita bahwa “….untuk koordinasi rutin bulanan ti
dak ada, kalaupun ada hanya ketika ada kebutuhan yang insidentil saja.” 
Ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Aceh Timur tidak 
memberikan perhatian pada lembaga kecamatannya. Pemkab terke
san membiarkan kecamatan berjalan apa adanya, tanpa pelimpahan 
kewenangan, tanpa pengawasan bahkan pola hubungan yang terja
lin juga tidak efektif, hanya insidentil saja. Kalaulah faktanya sep
erti itu, berarti tinggal para camatlah yang harus berinovasi mema
jukan organisasi dan sumber daya aparaturnya. Selama ini memang 
ada salah satu usaha yang dilakukan para camat se kabupaten Aceh 
Timur untuk mengatasi maslahmaslah yang dihadapi para camat 
saat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Berikut pernyataan 
yang disampaikan oleh Camat Madat,   “Pertemuan rutin antar camat 
memang ada, Ada koordinator camat untuk kecamatan-kecamatan yang ada 
di Kabupaten Aceh Timur. Ini memang tidak formal, untuk memudahkan 
kami dalam menjalin hubungan. Ketika ada beban camat yang tidak ter
pecahkan, kita pecahkan bersama-sama. Dengan adanya koordinator, kita 
akan cepat mendapatkan informasi.”

Sedangkan pola hubungan yang terjadi antara kecamatan den
gan dinas daerah dan lembaga teknis daerah juga bersifat koordina



9191

Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan

si. Namun koordinasi yang terjalin juga kurang efektif. Ada sebagian 
lembaga teknis daerah yang mau berkoordinasi dengan kecamatan 
namun ada juga lembaga teknis daerah yang tidak mau berkoordi
nasi dengan kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Timur. Berikut 
kutipan wawancara dengan salah seorang camat “…Seharusnya se
luruh SKPD itu melapor ke kecamatan setiap ada agenda lapangan, kami 
pernah menyampaikan pada rapat koordinasi, kalau ada kontraktor melak
sanakan kerja, harus sepengetahuan camat dan geuchik. Kemarin ada con
toh pemasangan mercusuar yang mengambil teknisi dari luar. Tidak ada 
lapor ke kecamatan Madat. Bayangkan saja kalau misalnya teknisi tersebut 
adalah DPO, kan camat yang kena”. Baru ketika muncul permasalah
an, misalnya konflik masalah tanah, barulah mereka datang memin
ta bantuan camat.

Hubungan kerja yang terjalin antara kecamatan dengan instansi 
vertikal di Kabupaten Aceh Timur bersifat koordinasi. Hubungan 
kerja juga masih terbentuk dalam satu sistem yang disebut MUSPI
KA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Keberadaan camat sampai 
saat ini masih diposisikan sebagai koordinator MUSPIKA, meskip
un camat bukan lagi kepala wilayah. Hanya saja kedudukan sebagai 
koordinator tidak sekuat pada saat camat berposisi sebagai kepala 
wilayah. Dengan demikian hubungan kerja yang terjadi pun lay
aknya seperti hubungan kerja MUSPIKA seperti dulu. Misalnya ca
mat tetap memimpin pada saat upacara pengibaran bendera pada 
hari perayaan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selain hal tersebut, 
eksistensi MUSPIKA di Kabupaten Aceh Timur juga terlihat pada 
perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap unsur MUS
PIKA di daerahnya yang menganggap bahwa MUSPIKA merupak
an ujung tombak di lapangan yang sekaligus merupakan perpanjan
gan tangan pemerintah di tingkat kecamatan. Pernyataan tersebut 
diungkapkan Bupati Aceh Timur   dalam acara pembukaan Rapat 
Koordinasi (Rakor) Unsur Muspika dalam Kabupaten Aceh Timur 
Tahun 2011.66 Tujuan dari rapat Koordinasi Unsur Muspika terse
but adalah untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian dan kese
larasan dalam setiap kegiatankegiatan yang dilaksanakan yang ses
uai dengan pencapaian dan tujuan bersama yang tidak menyalahi 
aturan yang berlaku. Oleh karena itu agar pelaksanaan koordinasi 

66 lihat  http://bongkarnews.com/beta/view.php?newsid=2209
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dapat berhasil secara optimal perlu memperhatikan betapa penting
nya koordinasi dan hubungan kerja antar instansi dalam hal ini Un
sur Muspika sesuai dengan prinsipprinsipnya dengan maksud per
lu adanya koordinasi dan kerjasama penyelengaraan pemerintahan 
antara aparatur di Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing
masing.

Mukim berkedudukan langsung di bawah camat, oleh karena 
itu hubungan kerja yang terjalin antara kecamatan dengan mukim di 
Kabupaten Aceh Timur bersifat pembinaan dan koordinasi di bidang 
penyelenggaraan syariat Islam, adat istiadat dan kegiatan sosial lain
nya. Mukim sebagai instansi yang mengusung kekhasan Provinsi 
Aceh, harusnya ada mekanisme yang mengatur pola hubungan an
tara mukim dan kecamatan di masingmasing daerah agar ada kej
elasan keistimewaan yang dimiliki oleh mukim. Selama ini praktek 
yang berjalan di Kabupaten Aceh Timur, tidak ada pola yang men
gaturnya, berjalan apa adanya. Bahkan masih banyak ditemui mu
kim di Kabupaten Aceh Timur yang tidak memiliki gedung perkan
toran.67

Hubungan kerja yang terjalin antara kecamatan dengan gam
pong di Kabupaten Aceh Timur merupakan hubungan koordinatif. 
Perubahan status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat dae
rah membawa perubahan terhadap hubungan camat dengan keu
chik. Kini secara struktural, camat tidak lagi sebagai atasan dan seba
liknya keuchik juga merupakan anak buah atau bawahan camat. Ca
mat merupakan mitra kerja keuchik. Sehingga camat tidak ada hak 
untuk mengatur dan memerintah keuchik untuk mengerjakan atau 
melakukan sesuatu. Meskipun demikian, camat sebenarnya juga ma
sih mempunyai kekuatan untuk mengontrol gampong yang ada di 
wilayahnya apalagi pada kecamatan yang memiliki tipologi wilayah 
pedesaan, karena masyarakatnya masih beranggapan bahwa keca
matan adalah kepala wilayahnya. Hanya saja kemampuan ini san
gat tergantung pada kemampuan individual camat untuk melaku
kan improvisasi dan inovasi.

5.2 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan
 5.2.1 Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Aceh Selatan secara geografis terletak pada 20 22’36” 

67 http://lidahtinta.wordpress.com/2011/03/04/pemerintahanmukimharus
berdaulat/
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 40 06’00” Lintang Utara dan 90035’40” – 96035’34” Bujur Timur den
gan luas wilayah 4.005,10 Km2. Kabupaten Aceh Selatan berbatasan 
dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah utara, Kota Subulus
salam di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan dan 
Kabupaten Aceh Barat Daya di sebelah barat. 

Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 16 kecamatan, 43 mukim 
dan 248 desa. Dari 16 kecamatan tersebut yang memiliki wilayah 
paling luas adalah Kecamatan Trumon Timur yaitu 684,88 Km2 atau 
17, 10% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Sedan
gkan kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Kecamatan 
Labuhan Haji yaitu 43,74 Km2  atau sekitar 1,09% dari luas seluruh 
wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan dengan jumlah desa 
paling banyak yaitu Kecamatan Samadua dengan jumlah desa se
banyak 28 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling 
sedikit yaitu Kecamatan Bakongan Timur dan Kluet Timur dengan 
jumlah desa masingmaisng sebanyak 7 desa. 

Topografi Kabupaten Aceh Selatan memanjang sepanjang pe
sisir barat selatan Provinsi Aceh. Dari 16 kecamatan hanya 3 keca
matan yang tidak berbatasan dengan Samudera Indonesia yaitu Ke
camatan Trumon Timur, Kecamatan Kluet Timur dan Kecamatan 
Kluet Tengah.

Kecamatan terjauh pada sisi utara yaitu Kecamatan Labuhanhaji 
Barat dengan jarak dari ibukota kecamatan sejauh 15 Km dan Tru
mon Timur merupakan kecamatan terjauh pada sisi selatan dengan 
jarak ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan sejauh 120 Km.

Gambaran Umum Kecamatan Lokus
Kecamatan  Tapaktuan
Tapak Tuan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Se

latan. Tapak Tuan juga berperan sebagai ibukota dan pusat pemer
intahan Kabupaten Aceh Selatan. Tapaktuan mempunyai makanan 
khas yaitu Kue Pala. Tapaktuan juga dikenal dengan sebutan Kota 
Naga. Kecamatan Tapaktuan memiliki wilayah seluas 11.508 Ha. Ibu
kota Kecamatan Tapak Tuan adalah Tapak Tuan, terdiri dari 15 gam
pong.  Potensi utama Kecamatan Tapak Tuan adalah sektor pendidi
kan, budaya dan perdagangan. Sebelah utara berbatasan dengan Ke
camatan Kluet Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera 
India. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara. Se
dangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Samadua.
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Kecamatan  Meukek
Ibukota Kecamatan Meukek adalah Kuta Baro. Kecamatan Meu

kek  memiliki luas 40.839 Ha. Terdiri atas 4 mukim dan 22 gampong.  
Jumlah penduduk 19.771 jiwa. Sebelah utara berbatasan dengan Ke
camatan Labuhan Haji Timur. Sebelah Selatan berbatasan dengan 
Kecamatan Sawang. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hin
dia. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara. 
Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan 
pedagang. Mata pencaharian penduduk lainnya adalah PNS, nelay
an, buruh/pegawai swasta serta industri rumah tangga.

Kecamatan Trumon Timur
Ibukota Kecamatan Trumon Timur adalah Krueng Luas. Keca

matan Trumon Timur memiliki luas wilayah 684,88 Km2. Kecamatan 
Trumon Timur berjarak 120Km dari ibukota Kabupaten Aceh Se
latan. Jumlah penduduk Kecamatan Trumon Timur hingga tahun 
2009 mencapai 10.241 jiwa. 

5.2.2 Temuan Lapangan
Aspek Kewenangan
Pendelegasian kewenangan kabupaten ke kecamatan merupak

an upaya untuk mengakomodir kewenangankewenangan yang ti
dak dilimpahkan kepada SKPD. Upaya ini juga dilaksanakan dalam 
rangka meretas jalur birokrasi yang sangat rumit dari masyarakat ke 
kabupaten. 

Urusan yang menjadi urusan pemerintah kecamatan di Kabu
paten Aceh Selatan belum sepenuhnya dilimpahkan. Kecamatan 
hanya melaksanakan tugastugas pemerintahan dan pembangunan 
kemasyarakatan. Seperti yang terjadi pada Kecamatan Meukek, be
lum ada pelimpahan kewenangan untuk menjalankan sebagian tu
gastugas otonomi daerah. Kecamatan hanya menjadi koordinator, 
sehingga tidak jelas apa yang menjadi sasaran kerjanya. Yang dapat 
dikerjakan oleh kecamatan hanya pengutipan Pajak Bumi dan Ban
gunan serta PAD.

Camatcamat di Kabupaten Aceh Selatan merupakan perangkat 
daerah yang membantu Bupati Aceh Selatan, sama halnya dengan 
kepala dinas. Hanya saja terdapat hal yang berbeda, yaitu jika ke
pala dinas bekerja berdasarkan sektoral, camat hanya bekerja ber
dasarkan teritorial saja. Namum meskipun kecamatankecamatan 
di Kabupaten Aceh Selatan memiliki wilayah, tetapi kecamatan ti
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dak otonom layaknya seperti mukim. Secara kewenangan, urusan 
kewenangan kecamatan tidak sejelas urusan SKPD. Kecamatan bisa 
saja mengurusi segala hal urusan sektoral yang berada di wilayahn
ya. Tetapi bisa saja hanya sekedar melaksanakan urusan adminis
trasi umum pemerintahan sebagai perpanjangan tangan bupati saja. 
Hal inilah yang terjadi pada sebagian kecamatan di Kabupaten Aceh 
Selatan.

 Bagan di sejumlah halaman berikut menggambarkan struktur 
organisasi kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan. Se
bagaimana yang dapat kita lihat bahwa setiap struktur sudah terisi 
secara keseluruhan. Tiaptiap kecamatan terdiri atas seorang camat 
yang dibantu oleh seorang sekretaris camat. Lazimnya seperti ke
camatan lainnya, setingkat di bawah sekretaris camat ada bebera
pa subbagian yang membantu pelaksanaan kerja. Terdapat Subba
gian Umum, Subbagian Kepegawaian, serta Subbagian Keuangan. 
Sementara itu untuk kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, camat 
membawahi beberapa seksi. Seksiseksi tersebut antara lain Sek
si Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Mukim dan Gampong, 
Seksi Ketentaraman dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sos
ial serta Seksi Pelayanan Umum.

Penataan kelembagaan kecamatan belum sesuai dengan potensi 
wilayah dan keistimewaan Aceh. Pada struktur organisasi pemerin
tah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, belum terdapat jabatan 
kepala seksi yang khusus menangani keistimewaan Aceh. Idealnya 
ketika Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus, maka hal
hal yang berkenaan dengan fungsi keistimewaan juga turut diser
takan dalam penyelenggaraannya.

 Camat  Trumon Timur menyatakan kepada Tim bahwa dike
camatan yang ia pimpin  “hanya 2 (dua) seksi saja yang baru terisi, 
karena masih kurangnya SDM. Semua pegawai disini berasal dari 
luar, dan total pegawai di kecamatan saat ini hanya berjumlah 13 
orang”. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh  Asisten 
I Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan kepada Tim, bahwa Keca
matan Kluet Tengah, Manggamat, Trumon Tengah, Dua Baru dan 
Kecamatan Trumon Timur belum terisi personil secara penuh di
karenakan pegawai yang ada tidak memenuhi persyaratan admin
istrasi.

Kekosongankekosongan kursi aparatur tersebut akan meng
hambat proses pelaksanaan kerja dari kecamatan. Kecamatan tidak 
akan berjalan dengan maksimal.
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Kekosongan kursi aparatur di kecamatan juga membuktikan 
bahwa sistem rotasi aparatur tidak berjalan dengan baik. Bila pen
empatan aparatur dapat dilaksanakan secara profesional, diharap
kan kecamatan dapat dapat bekerja secara produktif.

Aspek Sumber Daya Aparatur
Keberadaan aparatur pemerintah kecamatan tidak bisa dilepas

kan dari tugas pokok yang diemban yaitu melayani masyarakat. 
Pelaksanaan tugas melayani masyarakat menekankan pada pengu
payaan mendahulukan kepentingan masyarakat dan memberikan 
kepuasan kepada publik. Sedianya penyelenggaraan pemerintah
an yang baik dibarengi dengan sumber daya aparatur yang handal 
dalam pelaksanaan administrasi dan manajemen pemerintahan ke
camatan.

Kondisi kualitas SDM yang ada di Kecamatan Tapaktuan, dapat 
dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.5
Kondisi SDM Aparatur Kecamatan Tapaktuan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut golon
gannya pegawai di Kecamatan Tapaktuan sebagian besar adalah 
golongan III sebanyak 15 (lima belas) orang dan tenaga honorer se
banyak 7 (tujuh). Jika kita melihat pada latar belakang pendidikan 
pegawai kecamatan maka didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 
25 (dua puluh lima) orang kemudian diikuti lulusan sarjana seban
yak 10 (sepuluh) orang.

Kondisi kualitas SDM yang ada di Kecamatan Meukek, dapat 
dilihat dari tabel berikut:

No

1
2
3
4
5

Golongan
Kriteria

I
II
III
IV

Honorer
Total

Jumlah
-
12
15
1
7

35

Pendidikan
Kriteria
SD

SLTP
SMA

Diploma
Sarjana

Total

Jumlah
-
-
25
-

10
35
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Tabel 5.6
Kondisi SDM Aparatur Kecamatan Meukek

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut 
golongannya pegawai di Kecamatan Meukek sebagian besar adalah 
golongan III sebanyak 12 (dua belas) orang dan tenaga honorer se
banyak 7 (tujuh). Jika kita melihat pada latar belakang pendidikan 
pegawai kecamatan maka didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 
18 (delapan belas) orang kemudian diikuti lulusan sarjana sebanyak 
8 (delapan) orang.

Kondisi kualitas SDM yang ada di Kecamatan Trumon Timur, 
dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.7
Kondisi SDM Aparatur Kecamatan Trumon Timur

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa menurut golongan 
pegawai di Kecamatan Trumon Timur sebagian besar bergolongan 
II sebanyak 10 (sepuluh) orang dan golongan III sebanyak 7 (tujuh) 
orang. Dilihat pada latar belakang pendidikan, pegawai kecamatan 
didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 16 (enam belas) orang dii
kuti lulusan sarjana sebanyak 6 (enam) orang.

No

1
2
3
4
5

Golongan
Kriteria

I
II
III
IV

Honorer
Total

Jumlah
-
9
12
2
7

30

Pendidikan
Kriteria
SD

SLTP
SMA

Diploma
Sarjana

Total

Jumlah
1
2

18
1
8

30

No

1
2
3
4
5

Golongan
Kriteria

I
II
III
IV

Honorer
Total

Jumlah
5

10
7
1
4
27

Pendidikan
Kriteria
SD

SLTP
SMA

Diploma
Sarjana

Total

Jumlah
2
3

16
-
6
27
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Melihat kondisi real di lapangan, pengembangan tingkat pendi
dikan aparatur kecamatan dirasa kurang. Kecamatan terkesan seb
agai tempat pembuangan pegawai bermasalah, akibatnya pegawai 
di kecamatan menumpuk dan melaksanakan waktu kerja dengan 
maksimal. Hal ini juga akibat minimnya tugas yang harus dikerjaka
kan oleh masingmasing seksi. Jika  pembagian beban kerja dapat 
dilaksanakan secara merata sesuai dengan tugas dan fungsi, maka 
pemberdayaan pegawai dapat dilakukan dengan maksimal.

Hal yang menjadikan kecamatan cukup dilematis adalah kapa
sitas SDM aparatur yang tersedia. Sebagai garda terdepan pelayan 
masyarakat, seharusnya dibarengi dengan kapasitas SDM aparatur 
yang mumpuni. Kemampuankemampuan aparatur kecamatan di 
Kabupaten Aceh Selatan masih dirasa kurang. Hal ini sesuai den
gan pernyataan  Camat Tapaktuan, “ Secara konseptual, kapasitas SDM 
disini menjadi masalah. Misalnya mengkonsep surat saja tidak bisa, apara
tur disini tidak pernah berusaha mengembangkan dirinya sendiri. Selain itu 
kesempatan untuk mengikuti diklat teknis masih sangat terbatas”. Melihat 
kenyataan pahit ini dapat dikatakan bahwa kecamatan hanya bisa 
pasrah. Kecamatan hanya menunggu saja panggilan untuk mengi
kuti diklat teknis dari kabupaten, tanpa bisa mengupayakan pen
gajuan diklat teknis bagi aparaturnya.

Dari 18 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan hanya ada 6 camat 
yang berasal dari Pamong Praja, selainnya insinyur, sarjana agama, 
sarjana pendidikan, dan sarjana lainnya. Hal ini perlu mendapat 
perhatian serius, apalagi para camat dari latar belakang ilmu non 
pemerintahan tersebut tidak dibekali dengan diklat ilmu pemerin
tahan, maka dikhawatirkan jalannya roda kecamatan akan tersendat.  
Hal ini  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan, yang mewajibkan camat harus memiliki kom
petensi dan pengetahuan teknis pemerintahan.  Pembenahan terha
dap manajemen pegawai negeri sipil kecamatan harus dilaksanakan. 
Pembenahan manajemen pegawai negeri sipil guna meningkatkan 
efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan 
tugas. Salah satu fungsi dari manajemen PNS adalah melakukan 
penempatan pegawai didalam jabatan structural dan jabatan fung
sional. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam UndangUn
dang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian.68

68 Lihat UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepega
waian
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Aspek  Pendanaan
Kendala utama camat dan personelnya melakukan tupoksinya 

adalah pada sumber dana. Alokasi dana yang diperuntukkan bagi 
kecamatan adalah untuk kegiatan rutin opersional kantor, bahkan 
untuk perjalanan dinas camat saja sangat kecil sekali. Untuk camat 
saja sangat minim apalagi untuk personel lainnya dapat dipastikan 
tidak tertampung dalam alokasi anggaran. Seyogyanya fungsifung
si kecamatan didukung dengan dana yang memadai.  Jika diband
ingkan dengan SKPD lain yang menyelenggarakan kegiatan seperti 
misalnya pelatihan, pelaksanaan kegiatan seperti ini tidak dilakukan 
oleh kecamatan. Pada saat ini camat memang sudah menjadi peng
guna anggaran, namun kegiatan hanya untuk kegiatan rutin. Sedan
gkan dalam pembahasan anggaran, camat tidak pernah diikut ser
takan. Camat hanya diundang pada acara pembukaan dan penutu
pan saja.

Hal ini berimbas pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang tim
pang. Banyak fungsi yang harus dikerjakan, tetapi tidak didukung 
dengan pendanaan. Terkait dengan pendanaan, hanya kewenangan
kewenangan yang kecil saja yang bisa dilaksanakan. Seperti yang 
diutarakan oleh  Kabag Pemerintahan dan  Kasubbag Mukim dan 
Gampong Setdakab Aceh Selatan, bahwa kewenangan yang bisa dil
impahkan dan  dilaksanakan oleh kecamatan adalah seperti pember
dayaan keuchik. 

Pemberian anggaran kepada kecamatan bukan tanpa dasar, hal 
ini dilakukan agar camat lebih mandiri dalam mengelola keuangan
nya. Kabupaten hanya meminta pertanggungjawabannya saja. Sam
pai sejauh mana camat mampu mengelola anggaran tersebut.  Selain 
mandiri, kecamatan diharapkan dapat meningkatkan inovasi. Untuk 
tahun 2011 besaran anggaran kecamatan masih disama ratakan tan
pa mempertimbangkan  tipologi kecamatan.  

Aspek Pengawasan
Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perang

kat daerah kabupaten  dimana dalam pelaksanaan tugasnya mem
peroleh pelimpahan sebagian wewenang bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tu
gas umum pemerintahan. Sebagai satuan kerja perangkat daerah, 
kecamatankecamatan di Kabupaten Aceh Selatan dalam menyusun 
perencanaan pelayanan dan pembangunan tentunya harus mengacu 
kepada peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Sehing
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ga diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang siste
matis, terpadu, transparan dan akuntabel serta melibatkan seluruh 
stakeholder.

Pelaksanaan setiap tugas kecamatan seyogyanya dibarengi den
gan pengawasan dari kabupaten. Pengawasan dimaksudkan seb
agai pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan di kecamatan. Den
gan adanya pengamatan tersebut, diharapkan seluruh kegiatan yang 
dilaksanakan di kecamatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Pen
gawasan terhadap kewenangan atributif dan delegatif selama ini 
kurang sekali dilakukan di kecamatankecamatan pada Kabupaten 
Aceh Selatan. Sehingga sangat lemah sekali dalam hal pengawasan 
terhadap kegiatankegiatan yang dilakukan di kecamatan. Padahal 
permasalahan di kecamatan sangat kompleks. Sedangkan di keca
matan sendiri belum ada juklak dan juknis pelaksanaan kewenan
gan sehingga lebih membutuhkan pengawasan yang ekstra terha
dap kegiatankegiatan yang ada. Perhatian pemerintah kabupaten 
lebih menitikberatkan pada SKPD lainnya. Pemerintah Kabupaten 
jarang sekali membuat rapat koordinasi kepada camat dalam rang
ka pembinaan maupun pemberdayaan. Pengawasan yang dilak
sanakan hanya bersifat rutin di bidang anggaran dan administrasi 
yang dilaksanakan oleh inspektorat.

Koordinasi di lapangan akan benarbenar terjadi ketika mun
cul sebuah permasalahan. Contoh permasalah yang kerap muncul 
adalah dalam aspek pembangunan infrastruktur. Ketika muncul 
permasalahan antara instansi pelaksana pembangunan dengan ma
syarakat, barulah kecamatan diikutsertakan dalam rangka mediasi 
dengan masyarakat. Tetapi ketika tidak ada permasalahan, maka ti
dak akan ada koordinasi. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya 
pengawasan dari kabupaten, turut mengurangi peran pengawasan 
kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat. 
SKPD yang melaksanakan proyek di tingkat kecamatan, seharusnya 
melaporkan kegiatannya kepada camat. Pelaporan perencanaan ke
giatan tersebut akan dibarengi dengan fungsi pengawasan camat. 
Selama ini camat mengetahui pelaksanaan proyekproyek SKPD 
tersebut dari masyarakat.  

Aspek Pelayanan Publik
Paradigma lahirnya good governance adalah upaya untuk mem

bangun filosofi, strategi serta caracara melaksanakan transparansi 
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pengelolaan urusanurusan publik. Transparansi pengelolaan uru
san publik melibatkan stakeholder.  Sejalan dengan penerapan PAT
EN sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan 
dari tahap permohonan hingga penerbitan sebuah dokumen dalam 
satu tempat. Berikut adalah pelayanan administrasi yang diberikan 
oleh kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan:

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, KK, dan Akte 
Kelahiran)

2. Penerbitan Rekomendasi.
3. Pelayanan Pengurusan SITU/SIUP dan Perizinan lainnya.
4. Pelayanan Pembayaran PBB/PAD.
5. Pelayanan Pembuatan Akta Tanah.
6. Pelayanan Pembuatan eKTP.
7. Pelayanan Surat Keterangan Bersih Diri.
8. Pelayanan Surat Keterangan Meninggal Dunia.
9. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Partai Politik.
10. Pelayanan Surat Keterangan  Penduduk Kurang Mampu/

Miskin.
11. Pelayanan Surat Keterangan Penduduk Korban Konflik.
12. Pelayanan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat 

Gampong.
13. Pelayanan Surat Penetapan Camat tentang program PNPM.
14. Pelayanan Surat Keputusan Camat tentang Pengukuhan Pa

nitia Pembangunan Mesjid.
15. Pelayanan Surat Keputusan Camat tentang Pengukuhan Pa

nitia Pembangunan Mushala.
16. Pelayanan Surat Keputusan Camat tentang Pengukuhan Pa

nitia Pembangunan Pesantren.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melimpahkan seba
gian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otono
mi daerah kepada camat. Adapun jenis kewenangan yang dilim
pahkan meliputi kewenangan dalam bidang perizinan, perpajakan, 
pembinaan pemerintahan mukim gampong, pendidikan dasar, dan 
bidang kesehatan.69

69 Lihat Peraturan Bupati Aceh Selatan No. 19 Tahun 2009 tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepada Camat Di Wilayah Kabu
paten Aceh Selatan, Pasal 2
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Bidang Perizinan:
(1) Pelimpahan kewenangan pada bidang perizinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas kewenangan untuk mem
proses dan atau menandatangani beberapa jenis perizinan.

(2) Kewenangan untuk memproses dan menandatangani bebera
pa jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk peralatan kantor dan 
sekolah, penjahit dan tailor, aksesori, kebutuhan rumah tang
ga, telekomunikasi dan publikasi, rental, hasil usaha pertani
an/peternakan dan sejenisnya, usaha rempahrempah dan se
jenisnya, usaha penjualan alat elektronik dan sejenisnya, usaha 
jasa reparasi alat elektronik dan sejenisnya, usaha kelontong/
kain dan sejenisnya.

(3) Pelimpahan kewenangan pada ayat (2) dimaksud dilakukan 
dengan cara mencabut sebagian pelimpahan kewenangan yang 
telah diberikan kepada kantor pelayanan perizinan terpadu 
Kabupaten Aceh Selatan.

Bidang Perpajakan:
(1) Pelimpahan kewenangan bidang perpajakan sebagaimana di

maksud dalam Pasal 2 berupa pemrosesan dan pemungutan 
pajak reklame, spanduk, poster, merk took, dan branding skala 
kecil.

(2) Pelimpahan kewenangan pada ayat (1) dimaksud dilakukan 
dengan cara mencabut sebagian kewenangan yang dimiliki Di
nas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 
Kabupaten Aceh Selatan.

Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong:
Kewenangan di bidang pembianaan pemerintahan mukim dan 

gampong yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
adalah:

a. Melantik dan mengambil sumpah Imeum Mukim, Perangkat 
Mukim, Keuchik, Tuha Peut Gampong, dan Perangkat Pemer
intahan Gampong.

b. Membina kewenangan urusan Pemerintahan Mukim dan 
Pemerintahan Gampong.

Bidang Pendidikan Dasar:
(1) Pelimpahan kewenangan pada bidang pendidikan dasar seb
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agaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas kewenangan:
a. Melakukan fasilitasi perencanaan
b. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan sa

rana pendidikan
c. Pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidi

kan yang ada di wilayah kerjanya
d. Fasilitasi pengaduan masyarakat
e. Evaluasi kinerja bidang kependidikan

(2) Kewenangan pada bidang pendidikan dasar yang dilimpahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan dengan 
koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.

Bidang Kesehatan
(1) Pelimpahan kewenangan pada bidang kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas kewenangan:
a. Melakukan fasilitasi perencanaan 
b. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan sa

rana kesehatan
c. Pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas yang 

ada di wilayah kerjanya
d. Fasilitasi pengaduan masyarakat
e. Evaluasi kinerja bidang kesehatan

(2) Kewenangan pada bidang kesehatan yang dilimpahkan seb
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koor
dinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan den
gan prioritas pada:
a. Pelayanan kesehatan ibu dan bayi
b. Pelayanan Keluarga Berencana
c. Pelayanan gizi
d. Pencegahan dan pemberantasan penyakit infeksi saluran 

pernapasan atas.
e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria
f. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare

Hasil penelitian di lapangan bahwa kewenangan tersebut ma
sih belum dapat dilaksankan karena sebagian sudah dilaksnakan 
oleh SKPD teknis lainnya.  Seperti yang disampaikan oleh  Camat 
Tapaktuan  bahwa kecamatan tidak melaksanakan pelayanan di bi
dang perizinan. Kondisi lainnya bahwa kecamatan juga diberikan 
target PAD per tahun yang harus disetorkan ke kas daerah, sedan
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gkan pada kenyataannya bahwa sumbersumber PAD seperti retri
busi parkir, iklan/reklame, dll di wilayah kecamatan sudah menjadi 
tupoksi  dinas teknis lainnya.  Hal ini menunjukkan adanya dup
likasi kewenangan dan menjadikan  langkah pihak kecamatan ter
hambat untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan, sehingga 
yang dapat kecamatan lakukan hanya sebatas pemberian rekomen
dasi dan surat keterangan.

Sadu Wasistiono mengatakan bahwa berdasarkan prinsip “close 
to the customers”, sudah seharusnya pemerintah memberikan pelay
anan yang mudah, murah, terjangkau dan terutama dekat dengan 
masyarakat.70 Kondisi pusatpusat pelayanan yang berjauhan dari 
masyarakat akan menghambat prinsip pelayanan mudah. Keca
matan dalam hal ini dapat lebih diberdayakan sebagai sentralisasi 
pelayanan bagi masyarakat. Masyarakat tidak lagi akan merasakan 
pelayanan murah, ketika biaya transportasi yang dibutuhkan untuk 
mencapai pusat pelayanan sangat besar. Faktorfaktor seperti inilah 
yang seharusnya diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten agar ke
camatan lebih diberdayakan sebagai pusat pelayanan terpadu bagi 
masyarakat.

Fakta yang didapat di lapangan bahwa jenis pelayanan yang ter
banyak dilakukan oleh kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan adalah 
pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan. Pelayananpelay
anan yang dilaksanakan SKPD di kabupaten akan terasa manfaat
nya jika dapat terkoneksi dengan kecamatan secara kewilayahan. Se
jumlah kewenangan tetap ada pada dinas terkait, masyarakat cuk
up datang ke kecamatan untuk menerima pelayanan, tanpa harus 
datang ke masingmasing dinas teknis. Sehingga konsep one stop ser
vices dapat diterapkan di kecamatan. Dalam hal ini camat dapat ber
fungsi sebagai kepala pelayanan terpadu di kecamatan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat diman
faatkan guna kelancaran konsep pelayanan terpadu di kecamatan 
dengan dinas terkait. Dinas terkait tetap bisa mendukung pelaksa
naan pelayanan dengan menempatkan aparaturnya di kecamatan. 
Sehingga akan jelas tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan pada 
kecamatan. 

70 Sadu Wasistiono Model Pengembangan Kelembagaan Kecamatan dalam 
Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik. Disampaikan pada Seminar Model Kelem
bagaan Kecamatan Berbasis Pelayanan Publik, 5 Oktober 2010 di PKP2A I LAN.
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Aspek Pola Hubungan Kerja
Koordinasi yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pem

berdayaan masyarakat. Koordinasi dilaksanakan dengan Mukim 
dan Gampong untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut 
serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan. Keca
matan juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kes
eluruhan unit kerja baik pemerintah maupun stakeholder yang mem
punyai program kerja pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja 
kecamatan. Koordinasi yang dilakukan juga dimaksudkan untuk 
melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan ma
syarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja 
pemerintah atau swasta. Dalam pelaksanaan koordinasi, kecamatan 
juga melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di 
wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan SKPD 
yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, keca
matan seharusnya melakukan koordinasi dengan TNI/POLRI. Se
hingga ketenteraman dan ketertiban umum dapat terselenggara 
dengan baik. Selama ini koordinasi kecamatan di Aceh Selatan be
lum berjalan secara periodik.   Camat melakukan koordinasi apabi
la ada kejadiankejadian yang mengganggu ketenteraman dan ket
ertiban umum di wilayahnya. Koordinasi terkadang dilaksanakan, 
hanya saja tidak rutin. Koordinasi dalam rangka menyelenggara
kan ketenteraman dan ketertiban umum juga dilaksanakan dengan 
pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan.  

 Camat juga melakukan hubungan kerja dengan SKPD dan in
stansi vertikal dalam rangka pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
umum. Pemeliharan prasarana dan fasilitas umum juga dikoordina
sikan dengan pihak swasta yang ditunjuk menjadi pengelola. Sedan
gkan hasil dari pelaksanaan pemeliharaan di lapangan dilaporkan 
kepada bupati. Hal ini juga yang dilakukan camat dalam mengkoor
dinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat keca
matan.

Kewenangan kecamatan yang terbatas, menyebabkan hubun
gan kerja yang dimiliki oleh camat sekarang ini tidak lagi luas. Pol
sek dan Koramil ditingkat kecamatan yang berada di wilayah keca
matan, sudah jarang berkoordinasi dengan camat. Koordinasi dilak
sanakan ketika timbul suatu permasalahan. Seperti realita yang ter
jadi di lapangan, kecamatan hanya diberitahukan saja ketika ada pe
jabat yang akan datang di wilayah kecamatan. Sehingga kecamatan 
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akan berada dalam posisi raguragu dalam melakukan tindakan ke
tika timbul persoalanpersoalan sosial di wilayah kerjanya 
1.3 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan di Kota Banda Aceh.
5.3. Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan di Kota Banda Aceh.
5.3.1 Gambaran Umum Daerah

Kota Banda Aceh terletak antara 050 16’ 15”   050 36’ 16”  Lintang 
Utara dan 950 16’15”   950 22’ 35”   Bujur Timur dengan tinggi ratara
ta di atas permukaan laut 0,80 meter. Batasbatas wilayah Kota Ban
da Aceh sebelah utara adalah selat malaka, sebelah selatan dan timur 
berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dan sebelah barat berba
tasan dengan samudera Indonesia.

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 17 (tujuh 
belas)  kemukiman dan 90 (sembilan puluh) gampong (desa). Den
gan demikian terdapat sembilan orang camat, tujuh belas imeum mu
kim dan sembilan puluh geuchik. Kecamatan yang  berada di kota 
Banda Aceh adalah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda  Raya, 
Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan 
Ulee Kareng. Dalam perkembnagannya yang dinamis, Kota Banda 
Aceh telah mengalami pemekaran wilayah. Pada tahun 2000, Keca
matan Meuraxa mengalami pemekaran dengan dua tambahan keca
matan baru, yaitu Kecamatan Banda Raya dan Kecamatan Jaya Baru. 
Selain itu, Kecamatan Baiturrahman mekar dengan satu kecamatan  
tambahan yaitu Kecamatan Lueng Bata.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilaku
kan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonseia, penduduk 
Kota Banda Aceh Tahun 2010 sebesar 223.446 jiwa, terdiri dari 
115.098 orang lakilaki dan 108.348 orang perempuan. Kecamatan 
Kuta Alam adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak 
(42.217 jiwa) dan Kecamatan Kuta Raja merupakan kecamatan den
gan jumlah penduduk paling sedikit (10.433 jiwa). Jumlah penduduk 
terpadat berada di Kecamatan Baiturrahman dengan kepadatan pen
duduk 6.691 jiwa per Km2. Sedangkan jumlah penduduk terjarang 
berada di Kecamatan Kuta Raja dengan kepadatan penduduk sebe
sar 2.003 jiwa per Km2.

Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor pa
ling  banyak memberi kontribusi perekonomian Kota Banda Aceh 
dibandingkan sector lainnya. Sektor ini menyerap tenaga kerja yang 
cukup banyak. Hal ini disebabkan letak kota Banda Aceh yang dikel
ilingi oleh laut. Di sekitar pesisir pantai mayoritas penduduknya 
merupakan nelayan atau berusaha di sector perikanan dan kelautan.



109109

Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan

Gambaran Umum Kecamatan Lokus
Kecamatan Kuta Alam
Kecamatan Kuta Alam  memiliki luas 10,05 Km2 , 16,38 persen 

dari jumlah luas wilayah Kota Banda Aceh. Kecamatan Kuta Alam 
beribukota di Bandar Baru. Kuta Alam terdiri dari 11 gampong.  
Jumlah penduduk 42,217. Jumlah keluarga prasejahtera 120 karena 
alasan ekonomi.

Kecamatan Kuta Raja
Kecamatan Kuta Raja  memiliki luas 5,21 Km2 , 8,49 persen dari 

jumlah luas wilayah Kota Banda Aceh. Kecamatan Kuta Raja beribu
kota di Keudah. Kuta Raja terdiri dari 6 gampong. Jumlah penduduk 
10,433.  Jumlah keluarga prasejahtera 66  karena alasan ekonomi,

Kecamatan Ulee Kareng
Kecamatan Ulee Kareng  memiliki luas 6,15 Km2 , 10,02 persen 

dari jumlah luas wilayah Kota Banda Aceh. Kecamatan Ulee Kareng 
beribukota di Ulee Kareng. Kuta Raja terdiri dari 9 gampong. Jum
lah penduduk 22,571. Jumlah keluarga prasejahtera 227 karena ala
san ekonomi.

5.3.2 Temuan Lapangan
Aspek Kewenangan
Ada enam bidang kewenangan yang dilimpahkan kepada ca

mat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Banda Aceh No
mor 38 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan 
Walikota Kepada Camat. Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa 
sebahagian kewenangan walikota yang dilimpahkan kepada camat 
mencakup enam bidang yaitu bidang penertiban, bidang pembinaan 
pemerintahan mukim dan gampong, bidang pendidikan dasar, bi
dang kesehatan, bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dan bidang 
peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pelimpahan kewenangan bidang penertiban sebagaimana di
maksud dalam Pasal (2), meliputi:

a. pemberian rekomendasi IMB sesuai advice planning dari Di
nas PU serta pengawasan yang disertai melakukan teguran se
cara tertulis terhadap pembangunan yang tidak memiliki/me
nyalahi IMB;

b. pengawasan dan penertiban pemilik bangunan yang menem
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patkan material pada badan jalan;
c. koordinasi dengan pihak SKPD terkait dan Keuchik setempat 

dalam pemasangan bowplank;
d. pengawasan dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan 

galian jalan untuk PDAM, Telkom, PLN yang tidak memiliki 
izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota;

e. berkoordinasi dengan Dinas PU Kota terhadap permasalahan 
drainase di Kecamatan;

f. berkoordinasi dengan SATPOL PP dan Wilayahtul Hisbah 
(WH) Kota dalam penertiban hewan ternak berkeliaran dan 
pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada lokasi yang 
telah ditentukan;

g. pengawasan dan penertiban penegakan pelaksanaan syariat is
lam; dan

h. pengawasan asset dan tanah milik Pemerintah Kota.

Pelimpahan kewenangan bidang pembinaan pemerintahan mu
kim dan gampong sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf b meliputi:

a. melantik dan mengambil sumpah Imuem Mukim dan Keuchik;
b. pembinaan urusan Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gam

pong;
c. fasilitasi penyusunan Reusam Gampong;
d. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong 

(APBG); dan
e. fasilitasi penyusunan sumber Pendapatan Asli Gampong 

(PAG);

Pasal 5
(1) Kewenangan Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimak

sud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. pemberian rekomendasi pendirian pendidikan pra sekolah 

yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);
b. fasilitasi pemberian bea siswa kepada pelajar yang tidak 

mampu; dan
c. melakukan pendataan siswa putus sekolah.

(2) Pelimpahan kewenangan dalam bidang  pendidikan dasar se
bagaimana dimaksud ayat (1) meliputi yang tertuang dalam 
standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 6
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Pelimpahan kewenangan di bidang kesehatan sebagaimana di
maksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

a. fasilitasi kepesertaan Jamkesmas;
b. fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu;
c. fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
d. fasilitasi gampong siaga;
e. fasilitasi pelayanan rekomendasi perizinan bidang kesehatan;
f. fasilitasi kesehatan jiwa masyarakat; dan
g. fasilitasi kesehatan peduli remaja.

Pasal 7
Kewenangan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat seb

agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:
a. fasilitasi pendataan dan pemberian modal usaha;
b. fasilitasi verifikasi data yang akan mendapatkan bantuan yang 

akan disalurkan instansi/dinas terkait;
c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan ekonomi ma

syarakat; dan
d. fasilitasi pemberian bantuan kepada fakir miskin, kaum dhuafa 

dan anak yatim.

Pasal 8
(1) Kewenangan Bidang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hur
uf f meliputi:
a. fasilitasi pendataan jumlah wajib pajak bumi dan bangu

nan;
b. fasilitasi pendataan jumlah rumah tangga dalam pem

bayaran retribusi sampah; dan
c. fasilitasi pendataan restoran, cafe, warung kopi dan objek 

pajak lainnya.
(2) Fasilitasi pendataan jumlah wajib PBB sebagaimana disebut 

pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. sosialisasi ke setiap rumah tangga tentang kewajiban mem

bayar PBB;
b. penagihan PBB oleh petugas gampong terhadap wajib PBB;
c. pendataan wajib PBB yang masih menunggak; dan
d. melakukan penagihan PBB bersama dengan Tim Terpadu 

Kota Banda Aceh bagi yang menunggak.
(3) Fasilitasi pendataan jumlah rumah tangga dalam pembayaran 
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retribusi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi yaitu:
a. melakukan pendataan dan sosialisasi ke setiap rumah tang

ga tentang kewajiban membayar retribusi sampah;
b. penagihan oleh petugas gampong terhadap pembayaran re

tribusi sampah di rumah tangga;
c. pendataan terhadap warga yang masih menunggak pem

bayaran retribusi sampah di rumah tangga;
d. melakukan penagihan retribusi bersama dengan Tim Ter

padu Kota Banda Aceh bagi yang menunggak.
(4) Fasilitasi pendataan restoran, cafe, warung kopi dan objek pajak 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. sosialisasi ke setiap objek pajak tentang kewajiban mem

bayar pajak;
b. penagihan oleh petugas kecamatan didampingi oleh petu

gas dari DPKAD terhadap pembayaran pajak;
c. pendataan terhadap objek pajak yang masih menunggak 

pembayaran pajak; melakukan penagihan bersama dengan 
Tim Terpadu Kota Banda Aceh bagi yang menunggak.

Kecamatan di Kota Banda Aceh sangat berperan dalam masa 
peralihan fungsi dari kelurahan menjadi gampong. Sejak 11 April 
s/d 24 Oktober 2010 sebanyak 8 kelurahan di Kecamatan di Kuta 
Alam telah dilaksanakan peralihan fungsi menjadi gampong.. proses 
peralihan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Se
bab, setelah peralihan kelurahan menjadi gampong struktur pemer
intahannya sangat berbeda. Tugas kecamatan tidak hanya sampai 
pada peralihan kelurahan menjadi gampong saja. Setelah gampong 
terbentuk, maka kecamatan turut serta dalam pembinaan gampong. 
Pembinaan gampong juga dilaksakan dalam rangka penilaian gam
pong se Provinsi Aceh. Berkat pembinaan dari kecamatan, Gampong 
Lampulo dari Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh menjadi gampong 
terbaik peringkat I di tingkat Kota Banda Aceh dan peringkat keII di 
tingkat provinsi. Sebagai pihak yang melaksanakan pembinaan terh
adap gampong, ketika gampong bermasalah maka kecamatan harus 
turut menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kewenangan kecamatan lainnya yang dirasa vital di Kota Banda 
Aceh adalah terkait dengan penyelenggaraan program Jaminan Kes
ehatan Aceh (JKA). Kecamatan memiliki kewenangan memfasilitasi 
pembuatan kartu JKA. Sejak dari pengumpulan data sampai distri
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busi kartu JKA, kecamatan turut berperan serta. Kecamatan bertang
gung jawab atas proses pendataan kepesertaan, sehingga tidak ada 
masyarakat Aceh yang tidak terdata.

Selain memfasilitasi pemilihan Imam Gampong, kewenangan 
kecamatan lainnya adalah mengawasi pembangunanpembangunan 
masyarakat di kecamatan. Hal ini seperti yang dilaksanakan oleh 
Kecamatan Kuta Alam, mengawasi pembangunanpembangunan 
masyarakat di Kecamatan Kuta Alam agar tidak menyalahi tata ru
ang yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Kota Banda Aceh. Sehing
ga tidak timbul permasalahan setelah dilaksanakan pembangunan
pembangunan masyarakat dikemudian hari.

Kecamatan Kuta Alam juga turut mengurus pembayaran ganti 
rugi pembebasan tanah dalam rangka mendukung program pemer
intah. Seperti yang dilaksanakan  di Jl. Syiah Kuala yang terletak di 
5 gampong yaitu Bandar Baru, Keuramat, Mulia, Lambaro Skep dan 
Lamdingin sebanyak 111 Persil dengan jumlah realisasi pembayaran 
sebesar Rp. 8.587.452.680,. Pembebasan lahan tersebut dalam rang
ka pembangunan drainase. Camat sangat berperan dalam rangka 
mediasi dengan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Kuta Alam didapat info 
bahwa pelaksanaan tugas oleh kecamatan sudah berlangsung se
belum adanya pelimpahan kewenangan. Secara fungsi dan peran, 
revitalisasi peran dan kedudukan kecamatan sudah berjalan. Akan 
tetapi tidak dibarengi dengan revitalisasi di tingkat regulasi tentang 
kewenangan kecamatan. Padahal pelimpahan kewenangan kepada 
camat diikuti dengan munculnya regulasi, yaitu berdasarkan pada 
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2010. Sedangkan 
pelimpahan sebahagian kewenangan tersebut tidak disertai dengan 
dukungan pembiayaan. Hal demikian menjadi dilema bagi camat se
bagai pelaksana tugas. Pelaksanaan tugas kecamatan di Kota Banda 
Aceh pada kenyataannya masih menerapkan pendekatan paradig
ma konseptual yang mengadopsi substansi konteks UU yang berke
naan dengan kecamatan secara Nasional. Sedangkan peraturan wa
likota tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan 
belum disertai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
nya, sehingga kecamatan masih abuabu dalam mengklasifikasikan 
antara tugas atributif dengan delegatif serta tugas pembantuan. Ke
nyataan lain yang masih tetap bergulir di lapangan adalah persepsi 
masyarakat  terhadap camat tidak berubah. Masyarakat tetap men
ganggap camat sebagai kepala wilayah.   
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 Meskipun camat sebagai unsur Pembina gampong, tetapi 
menurut Camat Kuta Alam, camat tidak mempunyai kewenangan 
langsung untuk melakukan pembinaan terhadap mukim dan gam
pong. Belum ada klasifikasi jenis, kriteria, batasan, bentuk rinci yang 
konkrit terhadap bentukbentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan 
oleh camat terhadap tugastugas yang harus dilaksanakan dalam 
rangka pelimpahan wewenang.

Hal ini sejalan dengan pendapat  Camat Ulee Kareng, bahwa 
pada prakteknya camat sudah melakukan tugas atributif dan dele
gatif yang ada. Tugastugas tersebut adalah memfasilitasi dan koor
dinasi pelaksanaan tugastugas SKPD di wilayah kecamatan. Ca
mat tidak jarang hanya sekedar mengetahui saja programprogram 
SKPD teknis yang tidak diberitahu secara formal, kecuali setelah ter
jadi permasalahan di lapangan. Kondisi seperti ini mempersepsikan 
bahwa kenyataan yang sama terjadi di kecamatankecamatan yang 
ada di Kota Banda Aceh. Dalam perwal tentang pelimpahan seba
gian kewenangan kepada kecamatan, belum disertai dengan petun
juk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.

Belum disertainya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
nya berimbas pada pelaksanaan tugas camat di lapangan. Seperti 
yang dialami Camat Kutaraja bahwa dalam pelaksanaan kewenan
gannya, kecamatan belum dapat melakukan tugas dan fungsi dari 
wewenang tersebut secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh 
ketiadaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, tidak didukung 
dengan pembiayaan, fasilitas dan SDM yang memadai. Hasil pene
litian di lapangan, bahwa di Kecamatan Kutaraja khusus untuk tu
gas delegatif, camat sama sekali belum mendapatkan pelimpahan bi
aya, fasilitas dan SDM. Sedangkan kedudukan sebagai muspika, ke
camatan Kutaraja secara de facto  Camat masih diposisikan sebagai 
koordinator muspika.

Kecamatankecamatan yang terdapat di Kota Banda Aceh pada 
umumnya telah memfungsikan 5 seksi, termasuk seksi Keistime
waan Aceh di dalamnya. Sedangkan seksi yang paling  dominan 
dalam pelayanan adalah seksi trantib dan seksi pemberdayaan ma
syarakat. Sedangkan seksi Keistimewaan sendiri belum mempun
yai kegiatan yang spesifik dari pemerintah kota. Kecamatan masih 
melaksanakan tugas seksi keistimewaan atas dasar inisiatif sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Kuta Raja, bahwa secara 
teori bagan struktur organisasi sudah baik dan terisi keanggotaan
nya, akan tetapi masih terdapat strukturstruktur organisasi yang 
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belum berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan ketiadaan pro
gram/kegiatan yang dapat dilakukan oleh kasiekasie terkait.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa meskipun struktur 
organisasi kecamatan di Kota Banda Aceh telah terisi, tetapi tidak 
semua berjalan dengan maksimal. Masih dibutuhkan regulasi yang 
jelas untuk mendorong pelaksanaan program/kegiatan seksisek
si yang ada di kecamatan. Seksiseksi yang terdapat di kecamatan 
akan melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja yang diberikan 
kepadanya. Seksi yang belum mendapatkan kejelasan tugas pokok 
dan fungsinya lebih cenderung bekerja atas inisiatif sendiri. Seperti 
melaksanakan pengajian rutin. Hal lain yang dilakukan adalah men
jadi media fasilitator penyaluran zakat Baitul Mal.

Aspek Sumber Daya Aparatur
Kondisi kualitas SDM yang ada di Kecamatan Ulee Kareng, 

dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.8
Kondisi SDM Aparatur Kecamatan Ulee Kareng

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut golon
gannya pegawai di Kecamatan Ulee Kareng sebagian besar adalah 
golongan III sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan golongan II se
banyak 7 (tujuh) orang. Jika kita melihat pada latar belakang pen
didikan pegawai kecamatan maka didominasi oleh lulusan sarjana 
sebanyak 17 (tujuh belas) orang serta lulusan SMA juga sebanyak 6 
(enam) orang.

Kondisi kualitas SDM yang ada di Kecamatan Kutaraja, dapat 
dilihat dari tabel berikut:

No

1
2
3
4
5

Golongan
Kriteria

I
II
III
IV

Honorer
Total

Jumlah
-
7
19
-
-
26

Pendidikan
Kriteria
SD

SLTP
SMA

Diploma
Sarjana

Total

Jumlah
-
-
6
3
17
26



119119

Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan

Tabel 5.9
Kondisi SDM Aparatur Kecamatan Kutaraja

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut 
golongannya pegawai di Kecamatan Kutaraja sebagian besar adalah 
golongan III sebanyak 18 (delapan belas) orang dan golongan II se
banyak 3 (tiga) orang. Jika kita melihat pada latar belakang pendidi
kan pegawai kecamatan maka didominasi oleh lulusan SLTA seban
yak 11 (sebelas) orang serta lulusan sarjana juga sebanyak 11 (sebe
las) orang.

Kondisi kualitas SDM yang ada di Kecamatan Kuta Alam, dapat 
dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.10
Kondisi SDM Aparatur Kecamatan Kuta Alam

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut golon
gannya pegawai di Kecamatan Kuta Alam sebagian besar adalah 
golongan III sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan golongan 
II sebanyak 11 (sebelas) orang. 

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu pelaksanaan 
tugastugas yang dilaksanakan di kecamatan. Melihat komposisi di 

No

1
2
3
4
5

Golongan
Kriteria

I
II
III
IV

Honorer
Total

Jumlah
-
3

18
1
3
25

Pendidikan
Kriteria
SD

SLTP
SMA

Diploma
Sarjana

Total

Jumlah
-
-

11
3
11
25

No

1
2
3
4
5

Golongan
Kriteria

I
II
III
IV

Honorer
Total

Jumlah
-

11
28
2
3

44

Pendidikan
Kriteria
SD

SLTP
SMA

Diploma
Sarjana

Total

Jumlah
-
-
-
-
-
-
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3 (tiga) kecamatan di Kota Banda Aceh, perangkat kecamatan keban
yakan berlatar belakang pendidikan SMA. Akan tetapi tidak sedikit 
yang telah menyelesaikan pendidikan sampai ke tingkat sarjana, 
baik strata satu maupun strata dua. Sesuai dengan amanat undang
undang, bahwa camat diharapkan berasal dari SDM yang berlatar
belakang pendidikan ilmu pemerintahan, hal ini telah diterapkan di 
Kota Banda Aceh. Seperti yang disampaikan oleh Asisten III Pemer
intah Kota Banda Aceh, “Camat di kota Banda Aceh semuanya lulu
san dari ilmu pemerintahan (IPDN/APDN).”

Kuantitas SDM kecamatan sudah cukup memadai, akan tetapi 
tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang diharapkan. SDM staf di 
kecamatan masih sangat memerlukan penguatan kapasitas kemam
puan. Kecamatan belum mampu melaksanakan pengembangan ke
mampuan SDM aparatur di kecamatan dikarenakan terkendala den
gan pembiayaan. Pembinaan (bimbingan teknis) kompetensi spesi
fik terhadap SDM kecamatan tidak dilakukan karena terbatas pada 
pembiayaan.

SKPD teknis hanya menempatkan SDM aparaturnya di keca
matan untuk mendukung (back up) tugastugas UPT teknis di lapan
gan, yang secara administrasi dan substansi bertanggung jawab ke
pada SKPD teknis. Petugaspetugas yang ditempatkan oleh SKPD 
teknis hanya berkoordinasi dengan camat dalam pelaksanaan tugas
tugasnya. Penempatan petugaspetugas tersebut, camat hanya me
nyediakan fasilitas.

Berdasarkan wawancara dengan   Camat Ulee Kareng, SDM di 
kecamatan belum memiliki penguasaan teknis tentang pengadminis
trasian kecamatan. Kinerja dan kedisiplinan SDM kecamatan masih 
memerlukan penilaian yang ketat, guna meningkatkan kinerja SDM 
kecamatan. Dukungan pemerintah kota tentunya diperlukan dalam 
rangka peningkatan kapabilitas kemampuan SDM kecamatan.

Penempatan aparatur SDM kecamatan juga turut mendukung 
kemajuan kecamatan. Penempatan mutasi SDM kecamatan belum 
sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diper
lukan oleh kecamatan. Indikator mutasi SDM yang dilakukan oleh 
pemerintah kota tidak dikoordinasikan secara intensif dengan ca
mat. Sehingga ada kesan PNS di kecamatan adalah SDM yang ti
dak terpakai kemampuannya di SKPD teknis yang terdapat di keca
matan. 
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Aspek Pendanaan 
Sumber  pendanaan kecamatan selalu menjadi perbincangan 

hangat dalam topiktopik tentang pelaksanaan program kerja keca
matan. Perubahan camat menjadi salah satu perangkat daerah, maka 
camat mempunya DPA tersendiri. DPA untuk mendukung pelak
sanaan operasional rutin kantor. Kenyataan pahit bagi kecamatan 
hampir merata dirasakan oleh kecamatankecamatan sekarang ini. 
Walaupun wewenang sudah dilimpahkan, dukungan pembiayaan 
belum dilimpahkan sejak tahun 2010 hingga 2011. Hal tersebut di
karenakan anggaran APBK yang terbatas.

Pelimpahan dana kepada kecamatan dalam hal tugas pelimpa
han belum dilaksanakan. Hal ini menjadi tugas penting bagi Kota 
Banda Aceh. Pelimpahan wewenang seyogyanya disertai dengan 
dukungan pendanaan. Sebenarnya camat mempunyai DPA tersend
iri, yang dialokasikan untuk Pelaksanaan Tugas Rutin Operasion
al. Hanya saja jumlahnya masih cukup minim untuk anggaran se
tiap tahunnya. Anggaran DPA camat sebesar 30 juta, sedangkan un
tuk dana pengembangan program hanya sebesar 5 juta. Sehingga 
pengembangan program hanya dilaksanakan apa adanya saja.

Kebutuhan kecamatan dalam rangka pengembangan pember
dayaan masyarakat dan mukim juga belum terpenuhi. Tidak ada 
sumber anggaran yang jelas untuk melaksanakan kegiatan pengem
bangan pemberdayaan masyarakat tersebut. SDM yang ada di ke
camatan juga akan sangat sulit berkembang karena belum ada dana 
yang dialokasikan untuk penguatan kapasitas SDM kecamatan. Jika 
melihat tugas dan fungsi kecamatan, kecamatan sangat dibutuhkan 
peranannya dalam rangka pembangunan masyarakat. Jika kapasitas 
SDM kecamatan tidak mendukung, maka pembangunan masyara
kat akan tersendat.

Dalam pemberian dana untuk kecamatan, Pemerintah Kota Ban
da Aceh memberikan dalam jumlah yang sama setiap kecamatannya. 
Pada tahun 2011 anggaran yang diberikan  adalah sebesar 30juta se
tiap kecamatan. Pemberian dana kepada masingmasing kecamatan 
tidak berdasarkan indikatorindokator yang terukur. Mekanismenya 
Tim Anggaran Pemkot, sudah menganggarkan jumlah dan besaran 
dana yang sama ke setiap kecamatan pada setiap pengajuan. Camat 
hanya diundang untuk mendengarkan dan menyaksikan pengesa
han DIPA.

Jika sistem “money follow function” diterapkan dalam pemberi
an anggaran kepada kecamatan. Maka kecamatan akan dapat lebih 
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leluasa berinovasi dalam rangka pembangunan masyarakat. Camat 
akan lebih aktif dalam pemantauan pembangunan yang berlang
sung di wilayahnya.

Aspek  Pengawasan
Kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan mendapat

kan pengawasan dari kabupaten/kota. Pengawasan ini dimaksud
kan sebagai pemantauan dan evaluasi kinerja kecamatan. Program 
pengawasan ini diselenggarakan rutin secara berkala. Pengawasan 
terhadap kecamatankecamatan di Banda Aceh dilaksanakan pada 
setiap minggu. Sedangkan kunjungan informal yang dilaksanakan 
Pemerintah Kota Banda Aceh ke kecamatan di wilayahnya dilak
sanakan setiap bulan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh 
Asisten III Pemerintah Kota Banda Aceh, “Kunjungan informal di
laksanakan oleh bagian pemerintahan ke kecamatan setiap bulan”.

Secara keseluruhan, SKPD teknis di Banda Aceh belum memiliki 
SPM/SOP. Namun penyusunan SOP tersebut sedang dalam pem
bahasan dengan lintas SKPD. Maka dari itu, peranan kecamatan 
sangat diperlukan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan ker
ja SKPD teknis yang berada di wilayahnya. Dalam pelaksanaan tu
gas dan wewenangnya, camat berkoordinasi dengan bagian Tata 
Pemerintahan. Sehingga permasalahanpermasalahan yang terjadi 
di wilayahnya terkait dengan pelaksanaan kerja SKPD dapat disam
paikan kepada bagian Tata Pemerintahan.

Pelaksanaan kewenangan kecamatan juga dilaksanakan evalu
asi pertriwulan. Hasil evaluasi nantinya digunakan sebagai indika
tor pemberian penambahan dana BOP camat. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Kepala Tata Pemerintahan Kota Banda Aceh, “Hasil eval
uasi kinerja kecamatan akan digunakan sebagai indikator yang me
nentukan pemberian penambahan anggaran BOP bagi kecamatan”.

Pengawasan yang dilaksanakan terhadap camat dapat dilak
sanakan juga dalam rangka pembinaan kecamatan. Pembinaan terh
adap camat dalam bentuk Penyelenggaraan Rapat Rutin Perminggu 
camat yang dilaksanakan setiap hari Selasa oleh Setda. Pembinaan 
lainnya juga tetap dilaksanakan oleh walikota secara rutin setiap bu
lan. Pengawasan juga dilaksanakan oleh Tata Pemerintahan. Penga
wasan dilaksanakan melalui kunjungan ke camatcamat secara ru
tin setiap bulan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Tata Pemerintah
an menyoroti aspekaspek peran camat dalam pembinaan posyan
du, fasilitasi desa siaga, fasilitasi pencegahan penyakit menular, ser
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ta pelaksanaan trantib. Pengawasan di bidang keistimewaan Aceh, 
masih jarang dilaksanakan. Hal ini juga berkaitan dengan belum 
tersedianya SPM dan SOP pelayanan di kecamatan.

Tata kelola pengawasan kecamatan belum berjalan dengan baik. 
Belum terjadi pengadministrasian secara baik dan tertata dengan 
rapi. Dalam pelaksanaan tugas dibidang Trantib, camat tidak mem
punyai kewenangan mengeksekusi tugastugas SKPD teknis di la
pangan, camat hanya berperan sebatas memfasilitasi, mengetahui, 
mendampingi tim teknis SKPD terkait di lapangan. Jika pengawasan 
dari pemerintahan kota dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, maka 
peran camat akan lebih terpantau lagi. Begitu juga dengan penga
wasan dalam aspek pembangunan. Setiap ada pembangunan infra
struktur di wilayahnya, kecamatan tidak terlibat dalam proses per
encanaan secara aktif, proses pelaksanaan dan proses pengawasan. 
Bahkan tidak jarang camat tidak mengetahui jika ada pembangunan 
di wilayahnya, kecuali ketika timbul permasalahan.

Seperti yang dituturkan oleh Dirwansyah, Camat KutaAlam 
bahwa Camat menyampaikan LPJ progress pelaksanaan tugas dan 
fungsinya kepada setda. Laporan tersebut berisikan pelaksanaan ke
giatan yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kewenangan, 
Kecamatan Kuta Alam hanya mengetahui pelayanan bidang non 
perijinan misalnya akte dan kependudukan. Camat tidak dapat mer
ekomendasikan pelayanan non perijinan. Sedangkan dalam pelay
anan perijinan, camat hanya mengeluarkan rekomendasirekomen
dasi. Serta dalam bidang kesehatan, baik dalam program JKA, keca
matan hanya terlibat dalam hal penitipan dan pendistribusian kartu 
JKA.

Ketika pelaksanaan kegiatankegiatan tersebut mengalami per
masalahan, maka camat adalah orang yang pertama dimintai ket
erangan. Melihat kondisikondisi seperti ini, fungsi pengawasan dari 
pemerintah kota sangat diharapkan berjalan dengan maksimal. Pen
gawasan tersebut dapat menghasilkan persepsi yang berimbang ten
tang kewenangan dan kedudukan kecamatan. Setda sebagai penga
was kecamatan, dapat melihat kinerja kecamatan melalui LAKIP.  

Aspek Pelayanan Publik
 Kewenangan camat hanya sebatas membuat rekomendasi 

kependudukan ke pemerintahan kota, penyelenggaraan pelayan
an kependudukan, surat cuti dan distribusi gaji bagi pegawai keca
matan.
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Permasalahanpermasalahan yang terjadi di tiaptiap gampong 
dapat disampaikan ke kecamatan. Hal tersebut nantinya dapat di
jadikan masukan sebagai kegiatan prioritas kecamatan. Penyam
paian masukan tersebut disampaikan dalam kegiatan Musrenbang 
Kecamatan yang merupakan Forum Musyawarah Tahunan para 
pemangku kepentingan di kecamatan. Kegiatan musrenbang ini di
laksanakan atas dasar ketentuan terhadap pelayanan terhadap ma
syarakat yang terus meningkat sesuai dengan perjalanan waktu. 
Musrenbang akan melahirkan kesepakatan bersama terhadap pro
gram dan kegiatan kecamatan berdasarkan pertimbangan efisiensi 
dan efektifitas pelayanan publik.

Selain pelayanan administrasi perkantoran, kecamatan juga 
melaksanakan pelayanan pemerintahan kecamatan. Hal ini seperti 
yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ulee Kareeng yang menyeleng
garakan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. 
Indikator keluaran pelayanan ini adalah terlaksananya koordinasi 
antar pimpinan kecamatan, aparatur dan tokoh masyarakat. Indika
tor hasil yang diharapkan berupa terpenuhinya kewajiban terhadap 
tenaga pendukung kegiatan kecamatan, meningkatnya pertisipasi 
masyarakat dalam perencanaan pembangunan gampong dan peles
tarian budaya Aceh. Spesifikasi pelestarian budaya Aceh merupakan 
pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Seksi Keistimewaan Aceh.

Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang dise
lenggarakan oleh Kecamatan Ulee Kareeng adalah peningkatan pe
nyelenggaraan pemerintahan gampong. Pelayanan ini berupa pem
binaan pada Posyandu Plus. Dengan meningkatnya pelayanan yang 
diberikan oleh Posyandu Plus, maka pelayanan terhadap kesehatan 
pada bayi dan balita di kecamatan juga turut meningkat.

Dari beberapa pelayanan yang diselenggarakan oleh kecamatan, 
tidak sedikit yang mengalami kendala. Selain keterbatasan kewenan
gan yang dilimpahkan kepada kecamatan, serta pendaanan yang ter
batas, ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pelay
anan kecamatan terhadap masyarakat di Kota Banda Aceh. Aparatur 
Kecamatan Ulee Kareng sampai dengan tahun 2010 masih sangat ke
walahan dalam memnberikan pelayanan prima kepada masyarakat 
dikarenakan belum memiliki kantor Camat yang representatif. Ironi 
memang, bahwa sebuah kantor kecamatan terletak pada sebuah toko 
2 pintu yang statusnya adalah menyewa. Kurang akuratnya data dan 
informasi yang diterima dalam pendataan raskin bagi penerima di 
Kecamatan Ulee Kareng turut menghambat penyaluran beras raskin. 
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Kecamatan akan menjadi sasaran kekecewaan masyarakat yang ber
hak mendapatkan raskin akan tetapi tidak mendapatkannya. Fak
tor lain penghambat pelayanan kecamatan adalah masih terbatas
nya SDM aparatur kecamatan akibat jenjang pendidikan yang masih 
rendah. Persepsi masyarakat tentang birokrasi yang rumit serta ma
halnya biaya untuk mendapatkan pelayanan IMB dan kependudu
kan di kecamatan juga turut menghambat proses pelayanan di keca
matan. Meskipun biaya birokrasi telah dipangkas sedemikian rupa, 
masyarakat tetap mencoba melaksanakan praktekpraktek KKN un
tuk mendapatkan pelayanan di kecamatan. 

Aspek Pola Hubungan Kerja
Belum konsistennya perencanaan dengan pelaksanaan ser

ta munculnya permasalahanpermasalahan atas program SKPD di 
wilayah kecamatan patut menjadi sorotan bersama. Hubungan kerja 
yang baik dapat menghasilkan koordinasi dan penguasaan terhadap 
tugas yang akan dilaksanakan di lapangan. Peningkatan hubungan 
dan koordinasi juga sebaiknya dilaksanakan terhadap camat dengan 
unsur muspika yang ada. Dalam peningkatan hubungan tersebut tu
rut disertakan evaluasi terhadap pencapaian kinerja untuk menjadi 
acuan terhadap keberhasilan maupun kekurangan yang ada. Sehing
ga dapat diprioritaskan halhal yang menjadi sorotan media terha
dap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyaraka
tan.

Ekspektasi masyarakat di Kota Banda Aceh terhadap peranan 
kecamatan masih dapat dikatakan cukup tinggi. Ketika ada kebutu
hankebutuhan masyarakat yang bersifat sosial, camat merupakan 
tempat pengaduan yang pertama. Masyarakat di Kota Banda Aceh 
menjadikan kecamatan tidak hanya permasalahan sosial saja, dari 
bencana, ketertiban umum bahkan sampai konflik antar warga yang 
terjadi di masyarakat. Dari pengajuan bantuan renovasi sarana trans
portasi hingga pengajuan bantuan dari masyarakat untuk pembelian 
perlengkapan olahraga pemuda. Hasil kajian Kinseng pada tahun 
2008 menyatakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap peran camat 
sebagai pemimpin kecamatan masih besar seperti pada era pener
apan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PokokPokok 
Pemerintahan di Daerah.71 Sejalan dengan pendapat Kurniawan, un

71 Kinseng, Rilus A. 2008. Kecamatan di Era Otonomi Daerah: Status dan Wewenang 
serta Konflik Sosial. Bogor: LPPM IPB dan USAID.
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sur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) secara de facto ma
sih dianggap berperan besar dalam menanggapi dan mengatasi pel
bagai permasalahan sosial di masyarakat.72 

Anggapan dan harapan besar masyarakat terhadap kinerja keca
matan dalam menanggapi dan mengatasi permasalahan di masyara
kat tersebut terkadang tidak dibarengi dengan kondisi kecamatan 
yang cukup ideal. Hubungan camat dengan unsurunsur Muspika 
terkadang terjadi ketika ada kejadiankejadian diluar harapan yang 
terjadi. Kecamatankecamatan di Kota Banda Aceh melakukan koor
dinasi dengan Muspika, hanya saja tidak berjalan secara rutin. Koor
dinasi rutin dapat saja terjadi ketika mengalami kondisi yang mon
umental. Seperti ketika ada pejabat negara yang akan datang ke 
wilayah kecamatan, maka Muspika akan berkoordinasi dengan ca
mat.

Peran camat selaku koordinator penyelenggaraan ketentraman 
dan ketertiban umum semakin berkurang. Bahkan peranan tersebut 
sudah jarang dilaksanakan oleh kecamatan. Kecamatan hanya men
jaga ketentraman dan ketertiban umum dengan bekerjasama den
gan Satpol PP. Tugas umum pemerintahan lainnya seperti meng
koordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang
undangan dilaksanakan camat dalam keadaan tertentu saja. Koor
dinasikoordinasi camat dengan muspika terhambat, bukan han
ya karena perubahan posisi atau status camat dari kepala wilayah 
menjadi perangkat daerah. Koordinasi camat tidak berjalan dengan 
baik juga karena disebabkan kurangnya dukungan pendanaan dari 
pemerintah kota. Tidak jarang, camat mengeluarkan dana pribadi 
ketika melaksanakan koordinasi dengan unsur muspika. Hal terse
but juga terjadi ketika camat melakukan koordinasi dengan mukim 
dan gampong dalam pelaksanaan kerja. Secara yuridis, kewenan
gan dan kekuasaan camat sangat berkurang. Camat juga merasa am
bigu terhadap kewenangan dan fungsi mereka. Keraguan terhadap 
kewenangan tersebut berimplikasi terhadap keraguan kecamatan 
dalam mengambil keputusan dalam rangka koordinasi ketika men
jalankan tugasnya.  

72 Kurniawan, Nanang Indra. 2008.  Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan. 
Harian Kompas, 5 April 2009
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6.1. Pandangan Masyarakat tentang Kecamatan 

Tim menemukan fakta bahwa lembaga kecamatan masih san
gat dibutuhkan oleh masyarakat, walaupun posisi hari ini we
wenang camat sudah tidak sama lagi dengan ketika Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintah
an di Daerah diberlakukan. Namun masyarakat tetap tidak peduli 
dengan perubahan status tersebut, mereka masih menganggap ca
mat adalah kepala Wilayah di kecamatan. Dari hasil focus group dis
cussion (FGD)  ketika ditawarkan pilihan penghapusan lembaga ke
camatan dengan alasan bahwa tugastugas camat dalam pelayanan 
publik sudah beralih ke UPTD dan dinas teknis, reaksi  dari   peserta 
FGD tidak ada yang setuju, salah satu  pernyataan dari peserta  yaitu 
pejabat di Sekretariat Kota Banda Aceh menyatakan  “…pembubaran 
kecamatan, berarti Aceh mundur seratus tahun ke belakang. Karena jika ke
camatan dibubarkan, maka regulasi pun seharusnya dihapuskan. Padahal 
kecamatan di Indonesia masih sangat eksis. Pikiran demikian seperti orang 
salah minum obat”  

Lala Kolopaking73 dalam penelitian kecamatan di 6 kabupaten 
di 5 provinsi kajian (NAD, Sumbar, Kalbar, Bali, DIY) juga menemu
kan bahwa lembaga kecamatan masih dibutuhkan oleh masyarakat. 
Kajian yang ia lakukan di daerah berhasil mengumpulkan sepuluh 
fungsi yang diharapkan dapat diperankan oleh kecamatan dan ca
mat pada masa mendatang. 

Pertama, kecamatan dan camat diinginkan agar dapat terus men
jadi lembaga pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, kecamatan dan 
camat diperlukan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat 
dalam hal yang berkaitan dengan hak sebagai warga negara, fungsi 
perijinan terbatas, dan administrasi kependudukan. Bahkan, di dae
rahdaerah yang jauh dari ibukota kabupaten dan di kawasan per

73 Lihat Lala M. Kolopaking dalam “ProsesProses Kebijakan Menata Kembali 
Kedudukan dan Peran Kecamatan” 2008 hal 7.

BAB VI
PELUANG MENATA KEMBALI

KECAMATAN DI ACEH
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batasan menyebutkan peran kecamatan dan camat seperti ini masih 
sangat penting. 

Kedua, berfungsi sebagai lembaga simpul pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat antar desa. Peran ini diharapkan dapat 
terus dikembangan oleh kecamatan dan camat karena berdasar
kan pengalaman pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan 
(PPK) yang mengutamakan partisipasi masyarakat dan desa den
gan pendanaan langsung dari “atas pemerintahan kabupaten dan 
provinsi”, kecamatan dapat berhasil mendorong pembangunan ma
syarakat dan desa. Perancangan pembangunan dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat yang menjalin sinergi hubungan berbagai 
pihak di dalam masyarakat dan di sejumlah desa tetap diharapkan 
dapat diperankan oleh kecamatan. 

Ketiga adalah peranan kecamatan sebagai lembaga pengendali 
ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi ke
hadiran kecamatan dan camat penting untuk adanya lembaga yang 
dapat menyelaraskan hubungan antara kelembagaan (misal lemba
galembaga adat dengan kelembagaan pemerintahan) dan penyele
saian konflik antar pihak dalam aras antar desa, seperti masalah ba
tas desa atau akibat ketidakselarasan peraturanperaturan desa den
gan peraturan antar desa atau peraturan di atasnya. 

Keempat, fungsi sebagai lembaga pengelola krisis dan tanggap 
darurat. Ada kesadaran masyarakat, bahwa masyarakat di dalam 
satuan kawasan yang meliput wilayah antar desa ketika terkena ben
cana memerlukan kecamatan dan camat sebagai mitra. Bencana ini 
dapat disebabkan oleh perubahan kondisi alam, penyebaran penya
kit, kesalahan teknologi, maupun sosial. Masyarakat berpendapat, 
bahwa kecamatan dan camat perlu dibekali kewenangan dan ke
mampuan dalam akses pengaturan pengelolaan sumberdaya alam 
dan menghadapi situasi tanggap darurat. 

Kelima, dari kecamatan dan camat yang diharapkan tetap di
laksanakan oleh kecamatan dan camat adalah menyelenggarakan 
pemerintahan di tingkat kecamatan. 

Keenam, fungsi mendampingi penyelenggaraan pemerintahan 
desa di dalam kerangka memperkuat kapasitas pemerintahan desa 
untuk memberi pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat
nya. Dalam konteks fungsi keenam ini termasuk di dalamnya fung
si untuk menyelaraskan berbagai peraturan desa dengan peraturan 
desa lain dan peraturan lain di aras “atas desa”.

Ketujuh, fungsi kecamatan dan camat yang juga ditemukan di 
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dalam kajian lapangan adalah harapan masyarakat terhadap keca
matan dan camat dalam memfasilitasi kerjasama dengan berbagai 
pihak lain yang datang dari aras “atas desa” untuk pengembangan 
kerjasama kemitraan.  Dalam konteks ini ada harapan agar keca
matan dan camat berperanan sebagai wakil pemerintah yang men
jadi pendamping dan berpihak melindungi masyarakat, bukan seba
liknya. Sehubungan dengan kemitraan ini, 

Kedelapan dari kecamatan dan camat yang diharapkan oleh ma
syarakat adalah menjadi simpul pengembangan wilayah atau, khu
sunya di dalam pengembangan kawasan perdesaan. Berkaitan den
gan fungsi kedelapan, maka kecamatan perlu dikembangkan men
jadi sebuah lembaga yang mampu dikembangkan dan juga mengem
bangkan cakupan wilayah di dalam sebuah tipologi yang menitik
beratkan pada keberagaman berdasarkan sosiobudaya, adatistia
dat dengan mempertimbangkan aspek sejarah dan juga perluasan 
jaringan ekonomi (pasar) dan pengaruh politik.  

Kesembilan ini penting ada untuk menetapkan beberapa hal pent
ing, seperti: “standar minimum cakupan” dan “bentuk kewenan
gan” serta “sisteminsentif” dari tipologi Kecamatan (yang dibangun 
berdasarkan topografi dan demografi). 

Kesepuluh adalah peranan sebagai lembaga penjamin mutu 
(Quality Assurance) perencanaan dan pelaporan keuangan di aras 
desa. Untuk teladan di NAD (penyunting : sekarang Provinsi Aceh), 
peranan ini mencakup juga tingkat Mukim dan Gampong didasari 
dengan  banyaknya Keuchik dan Kepala Mukim yang tidak menger
ti dan paham tentang Sistem Pertanggung Jawaban (SPJ) dari sejum
lah dana yang telah diterimanya.

Dalam konteks bagaimana posisi kecamatan saat ini  Tri Widodo 
menawarkan setidaknya 3 opsi untuk kecamatan:74 

1. Penguatan kelembagaan dan fungsi kecamatan. Diperlukan 
karena kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan, paling 
dekat dengan masyarakat dan paling paham kebutuhan ma
syarakat, mengurangi beban kerja dan keterbatasan pemerin
tah daerah. Perlu penguatan struktur dan penambahan urusan 
yang juga didukung oleh dana, sarana prasarana dan sumber 

74 Lihat Tri Widodo W. U. SH., MA pada makalah “Perspektif Kebijakan Dalam 
Peran dan Arah Pengembangan Kecamatan Di Indonesia disampaikan pada semi
nar “Model Kelembagaan Kecamatan Berbasis Pelayanan Publik” pada 5 Oktober 
2010.
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daya aparatur yang berkompeten. Bukan malah kecamatan di
jadikan “instansi buangan” bagi pegawaipegawai yang ber
masalah atau sebagai intansi “batu loncatan” ketika seorang 
pegawai ingin menduduki posisi yang lebih srategis di tingkat 
kabupaten/kota.

2. Perubahan status sebagai “Badan Koordinasi Kewilayahan”. 
Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, bah
wa fungsifungsi kecamatan sebagian besar adalah koordina
si maka kenapa tidak sekalian dilekatkan saja menjadi badan 
koordinasi.  

3. Pembubaran kecamatan. Tidak ada kerugian sama sekali jika 
kecamatan dibubarkan, yang terpenting pelayananpelayanan 
publik tidak terabaikan. Jika kecamatan tidak ada maka lem
bagalembaga yang mengemban tugas kecamatan adalah kelu
rahan, UPT Dinas, lembaga pelayanan terpadu di tingkat keca
matan.  

6.2. Peluang Penataan  Kedudukan dan Peran Kecamatan di Aceh
Didalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer

intahan Aceh pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “ Pemerintah 
Aceh dan kabupaten/ kota berwenang mengatur dan mengurus uru
san pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemer
intahan yang menjadi kewenangan Pemerintah”. Dengan demikian 
peluang untuk menata kembali lembaga kecamatan  sesuai dengan 
keistimewaan dan kekhususan  Aceh sesungguhnya dapat dilaku
kan oleh Pemerintah Aceh.  Dalam penataan kelembagaan kcca
matan di Aceh, Tim berpendapat ada beberapa tahapan yang dapat 
dilakukan yaitu : 

a. Pelimpahan kewenangan 
Pelimpahan kewenangan ini sesuai dengan amanat pasal 112 

UUPA yang menyatakan bahwa camat dalam melaksanakan tugas
nya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati/waliko
ta untuk menangani urusan pemerintah kabupaten/kota. Dalam 
prakteknya selama ini ketika pelimpahan sebagian kewenangan 
akan diberikan kepada camat maka timbul permasalahan yaitu pen
gambilan atau pengurangan sebagian kewenangan SKPD. Inilah 
yang menyebabkan mengapa peraturan bupati/walikota yang me
nyerahkan sebagian kewenangan kepada camat tidak berjalan di la
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pangan. 
Tim melihat bahwa selama ini pelimpahan wewenang pemer

intah kabupaten/kota kepada kecamatan sekedar formalitas untuk 
menjalankan isi undangundang apakah UU 32/2004 maupun UU 
11/2006. Pelimpahan wewenang terkesan tidak pernah dikaji se
cara mendalam dengan melibatkan segala unsur terkait, termasuk 
para camat.  Dengan demikian upaya pelimpahan kewenangan bu
pati/walikota kepada camat melalui peraturan bupati/walikota ti
dak akan efektif sebelum ada kejelasan pola penyerahan kewenan
gan yang meliputi rinciaan kewenangan yang akan didelegasikan, 
termasuk dukungan sarana, prasarana, SDM dan pendanaan. 

Untuk efektifnya pelimpahan sebagian kewenangan  bupati/
walikota kepada kecamatan  dapat diadopsi model yang ditawarkan 
oleh Prof. Sadu Wisistiono sebagai berikut :

Alur Pikir
Delegasi Kewenangan

Model : Sadu Wisistiono

Kalau kita lihat Alur Pikir Delegasi Kewenangan yang ditawar
kan Prof. Sadu sangat logis, diawali dengan membuat konsep rincian 
kewenangan apa saja yang akan didelegasikan. Konsep tersebut ke
mudian dibahas dengan melibatkan semua unsur terkait diantaran
ya dinas teknis dan camat. Dalam pembahasan tersebut dibuat kes
epakatan mana bidang yang dilimpahkan, yang tidak dilimpahkan, 
yang belum disepakati pelimpahannya dengan mempertimbangkan 
efektifitasnya dan eksternalitasnya. Dari hasil pembahasan tersebut 
akan melahirkan titik temu  yang melahirkan Rancangan Peraturan 
Bupati/walikota. Selanjutnya rancangan Peraturan Bupati/waliko
ta ini diproses ditingkat sekretariat daerah untuk menjadi Peraturan 

 

Konsep Rincian 
Kewenangan Yang 

Akan Didelegasikan 

Dinas Teknis 

Didiskusikan 

Camat 

Titik Temu 

Peraturan 
Bupati 

Rancangan 
Peraturan 

Bupati 
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Bupati/walikota. (lihat alur Pengambilan Keputusan Dalam Proses 
Delegasi Kewenangan)

 Pengambilan Keputusan
Dalam Proses Delegasi Kewenangan

Model	:	Sadu	Wisistiono

Mekanisme pelimpahan kewenangan seperti yang dibahas dia
tas, baru akan efektif dan menjadi acuan yang seragam pada semua 
pemerintah kabupaten/kota apabila didukung oleh Peraturan 
Pemerintah (PP). Untuk Aceh  tanpa harus menunggu PP  sudah 
bisa dilaksanakan  sesuai dengan kewenangan Provinsi yang diatur 
dalam   UUPA Pasal 14 terkait dengan  menjaga keserasian hubun
gan antar pemerintah di Aceh, maka Gubernur dapat mengeluarkan 
Peraturan Gubernur (Pergub). Sehingga dengan Peraturan Gubernur 
tersebut akan ada keseragaman yang mencerminkan keserasian an
tar pemerintah di Aceh dalam hal mekanisme pelimpahan sebagian 
kewenangan bupati/walikota kepada camat. Perlu ditekankan bah
wa substansi pelimpahan tetap menjadi kewenangan masingmas
ing kabupaten/kota sesuai dengan tipologi kecamatan dan pertim
bangan kekhususan lainnya yang hanya dipahami secara mendasar 
oleh masingmasing daerah. Lebih lanjut Prof. Sadu mengenalkan 
Model Alur Pikir Penataan Lembaga Kecamatan yang menekank
an pentingnya dukungan politik dan dukungan anggaran, personel 

1 Dinas	Terkait	Setuju + Camat Setuju + Dilimpahkan

2 Dinas	Terknis	Setuju + Camat Tidak 
Setuju

 Dipertimbangkan	
dengan melihat
efektivitas dan
eksternalitasnya

3 Dinas	Teknis	Tidak	Setuju + Camat Setuju  Dipertimbangkan	
dengan melihat
efektivitas dan
eksternalitasnya

4 Dinas	Teknis	Tidak	Setuju + Camat Tidak 
Setuju

 Tidak	Dilimpahkan

5 Identifikasi	urusan	dinas	teknis	yang	selama	ini	
tidak dilaksanakan

Dilimpahkan 
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yang memadai sesuai dengan kemampuan logistik keuangan dae
rah. Tujuan dari penataan Lembaga Kecamatan tidak lain adalah 
untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat sehingga ma
syarakat merasa puas.  

Alur Pikir Penataan
Kelembagaan Kecamatan

		Model:	Sadu	Wasistiono

b. Pendanaan 
Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masya

rakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perun
dangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repu
blik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Repu
blik Indonesia Tahun 1945. 

Penyelenggaraan urusan pemerintah di Aceh dan kabupaten/
kota menurut UUPA pasal 178 ayat 1 diikuti dengan pemberian 
sumber pendanaan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabu

 

Bupati/ 
Walikota 

Delegasi 
Kewenangan 
Kpd Camat 

Susunan 
Organisasi Yg 

Sesuai dgn 
Kewenangan 

Pemberian 
Pelayanan Prima 

kepada 
Masyarakat 

Kepuasan 
Masyarakat 

Dukungan politik 

Dukungan dengan: 
Anggaran 
Personil yang  memadai, sesuai kemampuan keuangan daerah 
Logistik 
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paten/kota. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan Penyelenggaraan 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Aceh dan kabupa
ten/kota dalam rangka  pelaksanaan desentralisasi didanai dari dan 
atas beban APBA dan APBK.   Sesuai dengan kekhususannya maka 
Aceh mendapatkan tambahan dana yang bersumber dari Tambahan 
Dana Bagi Hasil Migas (TDBH Migas) dan Dana Otonomi Khusus, 
tentang hal ini diatur dalam UUPA pada pasal 179 sampai pasal 185. 
Dan dalam Qanun Aceh  Nomor   2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi 
Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus,  pada konsideran Menim
bang butir (d) bahwa pengalokasian tambahan dana bagi hasil min
yak dan Gas Bumi dan penggunaan dana Otonomi Khusus untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan ke
seimbangan pembangunan antara Kabupaten/kota dalam wilayah 
Aceh; 

UUPA juga secara rinci mengamanatkan Tentang TDBH MigUPA juga secara rinci mengamanatkan Tentang TDBH Mig
as disebutkan dalam Pasal  181 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Pemerintah Aceh 
mendapat tambahan dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi sebesar 
55% untuk minyak dan 40% untuk pertambangan gas bumi;  Kem
udian pada Pasal 182 Ayat (4) disebutkan pengalokasian tambahan 
dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk membiayai Program 
Pembangunan Aceh dan kabupaten/kota yang disepakati bersama 
antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;  Sedang
kan untuk Dana Otsus dapat dilihat pada Pasal 183 UUPA yang me
nyatakan bahwa  Dana Otonomi Khusus  merupakan penerimaan 
Pemerintah Aceh yang ditujukan  untuk membiayai pembangunan 
terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pember
dayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan 
pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus  berlaku 
untuk jangka waktu 20 (dua puluh)  tahun, dengan rincian untuk 
tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya se
tara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional 
dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh 
yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Aloka
si Umum Nasional. Program pembangunan dituangkan dalam pro
gram pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan 
memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar ka
bupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi 
khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah 
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Provinsi Aceh. 
Dari gambaran diatas jelas bahwa Aceh memiliki kekhususan 

dalam hal pendanaan, dengan demikian sangat tepat kalau persoa
lan pendanaan  kecamatan di kabupaten / kota di Aceh tidak sime
tris sebagaimana pendanaan pada kecamatan lain di Indonesia yang 
hanya bersumber dari APBD kabupaten/kota. Maka untuk Aceh 
perlu dibuat aturan dan mekanisme pendanaan untuk kecamatan 
yang bersumber dari APBA, hal ini sejalan dengan semangat adanya 
dana TDBH Migas dan Otsus adalah untuk mewujudkan kesejahter
aan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangu
nan antara  Kabupaten/kota dalam wilayah Aceh; 

Kalau kita melihat pada kemampuan keuangan Aceh saat ini 
masih “survive” tetapi semua itu memiliki batas waktu.  Pada taPada ta
hun 2014, diperkirakan pendapatan Aceh dari sektor Migas akan ha
bis. Sedangkan penerimaan dari Dana Otsus setara 2 % DAU hanya 
berlangsung 15 tahun sejak tahun 2008, pada tahun ke 16 sampai ke 
20 Aceh hanya menerima 1% setara DAU. Itu artinya pada tahun 
2023 hingga tahun 2027 Dana Otsus untuk Aceh  hanya sisa 1 % dari 
DAU. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsun
gan kebijakankebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah 
Aceh.  (lihat tabel Proyeksi Dana TDBH Migas dan Otsus 20112027).

Pemerintah Aceh perlu melihat peran strategis camat sebagai 
garda terdepan yang dapat mempercepat program pelaksanaan 
pembangunan di daerah. Kedudukan camat sangat ”unik”, kecakeca
matan dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, hubungan ke
camatan kebawah yaitu dengan masyarakat,  lembaga mukim dan 
gampong. Kedua, hubungan kecamatan dengan atas yaitu bupa
ti/walikota dan  yang ketiga tidak kalah pentingnya juga adalah 
hubungan camat secara kesamping yaitu Polsek, Koramil dan lem
baga keistimewaan Aceh yang ada di kecamatan seperti MPU, MAA 
maupun Baital Mal. Melihat posisi camat yang strategis ini bagaima
na pemerintah dapat mengoptimalkan  peran kecamatan yang dapat 
menjadi institusi yang saling menguatkan kapasitas baik dengan ka
bupaten/kota, lembaga mitra kecamatan (Polsek, Koramil, MPU, 
MAA) maupun masyarakat, gampong dan mukim. Dengan demiki
an upaya pemberdayaan kecamatan akan menimbulkan “multiplayer 
effect “ dalam proses pembangunan di daerah.  Dari perspektif terse
but dapat kita pahami bahwa jejaring pemerintahan akan memung
kinkan kecamatan mengembangkan serta mempertajam kinerja 
pelayanan publik dan mendorong pembangunan lokal melalui basis 
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kerjasama multipihak dan pada ujungnya keberhasilan pembangu
nan di setiap kecamatan secara kolektif akan menjadi keberhasilan 
pembangunan kabupaten/kota serta provinsi secara keseluruhan. 

Proyeksi Dana TDBH Migas Dan Dana Otsus 2011-2027

Keterangan: TDBH Migas diproyeksikan berdasarkan proyeksi produk migas. Proyeksi 
Dana Otsus TA. 2011 didasarkan pada Pidato Presiden pada pengantar APBN 2011 dan 
tahuntahun selanjutnya diasumsikan tumbuh 1%. Dana Otsus 2% dari plafon DAU nasi
onal, menurun menjadi 1% sejak tahun 2023. Sumber: Tim Sekretariat  TDBH Migas dan 
Otsus

 

Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Total TDBH Migas
509.288.118.380
456.844.936.042
389.263.702.071
268.239.056.342

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total Dana Otsus
4.400.000.000.000
4.444.000.000.000
4.488.440.000.000
4.533.324.400.000
4.578.657.644.000
4.624.444.220.440
4.670.688.662.644
4.717.395.549.271
4.764.569.504.764
4.812.215.199.811
4.860.337.351.809
4.908.940.725.327
2.479.015.066.290
2.503.805.216.953
2.528.843.269.123
2.554.131.701.814
2.579.673.018.832

Total TDBH Migas dan Otsus
4.909.288.118.380
4.900.844.936.042
4.877.703.702.071
4.801.563.456.342
4.578.657.644.000
4.624.444.220.440
4.670.688.662.644
4.717.395.549.271
4.764.569.504.764
4.812.215.199.811
4.860.337.351.809
4.908.940.725.327
2.479.015.066.290
2.503.805.216.953
2.528.843.269.123
2.554.131.701.814
2.579.673.018.832
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7.1 Kesimpulan
7.1. Kesimpulan

1. Kecamatan di Aceh merupakan satuan kerja perangkat yang 
ada di kabupaten/kota  berbasis dalam suatu kewilayahan,  
yang melaksanakan tugas atributif dan delegatif. Selain melak
sanakan jenis dan karakter tugas atributif  secara nasional, juga 
melaksanakan tugas  bersifat  asismetris yang menjadi keistime
waan dan kekhususan Aceh yaitu terkait dengan membina pe
nyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampoeng, pembi
naan pelaksanaan syari’at Islam, dan pembinaan dan pengem
bangan adat dan istiadat. Namun dalam pelaksanaan tugastu
gas tersebut belum berfungsi secara optimal.

2. Peran Kecamatan masih sangat dibutuhkan dalam struktur 
pemerintahan kabupaten/kota, namun perlu penguatan  keca
matan melalui pendekatan power  approach yang memandang 
penguatan kapasitas kecamatan dapat dilakukan melalui pem
berian hak yang lebih luas dan otonom. Diharapkan dengan 
demikian kecamatan akan dapat memenuhi tuntutantuntutan 
masyarakat dan berperan dengan baik untuk melakukan fung
si pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan 
publik.   

3. Aceh sebagai  Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewe
nangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri uru
san Pemerintahan sesungguhnya memiliki peluang untuk da
pat menata kedudukan dan peran kecamatan sesuai dengan se
mangat UUPA.  

4. Kinerja kelembagaan kecamatan belum optimal. hal ini tampak 
bahwa (a) struktur seksi organisasi kecamatan belum semua di 
isi dengan pejabatnya, (b) pelaksanaan tugas atributifnya be
lum mendapatkan pendanaan yang memadai, (c) belum adan
ya kejelasan terkait jenis dan batasbatas kewenangan yang di
limpahkan oleh bupati/walikota.

   

BAB VII
PENUTUP
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7.2. Saran dan Rekomendasi
Sebagai upaya untuk memformulasikan kembali struktur keca

matan sesuai dengan kekhususan Aceh maka beberapa saran dan 
rekomendasi  kepada Pemerintah Aceh sebagai berikut:

Saran:
1. Perlu penegasan tentang kedudukan kecamatan disamping 

perangkat daerah kabupaten/kota, kecamatan juga sebagai 
wilayah pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh;

2. Perlu penegasan  kewenangan kecamatan yang bersifat asime
tris dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus sebagai imple
mentasi UUPA. 

3. Perlu pengaturan hubungan kewenangan antara kecamatan 
dengan lembaga teknis otonomi khusus (MAA, MPU, MPD, 
Baital Mal), Muspika, Mukim dan  Gampong perlu diperjelas 
agar tidak  terjadi tumpang tindih kewenangan, hubungan ca
mat dengan Pemerintah Aceh juga perlu diatur agar  pelak
sanaan program Pemerintah Aceh di kecamatan berjalan baik 
dan lebih efektif; 

4. Untuk mengoptimalkan fungsi kecamatan sebagai ujung tom
bak pelayan publik agar Pemerintah Aceh dan Pemerintah Ka
bupaten/kota  menyusun pendanaan untuk   kepentingan ke
camatan yang didukung melalui APBA dan APBK.

5. Agar manajemen pemerintah kecamatan dapat  berjalan seb
agaimana yang  diharapkan, Pemerintah Aceh/Kab/Kota agar 
menyusun format perencanaan, pengawasan, pembinaan mau
pun pendanaan untuk  kepentingan kecamatan yang didukung 
melalui APBA dan APBK. 

6. Perlunya kompetensi camat selain menguasai pengetahun 
umum pemerintahan, juga diperlukan penguasaan teknis ttg 
substansi keistimewaan dan kekhususan Aceh

Rekomendasi :
1. Perlu dibuat Peraturan Gubernur tentang mekanisme pelim

pahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada ca
mat,  sesuai dengan kewenangan Provinsi yang diatur dalam 
UUPA Pasal 14 terkait dengan  menjaga keserasian hubungan 
antar pemerintah di Aceh. Sehingga dengan Peraturan Guber
nur tersebut akan ada keseragaman yang mencerminkan ke
serasian antar pemerintah di Aceh dalam hal mekanisme pe
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limpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada ca
mat. Perlu ditekankan bahwa substansi pelimpahan tetap men
jadi kewenangan masingmasing kabupaten/kota sesuai den
gan tipologi kecamatan dan pertimbangan kekhususan lainnya 
yang hanya dipahami secara mendasar oleh masingmasing 
daerah.  

2. Perlu dibuat Qanun atau setidaknya Peraturan Gubernur ten
tang pendanaan kepada kecamatan yang bersumber dari APBA, 
karena Aceh memiliki kekhususan dari sumber dana yang ti
dak ada pada provinsi lain kecuali Papua. Dengan demikian 
sangat tepat kalau persoalan pendanaan  kecamatan di kabu
paten/kota di Aceh tidak simetris sebagaimana pendanaan 
pada kecamatan lain di Indonesia yang hanya bersumber dari 
APBD kabupaten/kota.  Hal ini sejalan dengan semangat adan
ya dana TDBH Migas dan Otsus adalah untuk mewujudkan ke
sejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan 
pembangunan antara kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;

3. Perlu dibuat Qanun Aceh yang mengatur tentang grand de
sign penataan kembali lembaga kecamatan di Aceh, hal ini un
tuk memperjelas kembali mengenai kedudukan, kewenangan, 
kelembagaan kecamatan yang sesuai dengan semangat Un
dangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan 
Aceh. Qanun ini merupakan  acuan bagi kabupaten/kota di 
Aceh dalam penataan lembaga kecamatan. 
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INSTRUMEN KAJIAN 
“KEDUDUKAN DAN PERAN KECAMATAN DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH”

A. DATA SEKUNDER
1. Daerah dalam Angka (Profil Daerah dan Kecamatan)
2. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerin

tahan Aceh
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Ke

camatan.
4. Qanun kabupaten/kota tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Kecamatan
5. Qanun tentang pemerintahan mukim.
6. Qanun tentang pemerintahan gampong.
7. Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Rumusan 

Tugas dan Fungsi Kecamatan
8. Surat Keputusan atau Peraturan Bupati/Peraturan Wa

likota tentang Pelimpahan Wewenang dari Bupati/wa
likota ke Camat

9. Tugas, peran, kewenangan, fungsi dan tanggungjawab 
pemerintah kecamatan, pemerintah mukim, dan pemerin
tah gampong menurut peraturan perundangundangan.

10. Data personalia pemerintah kecamatan, pemerintah mu
kim, dan pemerintah gampong.

11. Sarana prasarana dan dukungan teknologi
12. Jenis pelayanan administratif di kecamatan

B. DATA PRIMER
1. Urusan Pemerintahan/Kewenangan

a. Kewenagan Atributif/Tugas Umum Pemerintahan 
 Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada 

tingkat kecamatan
 Membina penyelenggaraan pemerintahan mukim 

dan gampong
 Melaksanakan pelayanan masyarakat
 Mengkoordinasikan:

•	 Kegiatan pemberdayaan masyarakat
•	 Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ket

ertiban umum
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•	 Penerapan dan penegakan peraturan
•	 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

b. Kewenangan delegatif (pelimpahan wewenang dari 
kabupaten/kota ke kecamatan)

Pelayanan Administratif Pelayanan Non-Administratif
Perizinan Koordinasi

Rekomendasi Pembinaan

Penyelenggaraan Pengawasan

Fasilitasi

Penetapan

2. Kelembagaan pemerintahan kecamatan
3. Sumber daya aparatur (sumber daya manusia, sarana 

prasarana dan teknologi)
4. Keuangan daerah/sumber pendanaan penyelenggaraan 

pemerintah kecamatan
5. Perwakilan
6. Manajemen penyelenggaraan pelayanan publik baik ad

ministratif dan nonadministratif
7. Pengawasan
8. Pola hubungan kerja kecamatan dengan instansi lain (bu

pati/walikota, instansi vertikal, dinas kabupaten/kota 
dan lembaga teknis kabupaten/kota, mukim, dan gam
pong) 

C. PEDOMAN WAWANCARA
URUSAN PEMERINTAHAN/KEWENANGAN
A. Kewenangan Atributif

1. Bagaimanakah penyelenggaraan pemerintahan keca
matan era otonomi khusus di Provinsi Aceh sehubungan 
dengan berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh?

2. Apakah  ada perubahan format penyelenggaraan pemer
intah kecamatan pasca diberlakukannya UndangUndang 
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Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?
3. Pembinaan apakah yang dilakukan kecamatan dalam 

proses penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gam
pong?

4. Bagaimanakah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 
dilakukan kecamatan di wilayahnya?

5. Apakah yang diupayakan kecamatan dalam penyelengg
araan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya?

6. Apa upaya penerapan dan penegakan peraturan yang di
lakukan kecamatan di wilayahnya?

7. Apa upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum 
yang dilakukan kecamatan di wilayahnya?

8. Apa tugas asimetris (kekhususan dan keistimewaan 
Aceh) yang dilakukan oleh kecamatan terkait kewenan
gan atributif?

B. Kewenangan Delegatif
1. Apakah ada keputusan walikota/bupati, yang menga

tur tentang pelimpahan wewenang pasca UndangUn
dang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
Bagaimana pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenan
gan dari walikota/bupati kepada kecamatan pasca UU 
Nomor 11 Tahun 2006?

2. Bagaimana peran kabupaten/kota dalam pemberdayaan 
kecamatan?

3. Bagaimana tingkat improvisasi camat atas pendelegasian 
wewenang tersebut?

4. Adanya perbedaan pelimpahan wewenang, apakah me
nyebabkan resistensi dari camat, aparat kecamatan, atau 
resistensi antar kecamatan?

5. Dengan kewenangan yang dimiliki sekarang, apakah di
rasa sudah memadai? Atau ada yang harus dirubah?

6. Apakah ada kesenjangan antara kecamatan sehubungan 
belum semua kabupaten/kota yang melimpahkan seba
gian kewenagannya ke kecamatan?

7. Apa saja kegiatan yang dilakukan kecamatan jika tidak 
ada pelimpahan wewenang dari kabupaten/kota?

8. Apa yang dapat dilakukan kecamatan untuk memotivasi 
pegawai di kecamatan mengingat minimnya tupoksi ke
camatan jika tidak ada pelimpahan wewenang?
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9. Tujuan pendelegasian wewenang ke kecamatan adalah 
mempercepat pengambilan keputusan berkaitan den
gan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat, 
mendekatkan pelayanan pemerintahan, mempersempit 
rentang kendali dari ibukota kabupaten/kota kepada mu
kim dan gampong. Apakah tujuan tersebut tercapai?

KELEMBAGAAN KECAMATAN
1. Apakah struktur organisasi kecamatan yang ada sudah 

ideal/proporsional dengan beban tugas yang ada?
2. Bagaimanakah menurut anda struktur idealnya sebuah 

kecamatan?
3. Potensi apa yang perlu dikembangkan di kecamatan?
4. Bagaimanakah kondisi masyarakat (pendidikan, kesehat

an, mata pencaharian) pada kecamatan?
5. Apa harapan anda terhadap kecamatan ke depan?
6. Apa unsur kelembagaan yang belum ada di kecamatan 

saat ini terkait keistimewaan Aceh?

SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN
1. Bagaimanakah sumber daya pendukung kerja camat, dari 

segi kapabilitas sumber daya manusia?
2. Bagaimanakah dukungan sarana prasarana serta teknolo

gi di kecamatan?
3. Bagaimanakah dukungan SDM di kecamatan?
4. Apakah aparat kecamatan sudah memiliki kemampuan 

pengetahuan teknis pemerintahan?

SUMBER PENDANAAN/KEUANGAN DAERAH
1. Darimanakah sumber pendanaan penyelenggaraan 

pemerintah kecamatan?
2. Berapakah besaran anggaran yang diplotkan untuk tiap 

kecamatan?
3. Apakah ada kesenjangan antara kecamatan terkait perbe

daan anggaran yang diplotkan kabupaten/kota?

PELAYANAN PUBLIK
1. Keberadaan badan pelayanan satu atap membuat pelay

anan tersentralisasi, apakah keberadaan badan tersebut 
menghambat desentralisasi pelayanan yang diberikan ke
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pada kecamatan?
2. Apakah ada konflik yang muncul berkaitan dengan pe

rubahan fungsi kecamatan yang menjadi unit pelayanan?
3. Bagaimana mengatasi konflik tersebut?
4. Dalam pelaksanaan unit pelayanan, darimana sumber 

pendanaan kecamatan?
5. Pelayanan administratif apa saja yang ada di kecamatan?
6. Pelayanan non adminstratif apa saja yang ada di keca

matan?
7. Bagaimana manajemen penyelenggaraan pelayanan terse

but?
8. Bagaimana pelayanan administrasi terpadu kecamatan 

(PATEN) berjalan?
9. Apakah ada standart operational procedure (SOP) dalam me

nyelenggarakan pelayanan di kecamatan?
10. Apakah kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pelayanan tersebut?

PENGAWASAN
1. Apakah ada pertemuan rutin antara camat dengan ke

pala daerah dalam membahas koordinasi pelimpahan 
wewenang atau dalam rangka monitoring perkembangan 
kecamatan?

2. Apakah ada mekanisme evaluasi yang dilakukan kabu
paten/kota terhadap kinerja kecamatan yang mencakup 
tugas umum pemerintahan maupun tugas delegatif yang 
dilimpahkan ke kecamatan?

POLA HUBUNGAN KERJA
1. Masalah utama dalam hubungan antara kecamatan dan 

unit kerja lainnya yang ada di pemerintahan kota/kabu
paten adalah koordinasi. Bagaimana pelaksanaan koordi
nasi antara kecamatan dengan unit kerja lainnya?

2. Apakah pernah terjadi pelaksanaan kewenangan yang 
tumpang tindih / saling lempar tanggung jawab antara 
kecamatan dengan unit kerja lainnya?

3. Bagaimana hubungan kecamatan dengan mukim dan 
gampong?

4. Adakah kerjasama yang dijalin kecamatan dengan mukim 
dan gampong?



152152

Kajian Kedudukan dan Peran Kecamatan

5. Apakah pernah terjadi benturan kepentingan atau tump
ang tindih kewenangan dalam pelaksanaan tugas antara 
kecamatan, mukim dan gampong?

6. Bagaimana cara dan upaya yang dilakukan untuk menja
ga kesinambungan harmonisasi antara kecamatan dengan 
mukim dan gampong?

7. Apakah ada kendala dalam koordinasi kecamatan dengan 
mukim dan gampong?

8. Bagaimana hubungan kerja kecamatan dengan instansi 
lain?

a. Kecamatan dengan bupati/walikota
b. Kecamatan dengan instansi vertikal
c. Kecamatan dengan dinas kabupaten/kota dan lemba

ga teknis kabupaten/kota
d. Kecamatan dengan mukim 
e. Kecamatan dengan gampong

Informan:
1. Sekretaris Daerah/Assisten Kabupaten/kota (1 orang se

tiap kabupaten/kota )
2. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/kota (1 orang 

setiap kabupaten/kota )

Responden:
1. Camat (3 orang setiap kabupaten/kota)
2. Imuem Mukim (2 orang setiap kabupaten/kota)
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